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INDUK KARANGAN 

KEJAHATAN LINGKUNGAN DAN REVOLUSI ·MENTAL 

Dal am beberapa minggu terakhir, jutaan 

. warga dipaksa menghirup udara bercampur asap aki-. 

bat J)embakaran hutan di Sumatera dan Kalimafltan. 

Kejadian ini metupakan repetisi dari kejadian serupa 

tahun-tahun sebelumnya. Kabut asap telah menimbul­

kan kerugian yang sangat besar. Menurut Kadin Riau, 

untuk menyebut satu daerah, kebakaran hutan me.n­

imbulkan kerugian sekitar Rp20 triliun. Selain itu, pu­

luhan ribu orang menderita penyakit ISPA. Sejumlah 

sekolah diliburkan. Seperti pula tahun-tahun sebelum­

nya, kabut asap kemba(i menyergap negara tetangga, 

Malaysia dan Singapura. Ribuan anggota TNI pun di­

turunkan untuk'membantu memad.amkan api. 

Kebakaran-:-sebetulnya lebih tepat dise" 

but pembakaran-.hutan merupakan kejadian yang 

menunjukkan secara kasat mata kegagalan kita me­

ngelola kekayaan alam dengan baik. Pemda lagi-lagi 

mendapat sorotan. Sudah menjadi rahasia umum 

bahwa penerbitan izin. pengusahaan hutan meru­

pakan. sumber keuangan yang sangat panting bagi 

oknum kepala daerah. Sejumlah pihak mengatakan 

bahwa obral izin banyak terjadi jelang pilkada, se­

perti p·ula izin pertambangan. Namun demikian, tak 

terbantahkan elemen korporasi merupakan pihak 

kunci dari timbulnya bencana ini. Maka; kalau orang 

bicara soa·I kejahatan lingkungan, sorotan lebih bac 

nyak-untuk tidak · mengatakan seluruhnya-me­

ngarah kepada korporasi. 

Pengelolaan hutan bui{an. sekadar cermi­

nan kemam_puan sebuah bangsa dalam meng~lola 

sumber daya alam yang .dimilikinya, namun yang 

paling panting ialah mengelola masa depan. Kita 

sudah puluhan tahun memiliki undang-undang ling­

kungan. Tetapi, se.lama puluhan tahun itu kualitas 

··tingkungan hidup kita ten.ls-menerus merosot. Ti­

dak masuk akal memang, bagaimana bencana yang 

datang· bertubi-tubi saban tahun itu tidak juga mam­

pu membuat kita Jiibih peduli terhadap lingkungan. 

Dalam kc;rndisi demikian, berulangnya kabut asap 

yang disebabkan oleh tindakan yang sama memak­

sa kita untuk memahami persoal~n ini tidak semata-

mata sebagai persoalan hukum. . , 

Mau tak mau, bencana kabut asap sebagai 

bukfr kejahatah lingkungan mesti dibicarakan dalam 

kaitannya dengan revolusi mental manusia lndone-. 

· sia. Revolusi mental dimaksud tidak hanya mesti. 

dilakukan terhadap warga di ·daerah sumber datang­

nya kabut asap, tetapi seluruh warga Indonesia. 

Tata kelola sumber daya _alam jelas memiliki kai­

tan dengan soal mentalitas manusia secara umum. 

P~da isu lingKungan, revolusi m.ental mesti dilaku­

kan mulai dari hulu hingga hi_lir. Ka but asap akibat 

pembakaran hutan-adalah soal hilir. Sementara ber­

ulang-ulangnya a.ksi pembakaran adalah soal hulu. 

Dengan lain perkataan, setiap upaya mencegah dan 

mengatasi pembukaan lahan d.engan cara memba­

kar hutan harus menyentuh sisi hulu dan hilirnya 

sekaligus. Di sinilah kaitan antara revolusi mental 

dengan cara. kita memperlakukan alam. Revolusi 

mental harus dapat membangkitkan kesadaran dan 

membentuk · p.emahaman kita bahwa seluruh keka­

yaan alam yang ada saat ini pada hakikatnya meru­

pakan pinjaman dari anak-cucu .kita. Pemahaman ini 

akan berujung pada sebuah kesadaran: Kejahatan 
' . - . 

terhadap lingkungan merupakan kejahatan terhadap 

generasi mendatang. 

Kita tidak menafikan pentingnya. menjatuh.­

kan sanksi hukum terhadap pembakar hutan .. Paralel l 

dengan itu, kita juga mendorong dilakukannya pe­

nguatan aspek pencegahan tindakan pembakaran, 

antara lain dalam bentuk penyuluhan. lni yang dise­

but aspek hulu dan hilir. Perlu ditanamkan kepada 

warga bahwii hutari tidak dapat ditangani dengan 

cara menerabas, eksploitatif, dan berorientasi eko­

nomi semata. Harus dikatakan bahwa mentalitas 

su_ka menerabas, ekspolitatif, dan berorientasi eko­

nomi semata berada di batik berulangnya bencana 

kabut asap. 

Maka, tanpa revolusi mental, kejahatan ling­

kungan, antara lain dalam bentuk membakar hutan 

untuk membuka lahan perkebunan, dikhawatirkan 

akan terus berulang. 

I *9 I 
Jakarta, 29 September 2015 
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MENDORONGINVESTASIDAN 
SEKTOR Riil DI TENGAH KETIDAKPASTIAN 

. Jakarta, 29 September 2015 (Business News) 

Di luar ekspektasi banyak kalangan, Bank sen­
tral Amerika Serikat, The Federal Reserve Bank atau 

biasa disebut The Fed, ternyata kembali menunda ke­

naikan· tingkat bunga acuannya', Fed Fund Rate (FFR). 

Keputusan ini sontak membuat pasar keuangan global 

bergoiak, terutama di kawasan Asia. • Banyak pihak berharap The Fed me.m-

beri kepastian segera terkait kenaikan FFR, agar 
bank-ban.k sentral negara lain bisa r:nenyesuaikan 

secepatnya. Sudah cukup lama pasar keuangan 
global menanti kepastian kenaikan FFR dengan 

berdebar-debar karena hal itu akan menenangkan 

pelaku pasar. 

Krisis ekonomi yang terjadi di AS pada 2008 

lalu yang dipicu oleh ambruknya pasar subprime 
mortgage begitu dahsyat,. sehing.ga membutuhkan 

peny.elamatan secara tuntas dan menyeluruh. Untuk 

membuat ekonomi AS tetap berjalan baik, kebijakan 
penurunan tingkat bunga menjadi fokus perhatian. 
otoritas moneternya. 

Seiring deng,ari perekonomian yang mem' 
baik, rezim penurunan bunga itu bakal berbalik ,arah, 

setelah didahului dengan penghentian Paket quanti­

tative easing pada Oktober 2014 lalu. fa1dah lama 
sekali The Fed tidak menaikkan s.uku bunga. Kenaikan 

suku bun\la .terakhir terjadi pada 2006. 
Belakangan menjelang ·setiap pertemuan 

badan pembuat keputusan penting lembaga itu, 

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), kenaikan 

suku bunga disiapkan .. Bahkan sinyal yang disampai­
kan termasuk gambaran waktunya. Pola komunikasi 
semacam itu memang tugas bank senfral AS. Pasar 

peril.I mendapat pandangan ke. mana sebenarnya bank 

sentral AS akan bergerak. 
Pandangan The Fed. akan menunjukkan sejauh 

mana tingkat keterlibatan dan kepedulian kepada ke­

pentingan yang lebih besar. Karena The Fed merujuk 
pada negara AS, maka kepentingan yang diutamakan 

kena dampak dari agenda kenaikim FFR. Buktinya, 

nilai tukar rupiah terus terpuruk, akibat investor meli-
hat tingginya daya tarik dolar AS. · 

Kondisi ·rupiah makin merana, setelah bank 

sentral Tiongkok, People Bank of China (PBO<;:), 

mendevaluasi mata uangnya, Yuan, secara agresif 

pada 11 Agustus lalu untuk meningkatkan ek'Spor 
yang kinerjanya anjlok selama semester pertama ta­
hun ini .. Problem yang drnadapi perekon0mian AS dan 

Tiongkok tentu memengaruhi pasar keuangan dunia, .· 
karena mereka merupakan dua perekonomian terbesar 

di dunia. Dengan tingkat bunga yang belum berubah, 

maka persoalan pun tidak berubah. 
Akibatnya, ketidakpastian ketidakpastian. ma­

sih menghantui perekonomian global setelah The Fed 

menunda kenaikan FFR dan PBOC mendevalusasi 
Yuan. Dengan demikian rupiah tetap berpotensi 

bergejolak hingga akhir tahun. Dalam, jangka pendek, 

FOMC akan bertemu pada Oktober mendatang, den­
gan kemungkinan pada bulan itu FFR akan dinaikkan. , 
'lilamun bisa saja· diundur di Desember, at.au bahkan di 

kuartal pertama 201 6 nanti. 
Dengan mempertimbangkan devaluasi Yuan 

dan prospek perekonomian Tiongkok yang masih le­
mah sehingga The Fed menunda kenaikan FFR, hal 

ini menunjukkan betapa The Fed sangat concern den­

gan kebijakan ma.kroekonomi Tlongkok. Devaluasi 
Yuan memberi makna bahwa barang-barang buatan 

AS akan berhadapan dengan barang-barang buatan 

Tiongkok yang lebih k'ompetitif. 
Dari setting di atas, maka jauh. lebih baik 

pemerintah Indonesia menyusun strategi dan kebj­
jakan yang berdampak langsung pada perbaikan eko­

nomi untuk menebalkan kembali kepercayaan pasar 
guna mendongkrak nilai tukar rupiah yang sudah be­

rada di level Rp14.600-an per dolar AS. 

, . adalah negaranya. Namun, mengingat AS meri.Jpakan 
perekonomian terbesar di dunia, imbasnya sangat di­

rasakan masyarakat internasional. Indonesia pun ter-

Seperti diketahui, pada 9 September lalu telah 

digelontorkan paket kebiiakan ekonomi September 1 

dalam rangka menopang arus perlambatan ekonomi. 
Berdasarkan hasil paparan terlihat bahwa instrumen 

utamanya adalah deregulasl kebijakan dengan fokus 
pada industri dan perqagangan. Sifatnya jangk" 

menengah dan panjang. 
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Harus dipahami bahwa sektor riil dalam neg­

eri saat ini lebih membutuhkan kebijakan pemerintah 

yang sejatinya dapat memberikan dampak segera. Di 

tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi serta keti­

dakpastian yang memberikan ·tekanan luar biasa, ke-

tidak bersahabat. Ketidakpastian global seb.agai fak" 

tor eksternal tela.h menjadi penyebab ,dominan tekan­
an ekonomi domestik sampai dengan akhir tahun dan 

lagi'laQi, akibat daya saing yang lemah, Indonesia ter­
masuk negara yang mengalami tekanan berat. 

bijakari jangka pendek dibutuhkan untuk menyelamat- Di sini harus diapresiasi langkah Bank lndo-

1
'1 nesia (Bl) untuk tidak meng'ubah sukll bunga acuan 

atau. Bl Rate pada Rapat Dewan Gubernur Bl pekan 1 

1 · lalu. Betapapun atraktifnya insentif mendorong keg-

kan sektor riil. 
·. Tahun 2015 irii memang menjadi tahun yang 

cukup b.erat bagi perekonpmian dunia dan Indonesia. 
Ketidakpastian ma kin panjang dipicu oleh penundaan 
kenaikan FFR dan devaluasi yuan. Di tengah tekanan. 

ekonomi yang berat ini, .sektor riil domestik membu­

tuhkan keb!jakan jangka pendek yang dampaknya 
bisa segera dirasakan. . 

Kebij.akan jangka pendek tersetiu.t mendesak 

diperlukan ,demi menyelamatkan industri sekaligus 
menghindari pemut~san hubungari kerja (PHK) se­

cara masif. Sebagai ilustrasi, saat ini struktur industri. 

di sektor mebel dan kerajinan domestik sangat"tidak 
efisien dikarenakan buruknya infrastru!<tur, relatif 

tingginya bunga kredit bank, ketidakpastian upah bu­
ruh, serta regulasi yang tida·k memihak k,epada i.ndus-
tri mebel dan kerajinan. 

Perlu dipahami bahwa industri· mebel dan 

keraji~ari adalah salah satu potensi ekspor Indonesia 
!<arena sekitar 80% bahan bakunya dari dalam negeri. 

Karakternya pun padat karya sehingga menjawab ke­

butuhan lapanga,n kerja di Indonesia. Sekarang, indus­
tri ini menyerap sekitar. 2, 1 juta tenaga kerja. . 

Sementara itu, pasar mebel dan kerajinan dunia. 
mencapai 140 miliar dolar AS. Pasar terbesar adalah AS 

dan Eropa. Tiongkok adalah ekspmtir terbesar dengan · 

nilai ekspor mencapai 50 miliar dolar AS pada 2014. 
Ekspor Vietnam mencapai 7 miliar dolar AS, sementara 
Indonesia baru sekitar .2,8 miliar dolar AS. 

Indonesia dengan segala potensinya, ·sebet­

ulnya mampu untuk mengekspor leblh banyak. Na­
mun, ki/rena daya saing Indonesia lebih rendah, maka 
Vietnam yang lei;)ih unggul. Bahkan, 'karel)a faktor 

daya sain!,J tersebut, 10-1 5 perusahaan di Indonesia 

dikabarkan akan memindahkari imiestasinya ke Viet­

nam pad a 201 6 mendatang dalam bentuk penanaman 
modal asing. 

Beberapa ekonom memandang, untuk meng­
hapuskan kemiskinan dan meningkatkao· kesejahter­

aan rakyat, maka 1ndustri padat karya merupakan 
ruang.'yang tepatuntuk mewujudkannya. Dari perspe­
. ktif ekonomi makro, situasi .glob~I saat ini 'jelas sangat 

1

1 iatan ekonomi melalui penurunan S\,lkU bunga acuan, 
namun dampak negatif penurunan Bl Rate terhadap 
pergerakan kurs rupiah harus · pula diperhitungkan. 

Di lain pihak, di tengah pelemahan rupiah hing­

ga sempat menyentuh. Rp14.600-an dan menurunnya 

cadangan devisa menjadi 103 miliar dolar AS, menaik: 
kan Bl Rate memang tampak menarik: Namun dam­

pak negatifnya terhadap sektor riil domestik juga tidak 
dapat diterima. Dengan demikian, keberanian Bl untuk 

mempertahankan Bl Rate adalah langkah yang tepat. 

Untuk. itu, 'langkah lanjutan perlu dilakukan 
.qleh pemerintah pasca diluncurkannya deregulasi dan 

debirokratis.asi (Paket September 1) minggu lalu ha­
rus ditr.anslasikan ke dalam bentuk yang nyat'a, yaitu 

keluarnya peraturan:peraturan tekriis atau operasional 

seperti yang disebutkan dalam matriks paket. terse­

but. Walaupun terkesan terburlj-buru, namun · ber­
bagai peraturan terseb1,1t perlu dikeluarkan dengan 
kt1alitas yang tinggi. 

Yang harus dipahami, paket September 1 yang . 
dirancang untuk merespons ancaman krisis jelas lebih 

bersifat jangka panjang. Penerapannya membutuhkan 

waktu lama sehingga manfaat1wa tidak bisa segera di­
rasakan. Padahal, krisis ekonomi sudah ada di pelu­
puk mata. Kondisi ekonomi seperti . itu memerlukan 

penanganan segera melalui kebijakan ekonomi jangka 
pendek. Dibutuhkan bantalan agar ketika krisis sema­

kin dalam, ekonomi domestik tak jatuh lebih dalam. 
1 Bantalan krisis itu. pada dasarnya bertujOan 

mempertahankan atau [lleningkatkan daya b,eli ma­

syarakat. Untuk itu, pemerintah harus mamp~ mena­

han sekuat"kuatnya jangiln sampai terjadi gelombang 

PHK secara besar'besaran. Pada saat bersamaan 
pemerintah jug a . harus menyediakan lapangan peker­
jaan bagi mereka yang ·masih menganggur. 

Demi mempertahankan para pekerja pada 

pekerjaan mereka, pemerintah bisa belajar dari 
penanganan krisis ekonorili 2008 lalu dimana ketika 
itu pemerintah. menurunkan pajak untuk perusahaan. 

Business News 8759130-9-2015 
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Berkurangnya pajak membuat investor mempertahank- 1 

an usaha mereka di Indonesia, tidak memindahkannya .. J.!i 
ke negara lain yang pajaknya. lebih rer\dab. 

Biaya-biaya yang harus . dikeluarkan perusa­
haan pun berkurang. Dengan begitu, perusahaan tidak I 
memberhentikan pekerja sehingga daya beii mereka I 
tetap ada. Tentu saja kebijakan ini menjadi kontra-

produktif terhadap upaya pemerintah mendorong ke­

naikan pajak. Namun, di tengah perlambatan ekonomi 
I 
! 

yang kian nyata, pemerintah harus berani memilih: 

antara mendorong perekonomian atau mendongkrak 
pajak. Jawabnya jelas: pemerintah harus mendorong 

perekonomian, karena dari sini akan berdampak pada 

perolehan pajak juga. 

Kelangan pengusaha meminta pemerintah · \ . . ' 
mempertimbangkan penurunan tarif PPh badan dan ' 

perseorangan sebagai stimulus perekonomian. Menu­

. 1 rut mereka, tidak salah pemerintah mengorbankan 
target penerimaan pajak asalkan perekonomian di se' 
gala lini kembali menggeliat. 

Harus dipahami, pengurangan pajak perusa­

haan memamg berakibat pada penurunan pendapatan 

negara dari sektor pajak. Akan tetapi, pengurangan pa­

jak perusahaan· itu bersifat sementara atau temporer. 
Bila kondisi ekortomi pulih, pemerintah bisa menerap­

kan besaran pajak. korporasi seperti sedia kala. 
Pemerintah juga masih bisa belajar dari krisis 

1998 dimana ketika itu pemerintah melaksanakan pro­

gram padat karya. Dana desa bisa menjadi. instrumen 

melancarkan program padat karya. Dana desa bisa di­

gunakan untuk membangun infrastruktur desa yang 
menyerap tenaga kerja. Dengan begitu; masyarakat 

desa memiliki daya beli. Kemiskinan di perdesaan yang 
meningkat akibat krisis pun, berkurang. Bertahannya 

daya beli masyarakat pada gilirannya membuat du­

nia usaha tetap bisa beroperasi karena produk mereka 

ada yang membeli, yakni masyarakat konsumen .. 
(Rkl 

KEMENPERIN: INDONESIA BUTUH 
BANYAK ARMADA KAPAL BARU 

Jakarta, 29 September 2015 (Business N?wsJ 

Kementerian Perindustrian (Kemenperih) mel­

aporkan 1.ndonesia butu.h armada kapal baru lebih 

banyak lagi. Pasalnya, saat ini sekitar 50% armada 
kapal niaga telah berumur di atas 20 tahun. M.enteri 

Perindustrian (Menperin), Saleh· Husin, di Jakarta, 

Senih (28/9), tidak menampik jika banyak kapal niaga 
nasional saat sudah tua, sehingga diperlukan pen­

gadaan kapal baru. 
Menurut Saleh, para pengguna kapal, baik ke­

menterian, lembaga negara, BUMN dan. swasta juga 
telah berkomitmen mem.beli kapal dari dalam negeri. 

Dikatakan, kemampuan galangan kapal diperkuat step 

by step dan terencana. Sementara untuk kapal dengan 
kebutuhan khusus, menurut dia, masih harus dibangun 

I Lampung. Selain itu pemerintah akan melakukan pen­

dataan spesifikasi ·dan kebutuhan kapal, se7ara na­
sional. lni diperlukan bagi pere.ncanaan dan pengem­

bangan galangan kapal serta promosi i.nvestri industri 

kapal. lndustri galangan kapal nasional diyakini mampu · 
membangun kapal yang. dibutuhkan untuk memperkuat 

konektivitas mari.tim di Tanah Air. Selain itu, untuk 

mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 
Saleh optimistis industri galangan kapal na­

siorial mampu membangun kapal yang dibutuhkan 
untuk memperkuat konektivitas maritim di tanah .air. 
Juga untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros 

maritim dunia. Dia menyebutkan saat ini ada sekitar 
250 galangan ka·pal di Indonesia. Mereka sanggup 

memproduksi 1,2 juta dead weight tonnage (DWT) 

kapal baru. Selain itu mampu mereparasi kapal den-

di luar negeri. Namun, Menperin mengatakan transfer gan kapasitas total 12 juta DWT. 
teknologi dan pengembangan industri komponen terus Kemenperin mencatat perusahaan-perusahaan 

dipacu u.ntuk mengurangi impor ke depan. kapal dapat membangun berbagai jenis dan tipe kapal 

Kemenperin juga menyiapkan dua kawasan sampai dengan ukuran. 50.000 DWT. Sebanyak 80% 
khusus industri perkapalan yaitu di Kabupaten Lamon- dari seluruh galangan di tanah air dapat membangun 

gan, Jatim dan Kawasan lndustri Maritim Tanggamus, . kapal berkapasitas 5.000 DWT. Menurut ·Menperin, 
, ____ ,...,L___:_.___ _______ _ 
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peluang industri galangan kapal sangat terbuka. ltu 

didorong kebijakan asas cabotage yang meningkatkan 
jumlah kapal na~ional dari 6·.000 unit pada 200.5 men­

jadi 14.000 unit pada 2014. · 
Saleh juga. mendorong• pemberdayaan· Pusat 

Desain dan Rekayasa Perkapalan Nasional atau. Na­

tional Ship Design and Engineering Center (NaSDEC) 

di Surabaya. Fasilitas itu hasil kerja sama Kemenperin 
dengan lnstitut· Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 

Surabaya. NaSDEC yang berdiri sejak 2006 diproyE)k­
sikan mampu mendesain kapal-kapal tipe khusus 

seperti tanker dan LNG ·carrier. 
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Pen­

anaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, menyatakan 

pihakriya akan menyuntikkan anggaran investasi ke 
industri galangan kapal senilai Rp5 triliun. Stimulus itu 

' . 
diberikan .dalam rangka penguatan sektor halu kemari-

timan. Dia menyebutkan insentif fiskal itu bersumber 

dari anggaran . Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP). Dikatakan, KKP sudah membuat kesepakatan 

dengan BKPM untuk penguatan sektor hulu kem~riti­

man. Salah satu programnya ialah pengadaah kapal. 
Franky menyebutkan bahwa anggaran itu di­

aloka.sikan pada pengadaan 3.400 unit kapal. Hingga 

akhir semester I 2015, realisasi investasi pada 249 in­

dustri galangan kapal yang beroperasi sebesar Rp 135 
· miliar. lndustri-industri itu terletak di Sumatra seban­

yak 65 galangan kapal, Kalimantan 62 galangan, Jawa 
92 galangan, dan Maluku serta Papua 30· galangan. 

Franky mengatakan BPKM telah berkoordinasi 

untuk menyamakan persepsi dengan Menteri Perin­
-Oustrian dan ·Menteri Kelautan dan Perikanan untuk 

membahas perkembangan .ind\Jstri maritim tersebut. 

BKPM optimistis investasi galangan kapal akan terus 
tumbuh pada semester berikutnya. Pencapaian komit­
men investasi ·PMDN tersebut lebih tinggi dari rencana , 

investasi industri perkapalan Penanaman Modal Asing i 

(PMA) yang mencapai Rp1 ,7 triliun pada kurun waktu ' 

yang sama. 
(ST) 

KLAIM TANAH DI KAWASAN HUTAN MENINGKAT 

Jakarta, 29 September 2015 (Business News) 

. Terbitnya petunjuk pelaksanaan lnventarisasi, 

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan 
Tanah (IP4T) dalam kawasan hutan oleh Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional rnembuat klaim lahan di kawasan hutari se­
makin meningkat. Lewat IP4T masyarakat yang ke­

bunnya ada di kawasan hutan bisa mengajukan klaim 

supaya dikeluarkan dari kawasan dan bisa disertifi­
kasi. San Afri Awang, Dirjen Planologi Kehutanah dan 
Tata Lingkungan, Kementerian Lingkung.an Hidup dan 
Kehutanan menyatakan hal ini, Selasa (29/9). 

"Saya menerima laporan dari sem.ua provinsi 

klaim kepemilikan lahan di kawasan hutan semakin 
meningkat. Klaimnya sudah berlebihan dan meng-. 

kuatirkan," katanya; 

Juklah terbit Januari 2015 sebagai tindak 
lanjut dari' · Peraturan Bersama Menteri Dalam Neg­

eri, Menter.I Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum 

dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 79 
tahun 2014, nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 

17.PRT/M/2014, nomor B/SKB/X tentang Tata Cara 

Penyelesai.in Penguasaan Tanah yang berada dalam 
Kawasan Hutan, tanggal 17 Oktober 2014. 

Hal yang harus dilakukan saat ini adalah mere­

visi juklak tersebut dan mengharmonisasikan dengan 
Undang-undang yang berada di Kemellterian Lingkun­

gan Hidup dan Kehutanan. "Meskipun lahan yang dia­
tur dalam kawasan · hutan tetapi peran KLHK dalam 

mekanisme IP4T sangat kecil. Peran terbesar di pe­
gang BPN. Diharapan dalam revisi, peran KLHK sema­

kin meningkat," katanya. 
Diakui masyarakat butuh tanah untuk mening­

katkan kesejahteraannya. Karena itu bariyak kawasan 

hutan digunakan oleh masyarakat. KLHK juga akan 

memberikan akses yang besar pada masyarakat un- , . 

tuk memanfaatkan kawasan hutan hanya caranya ha­
rus benar dan tidak melanggar hukum. 

KLHK akan membuka akses 12, 7 juta ha ka­

wasan hutan untuk masyarakat. Selain itu kawasan 
. . ' 

yang akan dilepas untuk reforma agraria mencapai 
4, 1 juta ha. 

(Sn) 
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· PENGADAAN ALUTSISTA PARALEL 
DENGAN.ASPEK STRATEGIS EKONOMIS 

Jakarta, 29 September 2015 (Business News) 

Indonesian for Maritime Studies (IMS) 

mendesak pemerintahan Preside[! Joko Widodo un­

tuk tidak· memberhentikan proyek pembuatan kapal 

Pernyataan tersebut yang secara resmi dari TNI AL, 

ibaratnya 'asbun' (asal bunyi). "Keputusan untuk. beli. 

alufsista terutama kapal selam dari Rusia,, harus dili­

hat dulu bagaimana neraca perda.gangan bilateral kita. 

(neraca perdagangan) surplus atau deficit terhadap 

selarn, mengingat pengadaan alat utama sistem sen- . Rusia?. Rusia tidak beli apa-apa. Komoditi seperti kopi 

jata (alutsista) harus paralel dengan aspek strategis ·I,. saja tidak .dibeli (Rusia). Tetapi lihat investasi Korea 

ekonomis. PT PAL Indonesia (Persero), salah satu di Indonesia sangat besar Bahkan (investasi Korea) 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah membuat 1

1

• sedikit di ba~ah Amerika. ~da Corindo, Samsung dan 

eriam kapal, dan mengajukan penjualan kepada Filipi- lain sebagainya. Semua bangsa 'dan negara di dunia, 

na dan Arab Saudi. "Kita jangan bertindak na'(f. Ter- I jenderalnya (panglima) tidak mengenyampingkan as­

masuk tentara (TNI Ang~atan Laut) tidak mengerti pek ekonomi. Kita harus hati-hati. Apalagi kondisi 

strategis ekonomis dan taktis perang. Saya merasa j sekarang, dimana US Dolar naik terus." 

I Aspek taktis juga tidak boleh dikesampingkan 

j pada pengadaan Alutsista. Misalkan TNI P.:L yang pu-

1 nya .kapal dengan kekuatan 10 ribu ton, bertenaga 

I n1.1klir dengan jaagkauan peluru kendali (rudal) antar 

perlu memberi .masukan. Karena ada pernyat~al'i 

resmi TNI AL terkait dengan alutsista kapal sel~m," 

Laksama (Purn.) Bernard Kent Sondakh mengatakan 

kepada Business News (28/9)c 

i Str"itegis ekonomis sudah diterapkan ketika, l benua. Dalam keadaan · perang, kapal tersebut. b)sa 

'· Kent Sondakh menjabat KSAL (Kepala Staf Angka- I menenggelamkan (kapal) musuh. Tetapi jangan sam-

tan Laut, April 2002 - Februari 2005). Program pern- · pai rudal dinilai secara taktis kalah dibanding torpedo. 

tiuatan kapal selam dimulai dengan pertimbangan "Perwira harus mengerti .taktis, baru bicara (alutsista, 

aspek strategis. Karena proses al.ih teknologi pada rudal dan torpedo). Apalagi kalau dia (perwira TNI AL) 

saat itu terbuka ketika TNI AL dan PT PAL beker- 1 sudah lulus Seskoal(sekolah staf TNI Angkatan Laut). 

jasama dengan Korea. Sehingga P;r PAL mengambil 

alih secara gradual teknologi pembuatan kapal selam 

Korea. "Buktinya, rintisan (pembuataJJ kapal selam) 

bersama PT PAL, kami bisa buat dua unit (kapal) pada 

tahun 2007. Sekarang, Filipina sudah beli dua (kapal). 

Pemerintahan ·kerajaan Arab Saudi baru tanda-tangan 

untuk pembelian enam kapal. Mereka beli, selain mu-• ' 

rah (harganya), baja kita nomor satu. Tetapi isi (kom-

ponen) tidak m·elulu Korea dan PT PAL. (teknologi) 

Torpedo dari Swedia, Sonar daii Jerman," 

Pengertian strategis, bahwa keputusan "pem­

belian tidak melulu dengan sumber pendanaan utang 1 

luar negeri. Tetapi pemerintah harus mempertim- ·ill, 

bang kan strategi trade balance (neraca perdagan-

gan) bil.ateral. Sehingga .IMS .sempat miris dengan 

i pernyataan perwira TNI ,AL (Ang~atan Laut) dengan .I 
keputusan partial terhadap pengadaan alutsista. J 

Bahwa torpedo bisa l~ngsung menenggelamkan ka­

pal, karena (kapal) patah, Ruda! hanya sebatas mem-

bakar (kapal musuh) baru bisa tengg!'lam. Destruc-

tion (alutsista) yang mana lebih hebat, harus diketahui. 

perwira lulusan Seskoal. Seperti sejarah per;mg besar 

di Malvinas (tahun 1982), kapal lnggris tenggelam 

setelah terbakar. Karena Argentina menggunakan 

rudalnya. Kapal-kapal, yang body nya dengan alumu-

nium, bala pada perang modern seperti itu, terbakar 

dulu baru tenggelam. Kita juga lihat. jenisnya terkait 

dengan daya destruction." 

(SL) 

-' _· __ _J _____ _ 
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PTPN XI TINGKATKAN· EFISIENSI 

Jakarta, 29 September '201 5 (Business News) Semua hal ini dilakukari untuk lebih siap meng­

hadapi kompetisi ke depan yaitu MEA. Pesaing utama 

Salah satu tantangan utama indu.stri gu,la Indonesia di MEA untuk gula adalah Thailand. Karena 

di Indonesia adalah efisiensi, saat .ini biaya produk- itu biaya produksi harus ditekan minimal sama ·den-

si per kg. gula di Indonesia lebih· tinggi ketimbang di gan Thailand. Saat ini biaya·produksi gula di l,ndonesia 

I
' Rp8.500/kg sedang di Thailand hanya Rp5000/kg. luar negeri. Untuk mengatasi ,masalah ini maka PTPN 

XI melakukan efisiensi, dalam bentuk otomatisasi di 

pabrik dan rnekanisasi di kebun tebu milik sendiri dan 

petani. Dolly Pulungan, Direktur Utama PT.PN XI me-

nyatakan !"]al ini kepada Business News. 
Selama irii PG-PG .banyak menggunakan en­

ergi berlebihan,. di PTPN XI hal ini dibenahi dengan 

membangun broiler dengan tekanan 48 bar dari se­
belumriya 20 bar. Dengan tekanan sebesar ini maka 

pabrik bi.sa diotomatisasi dan ada kelebihan energi lis­

trik yang bisa dijual ke PLN. Selain itu bjaya listrik bisa 

ditekan karena dihasilkan sendiri. 
Danariya b.erasal dari Penyertaan Modal Nega­

ra sebesar Rp400 miliar, saat ini kapasitas PG Ojatiro­

to mencapai 7.500 TCD (ton "tebu/hari), tahun 2017 

dttingkatkan menjadi 8.500 TCD dan: 2019 menjadi 

10.000 TCD. Hal ini sangat penting sebab semakin 
kecil kapasitas PG semakin tidak efisien, sedang se­

makin besar semakin efisien. 
PG Djatirot0 di dukung HGU seiuas 12.000 ha 

dengan produktivitas tebu 110 ton/ha . .Dengan kapa­
sitas yang demikian besar luas lahari sebesar. ini tidak 

cukup dan pasokan, terbesar tetap dari. petani. Produk­
tivitas tebu petani mencapai 80 ton/ha clan perlu dit­

ingkatkan menjadi 100 ton/ha. 

Selain itu PTPN XI juga mendapat kucuran 

PNM Rp250 miliar lagi untuk meningkafkan kapf1Sitas 
PG Asembagus yang mampu menghasilkan gula pre­

mium. Kapasitas sekarang yang mencapai 2.400 TCD 
akan dinaikkan jadi 4.5.00 TCD tahun 2017 dan tahun 

2019 menjadi 6.000 TCD. Lahan HGU yang dimiliki 

mencapai 2,000 ha sehingga·pasokan tebu·sebagian 

besar dari lahan petani seluas 4.000 ha. 
Tahun pertama biaya Rp650 diperoleh dari 

PNM dan Rp50 miliar d.ari kas internal. Total dana 
yang dibutuh.kan selama, 5 ·tahun adalah Rp3,2 

triliun. PT,PN XI tiap tahun akan mengajukan PNM, 
sedang kekurangannya akan dicari kredit dari bank 

syariah yang lebih rnenguntungkan ketimbang bank 

konvensional. 

. Selain Asem Bagus dan Djatiroto maka 5 PG 

1 lain mil.ik PTPN XI juga akan diotomatisasi. "Kunci-

1

, . nya ada pada teknologi.. Tanp{l teknologi kita akan 

kalah. Otomatisasi akan rnembuat jur;nlah orang yang 

bekerja di PG berkurang. Di India untuk PG d,engan 
kapasitas 5.000 TCD orang yang· bekerja di PG 

hanya 100·2.00 orang. Sedang di Indonesia d.engan 
kapasitas hanya 1.000 TCD ada 700-800 orang 

yang bekerja," katanya. 

Sesuai dengan program pemerintah juga pem­
prov Jawa Timur bahwa semua program efisiensi 

yang dilakukan PG tidak akan menambah pengang- i 

guran, maka pekerja yang berkurang di PG akan diali­
hkan ke divisi mekanisasi seperti operator alat mesin 
, pertanian dan· pemeliharaan. 

Sekarang di lapangan tebang angkut susah 

karena kesulitan tenaga kerja. Hal ini disiasati dengan 
mekanisasi di kebun-kebun tebu. Orang,orang pabrik 

bisa dipindahkan k.e bagian ini. 
Diakui perbaikan mes.in ini investasinya awal­

nya memang sangat mahal. Tapi operasional ke de­

pan bisa sangat hemat. Dengan mesin-mesin' baru 

ada ekstra bagas yang bisa digunakan untuk mem­

buat etanol dan untuk. bahan bakar. Biaya baha~ ba­
kar yang selama ini mencapai Rp65 miliar bisa ditekan 

jadi Rp5 miliar bahkan bisa nol. 

Bisni·s gula marginnya tipis karena pasarnya 
sanllat oligopoli, ·pemainnaya sedikit, buyer sangat 

mengontrol pasar dan produsen. Karena .itu fokus ti-
. dak hanya pada gula tetapi prodl.lk lain yaitu pakan 

ternak dari pucuk tebu dengan kapasitas 150 ton/bu' 

Ian, pupuk dari limbah tebu yaitu blotong dan bioeta­
nol dengan kualitas fuel grade dengan · kapasitas . 1 50 

kiloliter/hari. 
Menurut Budi Ari Prabowo, Direktur Produksi, 

dii on farm selain mekanisasi maka perbaikan juga 
dilaksanakan pada benih dengan menghasilkan tana­

man unggul. PTPN XI menggandeng Pusat Peneli­
tian Perkebunan Gula Indonesia untuk meningkatkan 
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produktivitas petani yang sekarang rata-rata 63 ton Kementerian Pertanian saat ini memberikan 

tebulha menjadi minimal 80 ton tebu/ha. bantuan traktor roda empat. Diharapkan untuk ham-
Mekanisi di lapangan dilakukan den- i paran 300-400 ha bantuan traktor mencapai 8-10 

gan penataan lahan. Lahan-lahan milik petan'i dikonsol- unit sehingga itu menjadi ideal. 

idasikan dalam satu hamparan minimal 5 ha .. Kendala Produksi gula PTPN XI aka.n ditingkatkan 
utama yang dihadapi adalah petani tidak mau berke- dari 400.000 ton mehjadi 500.000 ton. Kualitasnya 

lompok. Padahal Thailand dan Australia juga mengan- juga ditingkatkan sehingga tidak hanya mengisi pasar 
dalkan tebu dari petani dan mereka berkelompok se- i konsumsi rumah tangga .saja tetapi industri makanan 
hingga sukses. 1 minuman juga. (Sn) 

KALTIM BIDIK PROYEK BESAR KILANG MINYAK BONTANG 

Jakarta, 29 September 2015 (Business News) 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan 

Timur (Kaltim) optimis dengan proyek pembangunan 

kilang minyak dengan kapasitas 300.000 barellhari di 

Bontang, dan akan dibarengi dengan rencana investa­

si baru dari, Saudi Arabia._ Kondisi existing, ada dua 

industri raksasa yakni Petrokimia (Pupuk Kaltim) dan 

LNG Sadak. Jika pengoperasian kilang berjalan sesuai 

rencana, rating Pertamina akan meningkat .menjadi 50 

perusahaan terbesar di dunia. "Tendernya juga skala 

internasional. Kami tidak bisa mengandalkan (dana) 

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). 

Proyek BOntang ini lebih besar tiga kali dibanding (ja­

lan toll Balikpapan - Samarinda," Heflin, Ketua Tim 

Ahli Ekonomi. Pemprov · Kaltim mengatakan kepada 

Business News (2819). 

Proyek Bontang juga sudah masuk tahap pen­

jajakan oleh investor Arab Saudi, yakni Syekh Sayyid 

al-Husaini. Pemprov dan Syekh akan mengajukan pro-

! posal kepada Pemerintah Pusat, yakni _ Kementerian 

Energi dan Sumper Daya Mineral (ESDM) dan PT Per­

tamina. Syekh punya silsilah l<eturunan dengan Mu­

hammad Arsyat Al-Banjari dari Banjarmasin. Sehingga 

ikatan emosional tersebut menjadi katalisator untuk 
' 

kerjasama investasi proyek Bontang. "Kami juga su­

dah dua kali mengadakan pertemuan di Jakarta. Nilai 

proyek masih belum fixed, tetapi estimasi awal seki­

tar USD10 miliar." 

Syekh juga dekat dengan kerajaan Arab Saudi, 

Pada dua kali pertemuan, Syekh sempat mengutara­

kan reni:ana pemasokan bahan baku minyak untuk 

pengilangan di Bontang. _Selain Arab Saudi, Syekh 

·juga menyebut Iran, Kuwait dan Rusia ·yang bisa mem­

bantu pasokan minyak. "Dalam waktu dekat, mereka 

akan datang lag1 ke Jakarta. Awalnya, mereka tertarik 

dengan proyek kawasan industri tetapi akhirnya men­

dengar proyek Bontang. • 

Selain itu, Heflin juga optimis dengan proyek 

coal to liquid (CTL) kerjasama denga.h Korea. Pemprov 

akan memanfaatkan teknologi Korea untuk pengola­

han batubara kalori rendah. Selama ini, batas rendah 

batubara sekitar tiga ribu .. Batubara jenis tersebut su­

dah dibatasi 'untuk ekspor, k.arena tidak menerapkan 

prinsip value addition (nilai tambah). "Sehingga .in­

vestor Korea tertarik untuk ·mengolah batubara kalori 

rendah menjadi minyak dan oli. Mereka bawa uang, 

teknologi, tetapi menyerap tenaga kerja lokal. Akhir 

Nopember, mereka akan datang lagi ke sini (Kaltim)." 

Investor sudah menemui Gubernur beberapa 

kali. CTL membantu pengadaan energi murah. Kapa~ 

sitas produksi CTK ancar-ancar sekitar 600 Megawatt 

(MW). Dari hasil studi kelayakan, CTI. bisa mencapai 

angka 'produksi sampai 600_ MW. Tetapi kebutuhan 

untuk Korea sendiri himya sekitar 400 MW .. Sehingga 

sisanya, 200 MW rencananya akan diajukan kepada 

PLN. "Pada pertemuan _pertama, PLN tidak keberatan 

beli. Tetapi harga belum ditentukan, berapa rupiah 

per watt. Kalau berhasil, investasi tersebut mencapai 

sekitar USD5 miliar." 

sehingga punya pengaruh untuk eksekusi kerj.~sa":'.".:._i_ __ . ----·­
&Jsiness News 8759130-9-2015 
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HAAGA EMAS LM MENGUAT, 
TAPI DI PASAR LN MELABIL 

Jakarta, .29 September 2015 (Business News) 

Pasaran .em as Log am Mulia (LM) di ·Jakarta lumayan sibuk terutama. dalam · dua (2) minggu tera.khir. 'Or­

der beli terus .bermunculan meski harga pasar merayap naik. $ebagian pemilik modal "nganggur" dan penabung · 
dana Rupiah di bank-bank ikut mengalihkan sebagian dananya ke emas LM mumpung harga pasarnya belum 

"meli.ar." Dalam kurun waktu sekitar tiga (3) minggu saja harga pasar emas LM telah mengalami kenaikan ·sekitar 
Rp26.000,00/gram dari Rp519.000,00 (31 Agustus 2015) menjadi Rp545.000,00/gram (28 September 2015). 

Membesarnya animo beli terhadap emas Liiii itu ~emata-mata dipicu oleh makin meloyonya nil~i tukar 

Rupiah terhadap dolar AS yang telah me;osot sekitar Rp690,00/dolar dari Rp14.070,00 (31 Agustus 2015) 
menjadi Rp14.760,00/dofar (28 September 2015). Sementara'harga emas internasional justru melabil.di .kisa­

ran USD1 .135,35 (31 Agustus 2015) lalu anjlok ke kisaran USDL 128.20 (3 September 2015) dan per 24 

September 2015 kembeli ke kisaran USO 1 .135.0.8 per troy ounce (31. 1035 gram) 

Pergerakan Harga Emas loga,m Mµlia 

05 Agustus · 491.000 501.000 

12 " 502.000 512.000 

26 " 522.000 532.000 

31 " 519.000 529.000 
03 September 526.500 535.500 

07 522.QOO 530.000 
10 " 519.000 529.000 

22 532.000 542.000 

25 " 540.000 550.000 

28 "' 545.000 555.000 
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BPP SPAM: KOMITMEN PDAM TERHADAP 
AKSES AMAN AIR MINUM MASIH RENDAH 

Jakarta, 29 September. 2015 (Business News) banyak sarnbungan rumah yang terlayani. ivlenurut 
dia, PDAM harus bisa membuat keputusan investasi 

Pemerintah melalui Badan Pendukung yang terencana untuk mencapai akses aman 100%. 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP Tamin menilai PDAM di berbagai daerah 

SPAM) mengakui komitmen Perusahaan Daerah Air memerlukan inovasi yang sesuai dengan. kondisi lo-

Minum (PDAMl terhadap akses aman dan bersih air kal serta adanya dukungan yang kokoh dari pihak 
minum masih rendah. Untuk itu, BPP SPAM terus pen'lerintah· daerah guna menyelesaikan persoalan air 

mendorong dan mendampingi berbagai PDAM untuk minum. Menurut dia, inOVi'Si lokal diperlukan untuk 

meningkatkan kinerjanya guna mencapai akses aman . menyelesaikan permasalahan air minum, mengingat 
airminum 100% pada 2019. Untuk •mencapai tar- banyaknya tantangan 'yang dihadapi oleh PDAM. 

get tersebut, direncanakan penambahan sambungan • · Dia mengungkapkan beragam tantangan itu teruta­
rumah sebanyak 27 juta unit dengan kebutuhan pen- i ma dalam hal mencapai target peningkatan cakupan 

dana.an mencap·ai Rp253,85 triliun. Khusus PDAM, pelayanan. 
adanya penambahan pelanggan direncanakan sebesar Tamin mengungkapkan, pihaknya dapat men-

7 ,28 juta sambungan. dor~ng kinerja PDAM. menjadi sehat antara la.in melalui 

Kepala BPP SPAM, Tamin M. Zakaria, di Ja- restrukturisasi utang PDAM; ·fasilitasi proses kerjasa-

kartil, Selasa .(29/9), menyebutkan saat ini baru ada ma antarbisnis, fasilitasi suku bunga yang disubsidi 
delapan PDAM yang secara eksplisit mengungkapkan melalui pinjaman perbankan, dan fasilitasi pendanaan 
komitmenya untuk mencapai akse·s aman air minum baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah dae-

di 201. 9 sesuai target RPJMN 2015-2019. Delapan rah. Berdasarkan data BPPSAM, dari 383 PDAM yang 

PDAM telah menandatangani komitmen yakni PDAM dinilai pada 2014, 51 % berkinerja sehat, 29!)'o kurang 

Kata Surabaya, PDAM Kata Malang, PDAM Kata Ban- sehat, dan 20% diketahui dalam kinerja sakit. 
' Sementara itu, Andreas Suhono, Direktur Jen: jarmasin, PDAM. Kata Payakumbuh, .. PDAM Provinsi 

1 

Sumatera Utara, PDAM Kota S11marinda, PAM Jaya, deral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan · 
Perumahan Rakyat, melaporkan pihaknya mendapat­

kan alokasi anggaran senilai Rp17 triliun tahun de­
pan untuk mewujudkan program 100-0-100. Program 

100-0-100 merujuk pada target RPJMN 2015-2019 

untuk mewujudkan 1 00% akses aman. air minum, 0% 

Kawasan Kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. ! 

. dan PDAM Kota Bog or. , 
·Tam in mengatakan . untuk tahap aw al jum-. I 

lah tersebut cukup menggembirakan. Namun, untuk I 
mencapai target. akses universal 10.0% aman air 

minum untuk seluruh Indonesia, dibutuhkan lebih 

banyak PDAM yang berkomitmen serupa. Dill men-
gatakan jumlah PDAM yang berkomitmen untuk I Andreas mengatakan alokasi anggaran terse­

meningkatkan pelayanan hingga mencakup seluruh I but masih indikatif, namun relatif jauh dari. pagu ke­
masyarakat di "wilayahnya kemungkinan. besar ma- I butuhan Ditjen Cipta Karya untuk tahun 2016. yang 

sih akan bertambah. Opti,misme t~rsebut didukung mencapai Rp24 triliun. Dia mengatakan dengan keter-
oleh upaya BPP. SPAM untuk melakukan. pembinaan batasan ariggaran tersebut, pemerintah akan berupa-
dan pendampingan. ya untuk mengoptimalkan sumber daya· yang ada. Di 

Dia mengungkapkan BPP SPAM ten~ah ber~- antaranya, termasuk pelibatan peran serta masyara-

paya untuk meningkatkan cakupan pelayanan terha- . kat dengan mendorong kemitraan pemerintah dan 

dap seluruh PDAM. Pasalnya, belum semua PDAM I· swasta dalam mendukung pembiayaan dan pengelo~ 
terlayani secara efektif oleh BPP SPAM. Pendampin- ! laan pembangunan sistem infrastruktu(. 

gan terhadap seluruh PDAM diharapkan dapat sejalan (ST) 

dengan peningkatan pelayanan PDAM-PDAM terse-

but. Dia berkomitmen untuk mengupayakan sem~kin 
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AKLP: DA YA SAING INDUSTRI KACA MASIH LEMAH 

Jakarta, 29 September 2015 (Business News) 

Asosiasi. Kaea Lem bar an Dan Pengaman 
(AKLP) rnenyatakan, setelah melewati kinerja semes­

ter 1/2015, sektor ini kemungkinan hanya bisa bertum­
buh maksimal 5 % dibandingkan dengan kinerja pad a 

periode yang· sama tahun lalu. Yustinus Gunawan, 
Ketua Ill. AKLP, di Jakarta, Selasa (29/9) mengatakan, 

harapari pertumbuhan kinerja bertumpu pada ekspor, 

seiring dengan lambatnya permintaan do·mestik. 

Menurut Yustinus, dengan melemahnya kin­
erja manufaktlir, otomatis produsen kaca iembaran 

Tiongkok m.e.mbuang produknya dengan harga murah, 
sehingga menutup pasar pesaingnya. Saat ini, kapasi­

tas produksi nasional sebesar 1,5 juta ton, sementara 

hasil produksi tahun ini diperkirakan mencapai 1,37 
juta ton. 

Yustinus mengakui, industri kaca 1.embaran 
dan pengaman belum mengalami perbaikan kinerja 

hingga kuartal 111/2015 akibat rendahnya permintaan 
dan daya saing. Dia mengatakan bahwa meskipun 

belum mendapat laporan dari keselurahah anggota 
asosiasi,o. kinerja kuartal ketiga masih. melanjutkan 

kondisi dua kuartal sebelumnya yang melambat 

sekitar 15%-20%. "Proyek infrastruktur yang digal­
akkan pemerintah .belum memberikan dampak apa· 

pun," kata Yustinus. 
Selain rendahnya permiritaan, .faktor daya sa­

ing juga membuat produsen lokal sulit menjajal pasar 
e!<spor. Dia mengatakan bahwa tingginya harga gas 

bumi membuat produsen lokal kalah saing dengan 
negara pengekspor lain yang rata-rata sudah menu­

industri otomotif membuat bisnis kaca semakin su­

rut. Dia mengatakan akibat .bisnis kaca yang sema.kin 
menurun, beberapa perusahaan kaca mulai melaku­
kan efisiensi dehgan mela.kukan pemutusan hubungan 
kerja (PHK). 

Dijelaskan, rencana pemerintah merevisi 

aturan impor kaca lembaran menuai prates dari pen­

gusaha di industri ini. Pasalnya, aturan tersebut dinilai 
bakal mematikan industri kaca dalam negeri. Apalagi i 
saat ini kondisi pertumpuhan bisnis kaca lembaran ' 

tengah sedang lesu. Yustinus menjelaskan, dalam pa~ 
ket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah . 

September 2015, pemerintah merevisi sejuml!lh per­

aturan, salah saturiya Peraturan Menteri Perindustrian 
(Permenprin) No., 44/M-IND/PER/4/2011 dan Per-

. menprin No. 34/M-IND/PER/4/2007 terkait kebijakan 

sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk 

produk kaca lembaran dan kaca pengaman impor. 

. Dia mengungkapkan, jika aturan ini direvisi, . 
produk kaca impor bakal membanjiri. pasar dalam 

negeri dan ·akan .mernatikan produk lokal. Sebab dari 
sisi harga, banyak pemain lokal yang tidak mampu 

bersaing dengan produk impor. Dik~takan, harga yang 
lebih murah jelas membuat daya saing semakih ren­

dah, alhasil aturan ini akan menghancurkan industri 

kaca dalam negeri karena produk lokal tidak memi­
liki perlindungan dari pemerintah. Dia menyebutkan 

saat ini 10%-15% produk kaca lembaran impor telah 

beredar di pasar lokal, sisanya 85%'90% berasal dari 
produk lokal. Dengan adanya aturan baru ini, porsi 

produk dalam negeri tentu bakal tergerus. 
Yustinus memaparkan, pelambatan pertumbu-

runkan harga gas hingga lebih separuh, bahkan di- I han industri kaca lembaran 'juga dipicu oleh kenaikan 
subsidi oleh · negara. Adapun kebutuhan kaca lem- I biaya produksi seperti kenaikan harga gas dan upah 

baran dan pengaman di Indonesia hampir mencapai buruh. Meski produsen kaca lembaran telah menaik-

900.000 ton dan didomlnasi oleh produsen lokal. Ke-

1

1 
butuhan terse but merupakan 65 % dari keseluruhan. 

jumlah produksi. Sedangkan sisanya diekspor ke Asia ·I 
Tenggara, Jepang, Timur Tengah dan Selandia Baru. 

Yustinus melihat lambannya pertumbuhan 
ekonomi dalam negeri semakin memukul kineria in- I 
dustri tanah air, termasuk industri kaca lembaran dan 
pengaman. Dia mengungkapkan akibat melemahnya 

ekonomi dalam. negeri khususnya efek penurunan 

kan harga jual produknya~ namu.n hal ini belum mam-

pu menutup kenaikan beban produksi. 11/lenurutnya, 
kondisi ekonomi yang melambat membuat permintaan 

di sektor properti juga turun. lmbasnya, permintaan 
kaca lembaran dari sektor ini juga melesu. 

(ST) 
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UU PENJAMINAN UNTUK 
PERKUAT DASAR HUKUM PENJAMINAN 

Jakarta, 29 September 2015 (Business News) 

Rancangan Undang-Undang tentang Penj&mi­

nan (RUU Penjaminan) yang akan dibahas Badan 

Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah sangat di­
p'erlukan untuk memperkuat dasar hukum atas. per­

aturan tentang perjaminan. Undang-Undang Penjami-

i nan akan menjadi rujukan dalam menyelenggarakan 

penjaminan dalam perekonomian nasional berdasar­
kan atas demokrasi ekonomi. 

Hal ini dikatakan Wakil K~tua Ba.leg DPR,. 

Firman Subagyo saat memberikan penjelasan ten­
tang RUU Penjaminan dalam Rapat Kerja, dengan 

Menteri Keuangan, MenterL Koperasi dan UMKM, 
r serta Menteri Hukum d;m HAM di Gedung DPR, 

Jakarta, Sen in (28/9). 

Menurut Firman, dalam struktur perekonomian 
Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah serta ko­
perasi (UMKMK) mempunyai kedudukan, peran, dan 

potensi strategis. Sekitar 99% p.elaku ekonomi Indone­

sia termasuk dalam kategori UMKMK, dengan penyera­

pan tenaga kerja (nencapai 97%. 

Seperti diketahui UMKM menghad~pi kenda~ 
I.a yang bersifat internal maupun· eksternal. Kenda.la 
tersebut antara lain adalah permodalan, manajemen,. 

teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, in­

frastruktur, pungutan yang tidak jelas dan kemitraan. 

Terhadap kesulitan pelaku UMKMK dalam mendapat­
,kan bantuan pendanaan dalam bentuk kredit tanpa 

memberikan agunan, lembaga pembiayaan Bank dan 

Non Bank telah membuat beberapa terobosan untuk 
memberikan kemudahan bagi pelaku UMKMK. Na­
mun usaha tersel>ut dinilai belum ·etektif. 

Dijelaskan Firman, lahirnya UU Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

mengamanatkan peralihan kewenangan pengawasan 
terhadap lembaga penjaminan dari Menteri Keuangan 

kepada OJK. Setelah OJK terbentuk, pengaturan 

mengenai lembaga penjaminan mengacu pada Per­
aturan Otoritas Jasa Keuangan (POJ K). Berdasarkan 

latar belakang tersebut, perlu dibentuk regulasi terkait 
dengan penjaminan untuk memberikan kepastian hu­

kum kepada penjamin, terjamin, dan penerima jami­

nan dalam bentuk undang-undang. (Om) 

PAKET KEBIJAKAN TAHAP 11 AKAN DILUNCURKAN 
AKHIR SEPTEMBER ATAU AWAL OKTOBER 

Jakarta, 29 September '2015 (Business News) 

Menyusul Paket Kebijakan Tahap I yang di­

luncurkan pada 9 September lalu, pemerintah dalam 

Rapat terbatas yang dihadiri para mente'ri bi­

dang ekonomi tersebut membahas dua hal. Pertama, 

upaya membuat Indonesia menjadi semakin kom­

petitif di dalam irivestasi global, karena diakui masih 1 

waktu dekat kembali. akan meluncurkan Paket· De- • · banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi 

regulasi untuk membuat Indonesia .semakin kom­
petitif di dalam investasi global dan membuka ruang 
agar lapangan kerja semakin kompetitif bagi dunia 

usaha. 
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dalam 

penjelasannya kep!lda wartawan .di Kantor Presiden, 

Senin (28/9) mengatakan Presiden memberikan. arahan 

kepada semua menteri yang hadir untuk me'ngurangi, 

barier atau hambatan. Dalam hal ini Presiden memberi­
kan arahan kepada semua menteri yang hadir untuk 
mengurangi, memotong.sekali lagi dan membuat efisien 

bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia. 

Ke dua, berkaitan dengan isu t~naga kerja, 
saat menghadapi kondisi perekonomian yang sedang 

sulit.ini Presiden minta perusahaan mengubah para­

digma, yakni tidak melakukan PHK, tetapi membuka 
memotong sekali lagi! dan meningkatkan efisiensi bagi ru.ang bagi lapangan kerja. ;,Nah ciua hal ini yang 

siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia. .'I sekarang dipikirkan secara sungguh-sungguh oleh 
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para menteri ekonomi. Dan nantinya akan ada peng­

umuman secara resmi oleh pemerintah, dalam hal ini 

Menko Perekoriomian, Menteri Keuangan, ,dan yang 
lain-lain berkaitan dengan apa ya.ng akan dilakukan," 
·papar Pramono. 

Soal kapan pengumuman Paket Deregula­

si yang ke dua itu akan disampaikan oleh .Pre.siden, · 
Anung mengatakan pemerintah sedang mempersiap­

kan paket tersebut, apakah bisa disampaikan di akhir 
September ini atau di awal Oktober. "Kita sedang 

mempersiapkan itu," tandasnya. 
Mengenai jumlah peraturan yan.g .akan 'di­

deregulasi, Pramono mengatakan kemungkinannya 
ban.yak sekali. Namun dari semua ·itu, yang paling 

utama dalam waktu dekat ini yang akan diumumk~n 
hal-hal yan·g secara prinsip mempunyai dampak besar 

bagi dunia usaha. 
Menurut Pramono, . meskipun secara resmi 

Presiden belum dilapori soal kecenderungan pemutu­

san hubungan kerja (PHK) terk.ait perlambatan ekono-

mi, namun Pre.siden setiap hari mendapatkan update ! 

dari media. Dari semua sumber informasi tersebut 

Presiden .. berupaya untuk mengantisipasi agar hal itu 

tidak terjadi. 
''Bahkan kondisi yang seperti ini diharapk_an 

bisa menjadi ruang bagi kita untuk membuka dunia 

usaha atau lapangan kerja baru," ujar Pramono, seraya 
berharap apa yang akan diumumkan oleh pemerintah 
terkait dengan Paket Deregulasi tahap dua, akan bisa 

bermanfaat bagi para dunia. usaha. "Mudah-mudahan 

bisa nendang, gitu lho. ltu bahasanya. Presiden, nen­
dang bagi dunia usaha," jelas Pramono. 

Rapat terbatas sendiri dihadiri oleh Menteri Ling­
kungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Men­

teri ESDM Sudirman Said, Menteri Perhubungan lgna­

sius Jonan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri 

Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri perdagangan 
Thomas Lembong, t'lenteri Agraria dan Tata Ruang/ 

Kepala BPN Ferry M. Baldan, Menkumham Yasonna H. 

laoly, .dan Menteri.Tehaga Kerja Hanif Dakhiri. (Pt) 

TAHUN 2016 PENDAPATAN 
BAGIAN LABA BUMN TURUN 5,7 PERSEN 

Jakarta, 29 September 2015 (Business News) 

Pendapatan bagian ·1aba BUMN pada ta­

hun 201.6 ditargetkan mencapai Rp31.164,0 miliar. 

lebih rendah sebesar Rp5.792,5 miliar atau 5.7% 

dibanding dengan target dalam APBNP tahun. 2015 

daffperkiraan realisasi tahun 2015. Secara l.ebih rinci, 

target pendapatan bagian laba BUMN tahun 2016 be­

rasal dari pendapatan laba BUMN perbankan sebesar 

Rp6.944,5 miliar dan pendapatan laba BUMN non­

perbankan sebesar Rp24.219,5 miliar.- Demiki!ln data 

Nota Keuangan dan RAPBN 201 6 yang diperoleh 

Selasa (29/9). 
l 

Sampai dengan 31 Desember 2014 terdapat 

5 BUMN di sektor perbankan dan 114 BUMN di sek­

tor nonperbankan seperti pertambangan, energi, jasa 

konstruksi, jasa perhubungan, dan telekomunikasi. 

Pendapatan bagian laba BUMN tersebut juga telah 

memperhitungkan pendapatan dividen · saham PT 

Krakatau Steel sebesar Rp956,0 miliar yang meru-

pakan pendapatan. no.ntunai dan bersifat in-out dengan 

. pembiayaan dalam RAPBN tahun 2016 dengan jumlah 

yang sama. 

Dalam tahun 2016, peran BUMN sebagai agen 

pembanguanan lebih ditingkatkan lagi, khususnya 

dalam mendukung pembangunan di bidang kedaulatan 

energi, kedaulatan pangan, pembangunan infrastruk­

tur dan maritim. Untuk itu, Pemerintah menerapkan 

kebijakan payout ratio yang tepat untuk mendukung 

penguatan permodalan BUlVIN .dalam peningkatan 

kapasitas. terutama untuk investasi (capital expendi­

ture). Kebijakan ·tersebut ditempuh melalui : (a) penye" 

suaian target dividen dan BUMN sektor perminyakan, 

· pertambangan, dan perkebunan sesuai dengan kondisi 

ekonomi makro terkini; dan (b) tetap menjaga capital 

adequacy ratio· (CAR) BUMN Perbankan diatas 15%. 

PNBP Lainnya 

Secara garis besar, PNBP (Penerimaan Negara . 

Bukan Pajak) lainnya terbagi dalam beberapa jenis 
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pendapatan, antara lain : ( 1) pendaptan dari pengelo­

laan barang milik negara (BMN) serta pendapatan dari 

penjualan; (2) pendapatan jasa;(3) pendapatan bunga; . 

(4) pendapatan kejaksaan dan peradilan; (5) pendapa­

tan pendidikan; (6) pendapatan gratifikasi dan uang 

sitaan hasil korupsi; (7) pendapatan iuran dan denda; 

dan (8) pendapatan lain-lain. 

PNBP laiMya dalam RAPBN tahun 2016 ditar­

getkan mencapai Rp82.816.4 miliar, menurun sebesar 

fip7.293,2 miliar atau 8,1 % dibanding dengan target 

dalam APBNP tahun 2015 atau 8.4% dibanding dengan 

perkiraan realisasi tahun 2015. Penurunan tersebut· 

lebih · disebabkan cileh turunnya pendapatan penjua­

lan hasil tambang, dan pendapatan premium obligasi 

negar!'. Namun~ upaya pencapaian target RAPBN ta­

hun 2016 tersebut masih terkendala dengan belum 

optimalnya mekanisme penagihan, penyetoran, dan 

.. pengelolaan PN.BP Kementerian/Lembaga (K/L). Un­

tuk itu, optimalisasi PNBP lainnya dalam tahun 2016 

secara umum akan terus diupayakan, melalui : (1) pe• 

nyempurna.an/reviu. PP tentang tarif atas jenis PNBP. 

di masing-masing K/L untuk intensifikasi dan eksten­

sifikasi PNBP; (2·) pelaksanaan monitoring dan evalu­

asi sebagai sarana· pengawasan, pengendalian; dan 
' . 

evaluasi terhadap pelaksanaan .pemungutan PNBP; 

(3) peningkatan pelayanan berbasis teknologi infor­

masi dan melengkapi database wajib bayar PNBP; (41 

penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan 

pemungutan dan pengelolaan PNBP; (5) periingkatan 

sarana prasarana penghasil PNBP dan ·kualitas SDM 

pengelola PNBP; dan (6) pemanfaatan on/ine system 

dalam penyetoran PNBP .melalui sistem informasi PNBP 

on/ine (SIMPONI). 

Sampai saat ini, dari 68 K/L yang mempunyai 

kontribusi dalam PNBP lainnya, terdapat 6 K/L sebagai 

penyumbang PNBP terbesar .. Ke-6 K/L terse but adalah 

Kementeria.n Komunikasi dan lnformatika (Kemenk­

ominfo), Kementerian Riset, Teknologi.dan Pendidikan 

Tinggi (Kemenristekdikti), Kepolisian Negara RI (Polri), 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen­

kunham), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), dan Kemen­

terian Perhubungan (Kemenhub). Peningkatan target 

PNBP yang cukup tinggi . pad a Kemenhub dan Polri 

akan dapat dicapai melalu'i intensifikasi PNBP dengan 

cara meningkatkan penagihan terhadap wajib bayar 

serta melakukan revisi atas ketimtuan jenis dan tarif 

PN.BP yang berlaku. 

· Perkembangan PNBP Lainnya 6 K/L Terbesar, 2015-2016 

(miliar rupiah) 

No. Kementerian Negara/Lembaga APBNP RAPBN (o/o) 

2015 2016 

1 . Kemenerian Komunikasi dan lnformatika 12.381,2 12.876,4 . 4,0 

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia . 4.358,5 9.704,8 122,7 

3. Kementerlan Hukum dan HAM· 4.287,5 4.346,9 1,4 

4. Kementerian Perhubungan 2.857,8 9.098,7 218.4 

5. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2.421,5 3.226,9 33,3 

6. Kemente.rian Agraria dan Tata Ruang/BPN 1.9j36,3 2.164,3 11,8 

Sumber: Berbagai Kementerian Negara/Lembaga. (Om) 
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DAYA BELi TURUN, RAKYAT PERLU KEBIJAKAN KONKRIT 

Jakarta, 29 September 2015 (Business News) 

Anggota DPR, Djoko Udjianto menyampai­
kan keprihatinan atas lesunya perekonomian yang 
berakibat menurunnya ~aya beli masyarakat. la me­
minta pemerintah segera mengambil langkah konkrit 
menggenjot sejumlah program yang bersentuhan iang­
sung dengan masyarakat. Hasil pantauannya di dae­
rah melemahnya pertumbuhan ek.onomi Indonesia dan 
anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 
Serikat hingga titik terendah selama 1 7 tahun ini 
menghantam para pelaku usaha mikro, ket:il dan 
menengah (UMKM). Mencermati sejumJah laporan, 
para pengusaha UliilKM merigeluhkan penurunan daya 
beli masyarakat yang rnembuat produknya tidak laku 
terjual. Hal itu dikatakan di Gedung DPR, Senayan, 
Jakarta, Senin (28/9). 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR 
ini mengapresiasi program-program pemerintah yang 
berhasil mengundang .banyak investasi asing seperti 
pembangunan pembangkit listrik 35.000 . .MW. Namun 
program itu baru dapat dirasakan manfaatnya dalam 
jangka waktu panjang dan menengah. 

Sekarang masyarakat dihadapkan pada basic 
needs yang sifatnya sangat mendesak dan urgen. 
Masyarakat saat ini tidak butuh program muluk-

muluk tapi yang konkrit, yang dapat memenuhi 
kebutuhan pokok mereka . . ltu tidak dapat, ditunda­
tunda dalam hitungan tahun atau bulan, tetapi harus· 
segera direalisasikan paling lambat dalam. hitungan 
hari. 

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa be­
berapa janji program Jokowi/JK adalah menciptakan · 
ketahanan pangan, swasembada pangan, pembangu­
~an yang berbasis dan mengutamakan masyarakat 
pedesaan. Namun, kebijakan pembangunan yang dim­
ulai dari desa tersebut .belum terlaksana dan terlihat 
hasilnya. Kalau Jokowi masih suka blusukan, dia pasti 
akan melihat kehidupan masyarakat di daerah sema­
kin susah, daya beli sangat rendah, lapangan kerja 
tidak ada., 

Pemerintah jangan terlalu sibuk berapologi, 
menyalahkan faktor eksternal sebagai biang kerok 
dari penurunan daya beli; seperti perlambatan ekono­
mi dunia, kondisi perpolitikan nasional yang tidak kon- · 
dusif maupun kebijakan beberapa negara untuk me­
nyelamatkan perekonomian masing-masing. Semua 
orang paham ada banyak faktor dalam penguatan 
dolar saat ini. Namun ketidakmampuan pemerintah 
dalam menahan laju pelemahan rupiah yang terus 
anjlok menunjukkan tidak acianya perencanaan· dan 
manajemeri ekonomi fiskal yang baik (Om) 

PRESIDEN OPTIMISTIS PRODUKSI BERAS AKAN 
MELIMPAH 01 TAHUN-TAHUN MENDATANG 

Jakarta, 29 September 2015 (Business News) 

Presiden Jokowi meminta _para pedagang dan 
kalangan pengusaha penggilingan padi untuk mendu­

kung program pemerintah mewujudkan kemandirian 
pangan. Permintaan itu disampaikan Presiden saat 

m_enjamu makan siang para pengusaha penggilingan 
padi, pengusaha beras dan pedagang beras, se-Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, dan,Bekasi (Jabodetabek) 

di lstana Negara, Seriin (28/9). 
Presiden optimistis produksi padi pada tahun­

tahun mendatang akan melimpah. Keyakinan itu mun­
cul usai menghadiri panen padi di Karawang yang dapat 

menghasilkan 13,4 ton setiap hektarnya. Karena itu, 
Presiden minta Menteri Pertanian Amran Sulaiman agar 

menyebarluaskan bi_bit padi dari Karawang tersebut ke 
, sel.uruh Indonesia, termasuk sawah-sawah baru. 

Menghadapi melimpahnya produksi padi di 

masa mencjatang_ itu Presiden minta petani, peng­
giling, dan penjual untuk bersiap-siap. Jangan hanya 

mereka yang diuntungkan, tetapi masyarakat juga ha­

rus merasa diuntungkan. "Jidak ada satu pihak yang 

tak diuntungkan, dan tidak ada satu pihak yang diru-
gikan," tegasnya. · 

Presiden mengaku dalam mengetahui perkem­
ban_gan harga beras di pasar ia tidak hanya menerima 

laporan dari pa~a menteri maupun Bulog, tetapi ia 

pantau sendiri di pasar. "Kalau sulit kendalikan kita 
jalankan operasi pasar atau· cari cara yang lain," tam­
bah Presid.en. 
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Pada kesempatan yang sama· Presiden me­

nyampaikan keprihatinannya terhadap stok betas 

nasional yang sangat kecil ·dibanding dengan negara 
lain. Sebagai perbandingan, China memiliki stok beras 

sekitar 40 juta ton, dan Filipina, dengan jumlah pen­

duduk go juta orang, memiliki stok beras 2,5 juta ton. 

Karena itu Bu log seharusnya paling tidak memiliki stok 

diatas, 10 juta ton. Untuk itu Presiden meminta agar 
para perta'ni terus berprodµksi."'Di Karawang kemarin 

saya lihat 1 hektar bisa dihitung 13,4 ton. Mungkin 

faktanya bisa 10, 7 per hektare','' ungkap Jokowi. . 

Selain untuk stok, lanjut .Presiden, bera.s sim­
panan juga bisa 'untuk diekspor. Untuk itu' Presiden 

minta para pengusaha bekerja dengan baik. Sebagai 

mantan pengusaha Presiden sudah memahami per­

mainah pedagang dan sudah memahami pula apa 
yang perly dilakukan untuk mengatasi permainan 

para pedagang tersebut. "Saya tidak ingin merugikan, 

bapak dan ibu. ,Kita bekerja bersama .untuk kebaikan 

negara, kebaikan rakyat dan kebaikan kita semua," 

tandas Presiden. Kepada Bulog Presiden ·minta agar 
kedepan tugasnya membeli seluruh produksi dari pet­

ani. "Semuanya! Tidak ada kata gudang Bulog telah 

per\uh. Mulai saat ini Bulog harus memikirkan berapa 
gudang yang harus disiapkan/' tegasnya. 

{Pt) 

· PEMERINTAH KEBUT BANGUN INFRASTRlJKTUR, 
KONSUMSI SEMEN MENINGKAT PE.SAT 

Jakarta, 29 September 2015 (Business News) 

Keseriusan pemerintah untu.k mempercepat · 

proyek pembangunan infrastruktur mendatangkan ke­

berunt!Jngan bagi para pelaku industri semen di dalam 

negeri. Tercatat sejak Agustus 2015 jymlah l<onsumsi 

semen di tanah air naik signifikan. Kenaikan konsumsi 

semen ini merupakan indikator dari bergeraknya pem­

banguhan infrastruktur. 

Ketu·a, Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Wido­

do Santoso, dalam keteran.gannya kepada wartawan 

usai diterima Presiden Jokowi di Kantor Presiden, 

Senin {28/9) mengatakan konsumsi semen pada bu­

Ian Agustus 2015· mencapai 6,28 juta ton atau me­

ningkat 17,0% dibanding Agustus'2014 sebesar 5,37 

juta ton. Untuk September 2015 konsumsi semen 

nasional diperkirakan' naik 6% dibanding September 

2014 sebesar 6,63 juta ton" 

·Dirut PT Semen Gresik, Suparni, menambah­

kan volume penjualan pada Agustus 2015 tercatat 2,3 

juta ton atau meningkat 11,5% dibanding volume pen­

jualan pada Agustus 2014. Sementara pada September. 

2015 ini diperkirakan akan meningkat 4,0% dibanding 

volume penjualan September 2014. Yang menggembi­

rakan, porsi penjualan semen curah produksi PT Se­

men Gresik pada Agustus ini meningkat hampir 30% 

dibanding· tahun lalu. "lni berarti terjadi peningkatan 

proyek-proyek infrastruktur dan properti; karena se­

men curah tersebut sebagian besai dikonsumsi untuk 

proyek-proyek besar," jela5nya. 

Suparmi menambahkan, konsumsi semen 

pada September 2015 juga meningkat cukup signifi­

kan. Pabrik-pabrik seme~, seperti Semen Gresik di 

Padang, Tonasa, dan Gresik saat ini beroperasi dalam 

kon,disi kapasitas pe~uh, karena permintaan pasar do­

m.estik yang sangat kuat. Semen Padang yang me-. 

masok wilayah Sumatera dan Jawa bagian Barat saat 

ini mampu menjual semen rata-rata per hari di 11tas 

22.000 ton semen. Sementara Sem~n Gresik yang 

, memasok wilayah Jawa, · Bali, Kalirnantan, dan ba­

gian timur Indonesia di atas 45.000 ton, dan Semen 

Tonasa yang memasok wilayah Sulawesi, sebagian 

Kalimantan, Maluku, dan Papua di atas ·20.000 ton. 

Dengan demikian produksi semen rata-rata per hari 

telah meningkat rata-rata 12-15% diban<;ling semes' 

ter pertama tahun 2015. 

Baik Ketua ASI maupun Dirut PT Semen 

· Gresik memperkirakan konsumsi semen pada em­

pat bulan mendat<mg akan meningkat kurang lebih 

4-5%, sehingga total konsumsi semen di akhir tahun. · 

meningkat 2 % dibanding tahun lalu. 

{Pt} 
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DIANGGAP GAGAL, 
PEMERINTAH AKAN GALAKKAN KEMBALI PROGRAM KB 

Jakarta, 29 September 2015 (Business News) 

Pemerintah akan merevitalisasidan membang­

kitkan kembali program keluarga berencana (KB) yang 
selama sepuluh tahun terakhir dianggap gaga!, kare­

na tidak bisa menekan laju pertumbuhan penduduk 
yang seharusnya 1, 1 % menjadi sebesar.1,49%, se<ta 

tingginya kematian ibu hamil saat melahir)<an yang 

mencapai 359 orang per ·100 ribu kelahiran hid up. 

"Karena itu harus diadakan gera.kan-gerakan untuk 

kembali menggalakkan apa yang disebut program 

· .kependudukan KB dan pembangunan keluarga," ujar 

Kepala Badan Kependudukan dari Keluarga Berencana 
Nasional ('BKKBN) Surya Chandra Surapaty, menge: 

mukakan hal itu usai diterima Presiden Jokowi di Kan­
tor Presiden, Selasa (29/9). 

Salah satu gerakan yang dilakukan BKKBN 

untuk menggalakkan kembali KB, adalah dengan · me­

wajibkan Program Kependudukan Keluarga Berencana 

dan Pembagunan Keluarga ,!KKBPK) dilaksanakan ber­

·sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota. 
Dalam kaitan itu pemerintah pusat mengembalikan 

· pengelolaan petugas dan penyuluh KB ke pusat. 

Saat ini laju pertumbuhan penduduk sudah 

.mencapai 1,49%, yang sebenarnya harus diturunkan 
paling tidak 1, 1%. Laju pertumbuhan penduduk sebe­

sar 1,49% akan menambah penduduk sebanyak 4,5 

juta orang, atat.i setara dengan jumlah penduduk Singa­

pura. lni artinya, kalau tidak dikenalikan, maka dalarh · 
waktu 10 tahun laju pertumbuhannya akan mencapai 

sepuluh kali penduduk Singapura. Apabila ini tidak 

dikendalikan dikhawatirkan akan menghasilkan manu­

sia yang tidak berkualitas. 

Karena itu, untuk meragendalikan da.n mense­
jahterakan penduduk BKKBN akan mendirikan Kam­

pung-kampung KB di daerah-daerah kumuh,. miskin, 

padat penduduk, dan .di kampung nelayan, seperti 
daerah Pangandaran dan Cirebon. Presiden Jokowi 

direncanakan akan menghadiri peluncuran Kampung­

kampung KB. 

Lebih lanjut Surya mengatakan, pertumbuhan · 

penduduk di Indonesia sudah mengktiawatirkan, dise­

babkan oleh masih kurangnya kualitas manasia indo­
nesia. Sekarang ini jumlah penduduk Indonesia sudah 

mencapai 250an juta .. Menurut Surya, salah satu 

gagalny;i program KB, adalah masih tingginya angka 

kematian ibu hamil melahirkan yang saat ini menca­

pai 359 orang per 100 ribu.kelahiran hidu. "Menurut 
MDG's, angka kematian ibu hamil yang melahirkan 

harus diturunkan dari 228 menjadi 112, tetapi yang 

terjadi malah meningk?t jadi 359 orang per 100 ribu 
kelahiran hidup. Artinya, jatuhnya 66 pesawat bo.eing 

737 yang berisi 150 penumpang, i'sinya ibu melahir­

kan, jatuh selama setahun. Artinya dalam sebuJan ada, 

lima pesawat boeing 737 berisi ibu hamil yang jatuh. 

Senyap kita," papar candra. 

Selain men.ekan angka kematian ·ibu hamil 
melahirka, MDGs juga mengharuskan untuk menu­

runkan angka kematian bayi, tetapi yang terjadi jus­
tru meriingkat. "ltu sebagai bukti gagalnya program 

KB., terutama di desa2. Karena itu Bapak Pres id en 

tadi menekankan sekali. s.udati, kita harus bekerja 

keras llienggaungkan kembali keluarga berencana dan 

kependu.dukan ini," ungkap Surya. 
Penggalakqn KB penting dilakukan, karena In­

donesia menghadapi bonus demografi, dimana struk­

tur umur penduduk usia kerja 15-65 tahun itu melebi­

hi 50%. Yang berarti melebihi jumlah penduduk yang 
tidak kerja. "Kalau mereka yang berusia kerja ini tidak 

berkualitas, tidak punya kompetensi, tidak berkarak­

ter, maka apa yang diramalkan oleh Bung Karna dulu 

bisa terjadi, bahwa kita bisa menjadi bangsa kuli. 

Selain itu, peningkatan kualitas hidup manusia 
' Indonesia harus ditingkatkan, karena Indonesia meng­

hadapj Masyarakat Ekonomi Asean, dimana tidak saja 

barang dan jasa yang bisa masuk, tetapi juga tenaga 

kerja asing yang bisa masuk, sehingga dikhawatir ma­

syarakat Indonesia bisa menjadi kµli di negara sendiri. 

"Maka dati itu BKKBN juga menggalakkan apa yang 
disebut revolusi mental berbasis keluarga, yakni un­

tuk membangun karakter manusia indonesia, k~rakter 
bangsa. 

Target pendirian kampung kb, adalah mem­
. bentuk keluarga sejahtera melalui kampanye-kampanye 

tentang bagaimana membina, bagaimana menjadi 

orangtua hebat d<!lam seribu hari kehidupan. 

Secara teori pada 2020 dan 2030 Indonesia 

memasuki era demografi, sehingga program-program 
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peningkatan kualitas. manusia Indonesia sangat mende­
sak untuk dilakukan. 

Lebih lanjut Surya meogatakan, rasio keluarga 

di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mening­

kat menjadi 2,6, dimana satu keluarga memiliki tiga 

anak. Padahal seharusnya satu keluarga dua anak. 
Karena itu, BKKBN menargetkan sampai 2025 rasio 

penduduk turun menjadi 2, 1. 

Sejalan dengan itu, BKKBN juga akan men­

cimangkan revolusi mental berbasjs keluarga, diman11 
setiap keluarga diharapkan secara optimal melak-. 

sanakan. delapan fungsi keluarga. Revolusi mental ini 
dalam rangka membentuk karakter berbasis keluarga. 

karakter bangsa. 

Surya menambahkan, laju pertumbuhan pen­

duduk tertinggi tercatat di NTT, Maluku, dan Kepulauan 
Riau. Sebaliknya daerah dengan laju pertumbuhan pen­

duduk paling rendah, adalah Yogya dan Jawa Timur. 

Menu rut Surya, tinggi rendahnya la ju. pertumbuhan 

penduduk disebabkan oleh kualitas pendidikan .wanita. 
Biasanya Wanita yang sudah berpendidikan merasa, 

bahwa nilai/harga anak bukan dari. anak ke orangtua, 

tetapi dari orangtua ke anak, dimana orangtua Qarus 

membiayai pendidikan anak,. sehingga ibu harus kerja. 
"Jadi dua anak itu wajar. Karena itu, k&mpanye kita 

dua anak cukup, bahagia sejahtera. bukan membatasi, 
karena kalau dibatasi, maka setiap hamil ke tiga berarti 
harus diaborsi," tambahnya. (pt) 

INDUSTRI MEBEL DAN KERAJINAN 
HARUS REALISTIS HADAPI KENYATAAN PAHIT 

Jakarta, 29 September 2015 (8usim1ss News) Jawa Tengah, .dan baru sisanya dari Jawa Barat. 
Karena itu hengkangnya 1 perusahaan PMA tersebut, 

• Kendati masih optimistik ekspor produk mebel menjadikan juga tekanan bagi ekspor rnebel dan kera-
dan kerajinan Indonesia tahun ini.minimal nilainya sama jinan lndo_nesia nantinya. Kenapa mereka mereloka-

dengan tahun lalu mencapai USD1 ,8 miliar, tetapi in- si pabriknya, karena sudah tidak tahan lagi dengan 
dustri ini harus realistis menghadapi kenyataan pahit, tekanan Upah Minimum Regional Provinsi (UMR) di 

hengkangnya satu perusahaan asing di bidang furni- wilayah Sidoarjo yang !"elonjak sampai 1 50 % dalam 

ture ke negara Vietnam yang dianggap situasinya lebih kurun waktu tiga tahun terakhir, papar ·Sobur yang 

kondusif untuk melangsungkan usahanya. Dalam dis~ mendampingi .Ketua Umum AMKRI Rudi Halim. 
kusi pada launching pameran "Indonesia International Apabila ditinjau dari sudut perburuhan, dengan 

Furniture Expo (IFEX) 2016 dan pameran B to C lnte- jumlah karyawan perusahaan yang cukup besar men-
rior and Decoration Expo (lnterDex 2016) di Jakarta, capai 3 ribu orang, perbedaan upah dan produktivitas 

Selasa (29/9) mengemuka sejumlah kenyataan. antara Indonesia dan Vietnam memang cukup terasa. 

Satu perusahaan PMA asal Taiwan sudah ber- Banyak peraturan di Indonesia yang tidak dideregu-
siap-siap merelokasi perusahaannya di tahun 2016, lasi, sehingga dehgan bench mark Vietnam, perhitun-

dan meninggalkan 3000 karyawannya di Indonesia. gan mereka termasuk cukup rasional. Efisiensi .Viet-
Perusahaan beroerientasi ekspor ke negara tujuan nam dilihat dari pr1>duktivitas tenaga kerja, di. mana 

Amerika Serikat itu, berlokasi di daerah Sidoarjo, dengan jam ·kerja mereka yang mencapai 48 jam per 
Jawa Timur. Menurut Sekjen Asmindo Abdul Sobur, minggu, perusahaan hanya mengeluarkan USD120 

sayangnya perusahaan yang termasuk salah satu per bulan. Sementara di Indonesia derigan jam kerja 
eksportir cukup besar dari Jatim tersebut, memberi mencapai 40 jam per minggunya, perusahaan harus 

kontribusi besar terhadap perolehan devisa di bidang · mengeluarkan upah USD250 per bulan. 
ekspor mebel dan produk kerajinan. Secara keseluruhan kami melihat Vietnam 

"Dari ekspor me.bel dan kerajinan yang men- leb.ih efisien sekitar 35% dibanding dengan lndone- i 

capai USD1 ,87 miliar, ternyata sekitar USD600 juta sia. Apalagi bagi perusahaan asing, peluang mereka 

disumbang oleh Provinsi Jatim: Kem.udian. posisi beri- memanfaatkan. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
kutnya dikontribusi oleh peranan eksportir mebel dari yang mulai berlaku 1. Januari 201 S adalah lebih besar. 

' _· ---··· "" -····---
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Dengan 30 persoalan regulasi baik di sektor indus­
tri, perdagangan, dan juga pertanian seirta kehuta­

nanan, yang menjadi masalah bagi industri seperti 

anggota AMKRI, ma)<a berinvestasi d.i negara lain · 

mungkin menjadi lebih menguntungkan bagi mereka," 

paparnya. 
Sementara itu Dirjen Pengembangan Ekspor 

Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Nus Nuzu­
lia Ishak dalam kesempatan sama menyatakan, apabila 

memanfaatkan ekspor dengan optimal, industri berba­
han baku dari dalarn negeri seperti niebel dan kerajinan, 

· akan memperoleh benefit cukup be~ar, dengan adanya 

selisih nilai kurs dalam mata uang d~llar Amerika Seri.­
kat terhadap rupi.ah. Sayangnya, masih ada sejumlah 

anggota bahkan pengurus AMKRI yang menggunakan 
bahan baku impor seperti dari Medium Den~ity Fiber 

(MDF), .dan juga produknya lebih banyak ditujukan ke 

pasar dalam negeri. 
Prociuk mebel dan kerajinan Indonesia se­

b<lnarnya sangat disukai oleh para pembeli dari Ameri­

ka Serikat, Jepang, lnggris, Belanda, Jerman, Peran­

cis, Australia, Belgia, Korea! Selatan, dan Taiwan. 
Mereka menyukai produk mebel dan kerajinan Indo­

nesia karena ciri khasnya sangat menonjol dengan 
perpaduan bahan baku ramah lingkungan, memil.iki 

keanekaragami1n budaya, ketrampilan yang mumpu­
ni, serta inovasi desain yang relative maju, tambah 

Nus. ltu. sebabnya menurut Rudi, pameran tahun de­

pan ini diharapkan dapat menjangkau 10 ribu pembe­
li asing, 8.500 pengunjung, dan transaksi penjualan 

tahun depan di atas perolehan pameran serupa tahun 
ini yang mencapai USD400 juta. (Mi) 

PEMERINTAH SEGERA BERLAKUKAN SNI 
.BATIK SEBAGAI WARISA.N BUDAYA TAKBENDA 

Jakarta, .29 September 2015 (Business News) 

Guna melindungi batik Indonesia dari masuknya 
batik dari negara lain, pemerintah ·akan segera menge­

luarkan ketentuan Standard Nasional Indonesia ($NI) 

bagi batik sebagai warisan budaya takbenda. Seperti 

dikemukakan Dirjen lndustri Kecil dan Menengah (IKM) 

Kemenperin Euis Saedah usai p.embukaan Pameran 

Batik Warisan Budaya VIII di Jaka~a, Selasa (29/9), 
sebagai instrumen untuk melindungi batik Indonesia, 

ma~a setelah memberlakukan .Batikmark, pemerihtah 
juga akan mengeluarkan SNI batik, yang akan diber­
lakukan secara sukarela di.Indonesia. 

"Untuk melindungi kain batik yang akan dijadi­

kan sebagai sampel (contoh), pemerintah masih meni­

pertimbangkan fnetode apa yang digunakan, supaya 

ka.in tidak cacat karena akan diambil sebagai poton­

gan untuk sampel penggunaan ·batik mark. Makanya 
untuk menjaga kelestarian produk, apalagi terhadap 

produk yang kainnya sudah lawas dan coraknya tra­

d.isional, pemerintah masih memikirkan bagaimana 

metode pengambilan sampelnya, papar Euis usai 
mendampingi Menteri Perindustrian Saleh Husin, 
membuka pameran yang akan berlangsung sampai 2 

Oktober 2015 di .Piasa lndustri .. 

Batik Indonesia harus disel'amatkan, selain itu 
pemeri·ntah juga telat) meniberlakukan ketentuan ba­

tik menggunakan Batikmark, sehingga menjadi penan­

da .• bagi batik tersebut. Penggunaan batik mark selain 

memberi. jaminan mutu batik Indonesia, juga mening- ''· 
katkan kepercayaan konsuinen dalam dan luar negeri, 

se.rta memberi p.erlindungan hukum dari berbagai per­
saingan tidak sehat di bidang Hak Kekayaan lntelek­

tual (HKI) dan perdagangan dalam negeri ataupun 
' . . 

internasion<'ll. Menurut Euis, Batikmark dapat dibuat 

sendiri ole~ perusahaan yang telah memperoleh serti­
fikat penggunaan Batikmark, atau apabila tidak dapat 
membu.at ·Batikmark sendiri, dapat meminta bantuan 
kepada Balai Besar Kerajinan dan Batik .Yogyakarta. 

Menurut Euis, upaya kontinu dan keseriusan 

Indonesia dalam mengaplikasi batik mark, adalah agar 

ide ini otentik dilakukan Indonesia, karena ada kekha­

watiran negara lain banyak yang berminat terhadap 

ide ini .. Saat ini jumlah IKM .. batik diperkirakan menca­
pai 50 ribu unit. Dengan pertumbuhan yang menca­

pai 8 persen per tahun diperkirakan secara unit tahun 
ini mereka bertumbuh menjadi 60 ribu unit dan pe­

nyerapari tenaga kerja 200 ribu orang. Tujuan utama 
penerbitan sertifikasi Batikmark adalah memastikan 

perspektif dunia tekstil bermotif dan berproses ba-

Busine5S News 8759130,9·2015 
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tik adalati kekayaan tradisional lndonesi11 ·dan men­
jaga kualitas tekst.il bermotif batik dan pros.es batik 

tersebut kepada konsuniE!n .batik. Sertifikasi ini juga 
bertujuan menghadapi kompetisi produk idehtik atau 

r'nirip yang dijual di pasaran dan untuk merighadapi 

ancaman pembajakan batik asal Indonesia oleh produ­
sen' tekstil luar negeri. Sampai saat ini menurut Euis, 

jumlah pengusaha yang mendaftarkan Batikmark 

baru mencapai sekitar 200 perusahaan. Mereka ma-· 

sih menunggu, karena kebanyakan orang tidak mem­

permasalahkan apakah batik mereka sudah menggu­

nakan Batikmark atau belum. Mereka lebih percaya 
k_epada penggunaan brandlmerek yang mereka lebih 
kenal atau percayai (yakini), ketimbang penggunaan 

Batikmark. 

kin kuat. Bahkan United Nation Education Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan ba­
tik sebagai warisan budaya (World Herritage) .tak ben­

da pada 2 Oktober 2009. 
Banyak tokoh yang telah memakai batik In­

donesia dalam acara pemerintahan seperti halnya to­

koh dunia sep<;>rti Nelson Mandela, Bill Clinton dan 

Presiden Amerika Serikat Barack Obama. ""Kita dapat 
menjaga bati.k tetap lestari dengan ,menggunakan 

dan membeli batik sehingga pelaku IKM batik mau­

pun pekerja seni batik kontemporer dan tradisional 
setia dengan profesinya,"" ujar Menperin. 

Jika ditelusuri secara lebih dekat, batik yang 
menjadi World Heritage bukan terletak pada kain 
batiknya, melainkan melalui teknik dan prosesnya. 

' ' Batik Indonesia memiliki beragam motif dengan esensi Sementara itu Menteri Perindustrian Saleh 

Husin mengemukakan, pemakaian batik dari banyak 
daerah juga dapat menjadi promosi secara viral, dan 

kebanggaan personal seseorang pernah mengunjungi 

suatu daerah ter'npat asal motif batik. Batik sendiri 

telah menjadi identitas budaya Indonesia yang sema-

filosofi, desain yang menarik, dan nilai seni yang 
sangat tinggi serta metode pengerjaan batik baik 

dengari dicetak ataupun dikerjakan dengan tangan/ 

canting (batik tulis) yang keduanya telah menjadi ciri . 
khas batik Indonesia yar:ig diakui dunia. (Mi) 

PEMERINTAH TEGASKAN TIDAK TURUT CAMPUR 
PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG 

Jakarta, 29 September 2015 (Business News) 

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Na­
sional, Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah meng­
amanatkan proyek pembangunan kereta cepat Ja­
karta' - Bandung yang ada pad a Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dilanjutkan dengan 
skema business to business alias bisnis murni tanpa 
ada peran pemerintah. 

Ketiadaan peran tersebut, selain karena eksis­
tensi kereta api Jakarta-Bandung, juga disebabkan 

! tiga faktor utama. Pertama, sudah tersedianya akses 
jalan yang cukup bag us dan variatif. Saat ini perjalanan 
menuju Bandung b.isa ditempuh dengan jalur akses 
tol Cipularang dan Sentul. Selain itu juga jalur n,on-tol 
via Puncak, serta pembangunan tol Cikampek II. Ke 
dua, rencana pembangunan proyek kereta. cepat tak 
pernah muncul .dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 .. Ke tiga, 
dana negara diprioritaskan untuk pembangunan dae­
rah, sebab sesuai dengan Nawa Cita butir ke ti!Ja. 

· pemerintahan Presiden Jokowi dengan jelas menetap­
kan agenda prioritas membangun Indonesia dari ping-

girari dengan mer'nperkuat daerah-daerah dan desa 
dalam kerangka negara kesatuan. ""Pemerintah tidak 
(melaksanakan proyek), tetapi kalau swasta silakan,"" 
tandasnya. 

Seperti diketahui, Indonesia dan China kem­
bali menindaklanjuti rencana pembangunan kereta 
cepat Jakarta " Bandung. Kerjasama ini termasuk 
pengembangan produksi bersama 'gerbong kereta apj 
berorientasi ekspor. Hal itu terungkap dari keterangan 
Menteri BUMN, Rini Sumarno, usai dari China, yang 
mengatakan menindaklanjuti kembali dan membahas 
tierbagai hal terkait kereta api cepat, sehingga proyek 
tersebut dapat' diselesaika!1 segera kesepakatannya, 
dan kereta api cepat tersebut dapat segera di.bangun. 

Menurut Rini, China menyanggupi persyaratan 
yang ditetapkan lndonesra dalam pembangunan kereta 
api cepat, bahwa pembangunannya dilakukan murni se­
cara bisnis (b to b) tanpa jaminan atau pend<1mpingan 
pemerintah, serta tidak menggunakan APBN. ""Mereka 
bahkan setuju untuk ikut membangun stasiun-nya, 
disertai alih teknologi, sehingga karena ini dilakukan 
secara 'b to b', maka harus ada 14euntungan yang kita 
dapat, termasuk alih teknologi." ujar Rini. {Pt) 

································-··------"'" ----~-
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PASAR UANG 8: MODAL 

BANK INDONESIA 

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA 

Jakarta, 29 September 201 5 (Business News) 

Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 29 September dan 28 September 2015 ditetapkan Bank Indonesia 

sebagai· beriku~: 

AUD (Australia) • 1,- 10.196,25 1Q.252,18 10.308, 11 10.271,20 10.326,91 10.382,61 

BND (Brunei) 1,- 10.228,95 10.281,69 10.334,43 10.248,09 10.302,52 10.356,94 

CAD (Canada) 1,- 10.930, 11 10.988, 19 1 i .046,27 10.969, 17 11.024,76 11.080,35 

CHF (Switzerland) 1,- 15.057,54 15.138,27 15.219,00 14.930,57 15.008, 19 15.085,80 

CNY (China Yuan) 1,-. 2.301,92 2.313,54 2.325,16 2.294,56 2.306,02 2.317,47 

DKK (Denmark) l,- 2.209,72 2.221,05 2.232,38 2.193,90 2.205,02 2.216, 14 

GBP (United Kingdom) 1,- 22.214,00 22.329,88 22.445,75 22.222,57 22.334,25 22.445,93 

HKD (Hong Kong) 1,, 1.890,67 1.900,34 1.910,01 1.886,79 1.896,25 1.905,70 

JPY (Japan) 100,- 12.235, 12 12.299,49 12.363,85 12.150,39 12.213,60 12.276,81 

KRW (Korean) 1,- 12,24 12,31 12,38 12,24 12,32 12,39 

KWD (Kuwaiti Dinar) 1,- 48.426,97 48.703,89 48.980,81 48.308,56. 48.582,00 48.855,44 

MYR (Malaysia) 1 ,- 3.279,03 3.297,45 3.3\5,86 3.324,92 3.343,81 3.362,70 

NOK (Norway) 1,- 1.716,63 1.726,66 1.736,69 1.713,94 1.723,72 1.733,49 

NZD (New Zealand). 1,- 9.243,74 9.291,90 9.340,06 9.339,71 9.390,03 9.440,34 

PGK (Papua New Guinea) , 1,- 4.997,01 5.133,26 5.269,51 4.986,44 5.122, 10 5.257,76 

PHP (The Philippines) 1,- 312, 15 313,78 3.15,41 312,26 313,89 315,51 

.SAR (Saudi Arabian Riyal) 1,- 3.907,21 3.927,21 3.947,20 3.898,95 3.918,68 3.938,40 

SEK (Sweden) 1,- 1.733,93 1.743,00 1.752,07 1.738,66 1.747,66 1.756,65 

SGD (Singapore) 1,- 10.228,95 10.281,69 10.334,43 10.248,09 10.302,52 10.356,94 

THB (Thailand) 1 ,- 401,81 403,95 406,09 403,50 405,63 407,76 

USD (United States) 1,- 14.654,00 14.728,00 14.802,00 14.623,00 14.696,00 14.769,00 

EUR (Europe) 1,- 16.485,75 16.571,96 16.658,17. 16.366,06 16.450,72 16.535,37 

Kurs Ter;ig8h, berdasa(kan peng.olahan Business·News. (-) 

--·---------"' -----·· 
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HARGA BAHAN POKOK 

Jakarta, 29 September 2015 {Business News} 

1 Beras IR. I (IR 64) Kilogram 10,855.00 10,865.00 10,865.00 10,_865.00 - 10,865.00 10,865.00 10,860.00 
2 Beras IR. 11(IR64) Kilogram 10,067.00 10,067.00 10,067.00 10,067.00 10,067.00 10,067.00 10,022.00 
3 Beras IR.111(IR64) Kilogram 11,710.00 11,720.00 11,720.00 11,720.00 11,720.00 11,720.00 11,720.00 
4 Beras.-Muncul .I Kilogram 12,610.00 12,670.00 12,670.00 12,650.00 . 12,650.00 12,650.00 12,600.00 
5 Beras IR 42 . Kilogram 12,340.00 12,350.00 12,250.00 12,340.00 12,340.00 12,340.00 12,270.00 
6 Beras SETRA - I KilOgram 11,055.00 11,091.00 11,091.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,909.00 
7 MinyakGoreng (kuning/curah) Kilogram 35,273.00 35,000.00 34,091.00 34,545.00 34,545.00 34,545.00 33,000.00 
8 Cabe merah kerlting Kilogram 34,909.00 35,545.00 34,273.00 34,636.00 34,818.00 34,818.00 33;273.00 
9 Cabe merah (TW) Kilogram 50,727.00 48,455.00 47,545.00 47,909.00 47,909.00 47,909.00 42,727.00 
10 Cabe rawit Merah Kilogram 30,091.00 27,909.00 27,455.00 28,818.00 28,364.00 28,364.00 26,545.00 
11 Cabe rawit Hijau Kilogram 21,545.0Q 21,727.00 21,727.00 21,091.00 21,364.00 21,364.00 20,818.00 

"' 12 ·Bawang Merah Kilogram 24,455.00 24,727.00 24,909.00 24,682.00 24,591.00 24,682.00 24,364.00 
~ 13 Bawang Putih Kilogram 122,273.00 125,000.00 125,000.00 122,727.00 122,727.00 122,273.00 120,455.00 s· 
~ 14 Daging sapi Has (Paha Belakang) Kilogram 111,364.00 114,091.00 114,545.00 112,727.00 112,727.00 112,727.00 109,545.00 

" 15 Daging sapi Murnl {Semur} Kilogram 29,900.00 30,400.00 30,100.00 30,400.00 30,400.00 30,400.00 30,800.00 • 
~ 16 Ayam Broiler (Ras) Ekor 20,545.00 20,545.00 20,545.00 20,273.00 • 20,273.00 20,273.00 20,091.00 ., 
;;J 17 Telur -ayam Ras Kilogram 20,545.00 20,545.00 20,545.00 20,273.00 20,273.00 20,273.00 20,091.00 
:;; 18. oagi'ng Kambing Kilogram 106,250.00 107,500.00 108,750.00 108,750.00 . 108, 750.00 108,750.00 106,875.00 
'? 19 Da8ing babi berlemak Kilogram 65,100.00 65,100,00 65,100.00 65;100.00 65,100.00 65,100.00 65,000.00 "' " ' 20 Bandeng (sedang) Kilogram 36,364.00 36,364.00 35,909.00 35,000.00 35,909.00 35,909.00 35,455.00 " _, 

21 Mas Kilogram 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000~00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 "' 
22 Lele - Kilogram 24,500.00 24,400.00 24,400.00 24,333.00 24,400.00 24,400.00 24,200.00 -
23 Gula Pasir - KilOgram 12,682.00 12,727.00 12,727.00 12,682.00 12,682.00 12,682.00 12,591.00 
24 Tepung Ter_igu Kilogram 8,909.00 .· 8,727.00 8,727.00 8,636.00 8,636.00 8,636.00 8,636.00 
25 · Gi:lram Dapur 200Gram 4,680.00 

-
4,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 

26 Gas Elpiji (3Kg) 3 Kilogram 20,125.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
27 Susu Bubuk Bendera (400 gr) Ka rd us 41,643.00 41,571.00 41,571.00 . 41,571.00 41,571.00 41,571.00 . 41,571.00 
28 Susu Bubuk Dancow (400 gr) Ka rd us 48,138.00 48,138.00 48,138.00 48,138.00 48,138.00 48,138.00 47,888.00 
29 Susu Kental Bendera (200 gr) Kaleng 12,088.00 11,~38.00 11,938.00 11,938.00 11,938.00 11,938.00 11,875.00 
30 Susu Kental Ena~_l?OO gr) Kiileng 10,650.00 10,733.00 10,733.00 10,733.00 10,817.00 10,817.00 10,650.00 
31 Margarine Blueband Cup (250 Gr) Kaleng 9,755.00 9,745.00 9,745.00 9,745.00 9,745.00 ·9,745.00 9,655.00 
32 Margarine Blueband Cup (200 gr) 200 G'am 6,700.00 6,655.00 - 6,655.00 6,655.00 6,655.00 6,655.00 6,655.00 
33 Kentang (sedang) Kilogram 11,273.00 11,455.00 11,455.00 11,455.00 11,455.00 11;455.00 11,455.00 
34 Tomat buah Kilog~m 8,909.00 9,000.00 9,182.00 9,182.00 9,273.00 9,182.00. 10,364.00 
35 Kelapa .kupas Butir 6,350.00 6,550.00 6,350.00 . 6,350.00 6,350.00 6,350.00 . 6,350.00 
36 Semangka ·Kilogram 7,800.00 7,750.00 . 7,75Q.OO 7,750.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 
37 Jeruk Medan Kilogram 23,556.00 23,556.00 23,556.00 23,556.00 23,556.00 23,333.00 23,444.00 
Sumber: PD Pasar Joya ( BN) 



CATATAN HARGA-HARGA 

HARGA TANGKI DAN BAK AIR BAHAN POLYETHYLENE 

Jakarta,· 29 September 2015 (Business News) 

Harga be.rbagai ukuran tanki air dan bak air dari bahan polyet.hylene tefcatat hari ini kurang lebih se_bagai 
berikut : 

TYPE VOLUME !ltr) UK T - t - D (Cm) HARGA 

TANGKI SLENDER 
AL- 250 250 87 - 87 - 68 Rp650.000 
AL - 300 300 104-83-68 750.000 
AL - 550 550 117 - 94 - 83 1.095.000 
AL - 600 550. 130 - 110 - 78 1.095.000 
AL - 700 700 142 - 117 - 83 . 2; 115.000 
AL - 800 800 ' 167 - 143 ~ 83 1.455.000 
AL - 1100 VB 1.050. 139 - 101 - 107 1.750.000 
AL - 1200 VB 1.050 145 - 121 - 108 1.750.000 
AL-1100 1.150 146-110-111 1.800.000 
AL - 1100 TG 1.150 227 - 203 - 83 1.800.000 
AL - 1600 1.600 129 - 100 - 142 2.400.000 
AL - 2000 2.000 163 - 138 - 136 3.150.000 
AL - 2250 2.250 174.-144-143 3.450.000 
AL - 3100 3.000 179 - 146 - 163 4.450 .. 000 
AL - 3250 3.250 198 - 163 - 163 4.850.000 
AL- 5200 5.500- 225-191~185 7.150.000 
AL- 11000 11.000 303 - 263 ~ 227 15.000.000 
AL - 22500 22.500 410 - 358 - 277 31 ;250.000 

BAK AIR BULAT SUSUN 
AL - 200 B 200 75 - 72 - 53 630.000 
AL - 300 B 300 83 - 79 - 63 735.000 
AL - 500B 500 91 -120.-100 1.150.000 
AL - 1000 B 1.000 114 - 120 - 124 1.725.000 

TANGKI SLENDER DAPA T DISUSUN 
AL - 1000 SN 1.000 146-119-115 1.650.000 

. AL - 2000 SN 2.000 165-1-32-134 3.300.000 
AL - 2000 SN 2.000 154 - 110 - 150 3.300.000 
AL - 3000 SN 3.000 166 :_ 124 - 168 4.500.000 
AL - 5000 SN 5.000 215 - 165 - 225 7.250.000 . 

BAK BULAT RATA T D 
AL 700 BR 700 117 83 1.055.000 

AL - 1000 BR 1.000 120 111 1.700.000 

AL - 1500 BR 1.500 100 142 2.475.000 

AL - 2000 BR 2.000 132 134 3.275.000 

AL 3100 BR 3.100 163 163 4.475.000 
AL - 5100 BR 5.100 191 188 7.175.000 

AL - 10000 BR 10.000 263 277 15.000.000 

~K AIR PERSEGI PANJANG 
AL - 250 BP 250 115 52 1.250.000 

AL 500BP 500 135 67 2.000.000 
AL - 1000 BP . 1.000 139 78 3.275.000 

( O I 
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CATATAN HARGA-HARGA 

HARGA MOBIL BEKAS PAKAI 

Jakarta, 29 Septell)ber 2015 (Bus/11Bs_s News) 

Pasaran mobil bekas pakai ter1ihat agak sepi. Penawaran harga para pedagang umumnya tidak seragam bergantiJng kondisi mobil. 
Harga,. tercatat kurang lebih seba.gai berikut : 

TOYOTA 

Soluna Gli th 2000 ......... . 

Corolla Altis th 2004 ' ...... . 

Vios 1.5 G MIT th 2004 .... . 

Vios 1.5 G MIT th 2005 ..... . 

All New Vios AIT th 2008. . .. 

Yaris 1.5 S AIT th 2006 .....•. 

Yaris 1.5 E AIT th 2007 . , ... ·· 

Yaris 1.5 EM/Tth 2008 ..... . 

Yaris 1.5 J MIT th 2009 ...... . 

Avansa S AIT th 2009 ....... . 

Avansa S M/T th 2009 ...... . 

Avansa S M/T th 2010 ..... · .. 

Avansa S AIT th 2004 

Avansa S A/T th 2007 .... •'•. 
lnnova G MT th 2006 ........ . 

lnnova G MIT th 2005 ...... . 

lnnova v MIT th 2006 ...... . 

lnnova V A/T th2010 ........ . 

R u a h 1.5 S AIT th 2008 .... . 

. Rush 1.5 S AIT th 2010 ..•. -.. . 

R u s h 1.5 G AIT th 2010 .... . 

DAIHATSU 

Gran Max 1.3 D th 2008 ..... . 

Gran Max 1.5 D th 2008 ...... . 

~uxio 1.5 M th 2009 ......... . 

Luxio 1.5 M MIT th 2010 .... . 

Luxio X M/T th. 2009 ....... . 

Sirion D AIT th. 2008 ....... . 

Sirion D AIT th' 2009 ........ . 

Sirian M AIT th 2007 ....... . 

Taruna CL 1.5 MIT th 2002 ... . 

Taruna CSX th 2000 ........ . 

Taruna CX MITn th 2000 .... . 

Terios TS Extra MIT th 2008 .. . 

T erios TS Extra th 2009 ..... . 

Trerios TS Extra th 201"0 ..... . 

(Dalam Ribuan Rupiah)' 

Rp51.500 

124.500 

102.500 

110.000 

142.500 

125.000 

130.000 

140.000 

135.000 

132.500 

147.500 

155.000 

120.000 

132.000 

177.500 

157.500 

212.500 

237.500 

167.500 .1·. 
187.500 

177.500 

71.500 

80.000 

102.500 

115.000 

' 110.000 ' 
I 105.000 

112.500 I 
102.500 I 

70.000 

65.QOO 

70.000. 

125.000 

130.000 

140.000 

( 0) 

Terios TX AIT tn2007 ...... . 

T erios TX AIT th 2010 ....... . 

Terois TX MIT th 2008 ...... . 

Xenia Xi Deluxe th 2009 ..... . 

Xenia Li Sporty th 2009 : ... . 

·xenia Li MIT th 2001 ....... . 

BMW 

302i AIT th 2008 ........... .. 

318i AIT th 2004 ........... . 

320i AT th 2010 ...... , ..... . 

3201 A/T th 2007 

HONDA 

City Dsi MIT th 2006 ..... . 

. City Vitae th 2006 . . . . . . . . . 

City Vitec th 2005 ......... . 

Civic 1.8 AIT th 2007 ...... . 

,lilzz i-Dsi MIT th'2004 ...... . 

Jaqzz S MIT th. 2008 . . . . . . . 

CRV 2.4 AIT th 2008 ...... . 

Stream AIT th 2006 ...... . 

NISSAN 

X Trial ST 2.5 A/T th 2004 .. 

X Trial MIT th 2009 ...... . 

Terano SLX MIT 1996 .... . 

Terano MIT th 2003 ...... : . 

Serena CT AIT 'th 2009- ... . 

Serena HWS AIT th 2004 .. . 

SUZUKI 

Karimun GX th 2005 ..... . 

Karimun MIT th 2001 .... . 

APV GGE MIT th 2008 ... . 

APV GX M/T th 2006 . . .. . 

Swft ST M/T th2008 ...... . 

Baleno M/T th 2008 ....... . 
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135.000 

160.000 

150.000 

105.000 

110.000 

100.000 

315.000 

1.50.000 

410.000 

240.000 

130.000 

145.000 

135.000 

205.000 

·105.000 

150.000 

255.000 

150.000. 

144.500 

250.000 

77.500 

125.000 

295,000 

135.000 

77.000 

49.500 

92.000 

99.750 

144.750 

124.750 



PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH 

PEMBUKAAN. PEMASUKAN UNGGAS DAN/ATAU PRODUK 
UNGGAS DARI NEGARA AUSTRALIA KE DALAM· 

WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
(Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor 24/Permentan/PK.320/4/2015, 

tanggal 27 April 2015) 

DENGAN RAHMAT ,TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 
a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian No­

mor 72/Permentan/OT.140/12/2012, telah 
dit<;itap.kan Penghentian Pemasukan Unggas dan/ 
atau Produk Unggas dari Negara Australia ke 
Oalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan deklarasi Organisasi Badan 
Kesehatan Hewan Dunia (Office International 
des Epizooties/OIE) menyatakan bahwa Negara 
Australia sebagai negara berstatus bebas Highly 
Pathogenic Avian Influenza (HPAI); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-' 
na dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu. 
menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang 
Pembukaan Pem.asukan Unggas dan/atau Produk 
Unggas dari Negara Australia ke Dalam Wilayah 
Negara'Republik Indonesia; 

Mengingat: 
1 . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 ten~ang 

Wabah Penyakit Menular {Lembaran Negara Ta­
hun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Nega­
ra Nomor 3273.); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lemba­
ran Negara Tahun 1992 Nomor. 56, Tambahan . 
Lembaran Negara Norn or 3482); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing the World 
Trade Organization Wersetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunial {Lembaran Nega­
ra Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembara11, 
Negara Nomor 3564); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lem­
baran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Ta-

hun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Un­
dang Nomor 1'8 Tahun 2009 tentang Peternakan 
dan Kesehatan Hewari (Lembaran Negara Tahon 
2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negar,a 
Nomor 5619); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 ten­
tang K~rantil")a Hewan {Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4002); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 
tentang Kese.hatan Masyarakat Veteriner dan 
Kesejahteraan Hewan {Lembaran Negara Tahun 
2012 Nomor 214, Tambahan .Lembaran Negara 
Nomor 5356); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014ten­
tang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit 
Hewan {Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543); 

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ten; 
tang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
'Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Ne,gara; 

9. Keputusan Presiden Nomor 121 /P Tahun 2014 
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengan,g­
katan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014' 
2019; 

10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 ten­
tang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja 
{Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339); 

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian N!>gara {Lembaran Nega­
ra Tahun 2015 Nomor 8); 

12. Peratllran Menteri · Pertanian Nomor 61 /Permen­
tan/OT.140/10/2010. tentang Organisasi dari 

·Tata Kerja. Kementerian Pertanian; 
1,3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permen­

tan/Ol. 140/9/2011 tentang Rekomendasi Per­
setujuan Pemasukah dan Pengeluaran Ternak 
ke. Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik , 
Indonesia (Berita Negara :rahun 2011 Nomor 
571); 
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH 

14. Peraturan Menteri Per:tanian Nornor 9~/Permen­
tan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasu­
kan dan Pengeh.iaran Media Pembawa. Penya kit 
Hewan · Karantina dan Organisme Pengganggu 
Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Per­
aturan 'Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ 
OT.140/3/2014 tentang Perubahan ·Atas Per­
aturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ 
OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan 
dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit He­

. wan Karantina dan Organisme Penggariggu Tum-

I 
PRODUK UNGGAS, DARI NEGARA AUSTRALIA KE 
DALAM WILAYAHNEGARA REPUBLIK INDONESIA. 

! : Pasal 1 
i Membuka kembali pemasukan unggas dan/ 
I· at~u produk_unggas dari Negara. Australia ke dalam 
i w1layah Negara Repubhk 1.ndones1a.'. 

buhan Karantina (Berita Negara T ahun 2014 No­
rn or 428); 

15: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Perrnen­
tan/PD:410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, 
Daging, dan/atau Olahannya ke Dalam· Wilayah 
Negara Republik Indonesia (Serita Negara Tahun 
2014 No111or 1967) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/ 
Permentari/PD.410/1 / 2015. tentang Perubahan 
Atas Peraturan · MentElri Pertanian Nomor ,139/ 
Permentan/PD .410/1.2/2014 tentang Pemasukan 
Karkas, Daging, dan/atau Olaharinya · ke Dalam 
Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Nega­
ra Tahun 2015. Nomor 105); 

Memperhatikan : 
1. Deklarasi Resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia, 

(Office International des Epizooties/OIE) dalam , 
report reference Nomor 13203. tanggal 27 Ma- ! 
ret 2013 dan Nomor 14811 tanggal 21 Februari 
2014; ' 

2.' Nota Dinas Nomor 11003/TU.020/F5/07/2014 
tanggal 11 Juli 2014, Hal Rapat Komisi Ahli Ke- , 

' sehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vet-
eriner tentang Rencana Pembukaan Pemasukan 
Unggas dan Prociuk Unggas dari Australia ke In­
donesia; 

3. Dokumen Analisis Risiko Pemasukan Hatching 
Eggs (HE) dan Day Old Chicks. (DOC) dari Austra­
lia kf'. lndonesia-Penilaian Risi ko Kualitatif; 

, 4. Rekomendasi Direktur Kesehatan Hewan Se­
laku. Otoritas Veteriner Nasional·· Nomor 01005/ 
PK.320/F5/04/2015 tanggal 09 April 2015; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG 
PEMBUKAAN pEMASUKAN UNGGAS DAN/ATAU 

Pasal 2 
Pemasukan unggas dan/atau produk unggas 

dari Negara Australia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 wajib memenuhi persyaratan teknis kese­
hatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, .dan 
karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang,undangan. 

Pasal 3 
Pada s,aat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/ 
OT.140/12/2012 tentang Penghentian Pemasukan 
Unggas dan/atau Produk Unggas dari Negara Austra­
lia ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, di­
cabut dan dinyatakan tidak ber.laku. 

. Pasal 4 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang­

gal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin­

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita' Negara Republik Indo­
nesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 April 2015 

MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
AM RAN. SU LAI MAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 April 2015 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MAN USIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 2015 NOMOR 655 

( BN) 
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SYARAT, TA l A CARA DAN STAN DAR OPERASIONAL 
PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN 

USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM 
RANGKA PENANAMAN MODAL 

(Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor 26/Perinentan/HK.140/4/2015, 
tang,gal 28 April 2015) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa untuk meningkatkan pelayan~n secara ter­

integrasi dalam satu kesatuan proses, mulai dari 

permohonan sampai dengan tahap penyelesaian 
produk .perizinan dan non-perizinan melalui satu 

pintu telah diundangkan Peraturan Presiden No­

mor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; · 
b. bahw·a untuk mendukung percepatan pelaksanaan 

· 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
l\legara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

84, Tambahan Lemtiaran Negara Republik _Indo­

nesia Nomor 5015) juncto Undang-Undang No­
mor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tamba~an 

Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 
5619); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indone­
sia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lemba-

pelayanan terpadu satu pintu, Menteri Pertanian ran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); 

telah mendelegasikan kewenangan pemberian 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ·2014 tentang 

izin usaha di bidang pertanian dalam rangka pef"!­

anaman m<:>dal kepada Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal melalui Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014; 
c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan mem­

bantu kelancaran dan memberikan kepastial) 
dalam pelaksanaan pelayanan pemberian izin 

' ' 

usaha di bidang pertanian .secara transparan, 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub­

lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba­

han Lembaran Negara Republik_ Indonesia Nomor 

5587); 

6. Undang-_Undang Nomor 39 Tahun 2014 tental"!g 
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indone­
sia Taht,m 2014 Nomor 308, Tambah.an Lemba­

ran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 

terukur, perlu menetapkan syarat, tata cara, dan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun. 2007 
s'tandar .operasional .prosed'ur dalam pemberian 

-fekomendasi teknis izin usaha di bidang pertanian 

dalam rangka penanaman modal; 

Mengingat: 
1. Undang-Undang Nomor.12 ,Tahun 1992 tentang 

Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Re- ' 8. 
publik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3478); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

tentang Pembagian Urusan Pemerjntahan Antar 
Pemerintah, Pemerintah. Daerah Provinlji, Pemer-

. intah Daerah Kabupaten/Kota (Leinbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tam­

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No­

mor 4347); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 

tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran 
l\legara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor' 

24, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indo­

nesia Nomor 5106); 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik In- 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ten-· 
donesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lem- tang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementeri-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); an Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan 
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Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Per­

aturan Presiden· Nomor 92 Tahun 2011 (Le\flba­
ran Negara Tahun 2011 Nomor 142) 

10. Peraturan Presid·en Nomor 97 Tahun 2014 ten­

tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (Lembaran Negara Republik lndone.sia Ta­

hun 2014 N,omor 221 ); 
11: Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 ten­

. tang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 339); 
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun·2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega­
ra Repu.blik Indonesia. Tahun 2015 Nomor.8); 

1 3. Keputusan Presiden Nomor 1 21 /P Tahun 2014 
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengang­

katan Menteri Kabinet Kerja Peri ode Tahun 2014-

2019; 
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neg­

ara dan Reformasi · Birokrasi Nomor 35 Tahun 

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Op­
.erasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

1 5. Peraturan 'Menteri Pertanian Nomor 1 8/Permen­
tan/OT. 140/4/2009 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pemberian lzin Usaha Obat Hewan; 
I 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permen-
tan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan 

Usaha Budidaya Tanaman Pangan. (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 288); 
1 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 /Permen­

tan/OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pertanian; 
: 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permen­

tan/ SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifika­

si, dan Pengawasan Peredaran Benih 1-lortikultura 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 81 8) juncto Peraturan Menteri Pertanian 
Nonior 116/ .Permentan/SR.120/11 /2013 (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20i 3 Nomor 

1322); 

I' 

aturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ 

SR.120/3/2015 (Serita· Negara Republik Indone­

sia Tahun 2015 Nomor 363); 
21. Peraturan Menteri Pertahian Nomor 70/Permen­

tan/PD.100/6/2014 tentang Ped6man Perizinan 

Usaha Budidaya Hortikultura (Serita Negara R11-
publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836); 

22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4o'4/Kpts/ 

OT .210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan d.an 
Pendaftaran Usaha ·Peten1akan. 

Memperhatikan : 

lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pe~ 
nyelenggaraan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Pusat di 

Badan Koordinasi Penapaman Modal; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
PERATURAN . MENTER! PERTANIAN TENJANG 

SYARAT, TATA CARA DAN STANDAR OPERASION­

AL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS 

IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANG­
KA PENANAMAN MODAL. 

BAB I 

PERSYARATAN REKOMENDASI TEKNIS 

Bagian Kesatu 
Urn um 

Pasal 1 

lzin Usa~a di Bidang Pertanian dalam rangka 
Penanaman Modal, meliputi: 
a. · lzin Usaha Tanaman Pangan; 

b. lzin Usaha Hortikultura; 
c. lzin Usaha Perkebunan; 

d. lzin Usaha Peternakan; dan 
e. 'lzin Usaha Obat Hewan untuk Produsen. 

Pasal 2 

lzin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka 
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permen- Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam 

tan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman. Perizinan Pasal 1 diberikan oleh Kepala Badan Koordinasi Pena-
Usaha Perkebunan (Serita Negara Republik lndo- naman Modal (BKPM) atas Nama Menteri Pertanian, 

nesia Nomor Tahun 2013 Norilor 1180); setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Direktur 

20. Peraturan Menteri Pertanian .Nomor 02/Permen- Jenderal pembina komoditas di lingkungan Kement-

tan/SR.120/1 /2014 tentang Produksi, Sertifikasi, erian Pertanian. 
dan peredaran Benih Bina (Serita Negara Repub­

lik ·Indonesia Tahun 2014 Nomor 54) juncto Per-
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lzin Usaha Tanaman Pangan anganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud d!!lam 

Pasal 3 ' . Pasal 3 huruf b, pemohon harus memenuhi per-· 
lzin Usaha Tanaman Pangan sebagaimana di- syaratan: 

maksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas: a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya; 

a. lzin Usaha Proses Produksi; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
b. lzin Usaha Penanganan Pasca Panen; c. Surat Keterarigan .domisili; 
c. lzin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi i d: Surat lzin Usaha Perd·agangan (SIUP); 

dan Penanganan Pasca Panen; dan 

d. lzin Usaha Perbenihan Tanaman. 

Pasal 4 

e. lzin .Usaha Perindustrian (IUP); 

f. Rekomend.asi kesesuaian dengan RTRW /RDTR 

kabupaten/kota dari bup.ati/walikota untuk lzin 
Usaha Pangan Penanganan Pasca Panen yang 

Untuk memperoleh rekomendasi teknis seb­

agaimana dimaksud dalam Pasal 2, lzin Usaha Proses ; g: 

diterbitkan oleh gubernur; 

· . Produksi sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 3 huruf 

a, pemohon harus memenuhi persyaratan: 

Rekomendasi kesesuai~n dengan rencana makro 
pembangunan tanaman pangan provinsi dari gu­

bernur untuk lzih Usaha Pangan Penanganan Pas­
ca Panen yang diterbitkan oleh bupati/walikota; 

1.zin lokasi dari bupati/walikota yang dile.ngkapi 

dengan peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000 
atau 1 :50.000; 

a.. Akte pendirian perusahaan da[l perubahannya; 

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); h. 
c. Surat· Keterangan domisili; 

d. Rekomendasi .kesesuaian dengan Rencana Tata 

· ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Tata Detail Tata i. 

Ruang (RDTR) kabupaten/kota dari bupati/wa­

likota untuk lzin Usaha Tanaman Pangan Proses j. 

Rekomendasi lokasi dari pemerintah. daerah lokasi 

unit pengolahan; 

Jaminan pasokan tiahan baku yang diketahui oleh 

bupati/walikota; 

j e. 
Produksi yang diterbitkan oleh gubernur; 

Rekomendasi kesesuaian, dengan rencana makro 
pembangunan tanaman pangan provinsi dari g.u-

k. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya 

1. 

bernur untu k lzin Us<!ha Tanaman Pangan Proses 
Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota; 

tanaman pangan; 

f. lzin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi 
dengan peta calon lokasi dengan skala 1:.100.000 ,, 

I. Hasil AM DAL atau UKL dan UPL sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dibidang lingkun­

gan hidup; 
m. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem 

jaminan mutu pangan hasil pertanian; atau 1 :50.000; 
g. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya 

. tanaman pangan; 

h. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup· (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup (UPL) sesuai ketentuan peraturan perun­

dang-undangan di bidang li11gkungan hidup.; 

i. 

j. 

Pernyataan kesanggupan menerapkan sisteni 

Jaminan mutu pangan hasil pertanian; . 
Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan 

.Usaha paling lambat 6 (en.am) bulan sejak ·diter-

bitkan izin usaha; dan 
k. Pernyataan kesediaan · untuk melakukan kemi­

traan. 

Pasal 5 

Untuk memperoleh rekomendasi. teknis seb-

n. Pemyataan kesanggupan melakukan kegiatan 
usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diter-. 

bitkan izin usaha; dan 

o. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemi' 

traan. 

Pasal 6 
.Untuk memperoleh rekomendasi teknis seb­

.agaimana dimaksud dalam Pasal 2, lzin Usaha Ket~ 
. . erpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan 

Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 · 

huruf c, pemohon harus memenuhi persyaratan dalam 

Pasal 4 dan Pas al 5 .. 

Pasal 7 

Untuk memperoleh rekomendasi teknis se­

bagaimana diniaksud dalam Pasal 2, lzin Usaha 

agaimana dimaksud dalam Pasal 2, lzin Usaha Pen- ' Produksi Perbenihan Tanaman sebagaimana dimak-
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s.ud dalam Pasal 3 huruf d, pemohon harus memenuhi 

persyaratan: 

a. Akte pendirian usaha dan perubahannya; 

b. Surat kuasa dari Direktur Utama; 
c. Kartu .. Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau pen­

anggung jawab perusahaan;. 
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);. 

e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 
atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL). dan. 

· Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); 

f. Hak Guna Usaha (HGU); dan 
g. Rekomendasi sebagai produsen benih dari Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyeleng­

garakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. 

Bagian Ketiga 

1.zin Usaha Hortikultura 
Pasal 8 

lzin Usaha Hortikult4ra sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf b, terdiri atas: 

a. lzin Usaha Budidaya Hortikultura; dan 

b. lzin Usatia Perbenihan Hortikultura. 

Pasal 9 
Untuk mempeiroleh rekomendasi teknis seb­

agaimana dimaksud dalam · Pasal 2, lzin Usaha Bu­

didaya Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam 

Pa.sal 8 huruf a, pemcih.on harus memenuhi per­
syaratan: 

a. Akte pendirian per.usahaan atau perubahannya 

yang terakhir; 

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
c. Surat keterangan domisili; 

d. 
e. 

Studi kelayakan .usaha dan rencana kerja usaha; 
Surat. Keterangan .Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL) · atau Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perun­
dang-undangan; · 

f. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan 
Kem.itra8n; dan 

g. Untuk Unit Usaha Budidaya Hortikultura ya'ng 

menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara, 
harus dilengkapi hak guna usaha. 

Pasal 10 

Untuk memperoleh rekomendasi teknis seb­
agaimana dimaksud dalam Pasal 2, lzin Usaha Perbeni-

I han Hortikuftura sebagaimana.dimaksud dalam Pasal 

' I 8 huruf b, pemohon harus memenuhi persvaratan: 

' ! a. 
b. 

Akte pendirian perusahaan dan perubahannya; 

Surat kuasa Direktur Utama; 

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pe'nanggung 

jawab perusahaan; 
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
e. Surat keterangan telah melaksanakan Anali-

• I , ' 

sis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UPL); 
f. Hak. Guna Usaha (HGU); dan 

g. Sertifikat kompetensi. 

flagian Keempat 
lzin Usaha Perkebunan 

Pasal 11 
lzin Usaha Perkebunan sebagaimana dimak­

sud dalam. Pasal 1 huruf c, terdiri atas:. 
a. Usat)a Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B); 

b. Usaha lndustri Pengolahan Hasil Perkebunan 
(IUP-P); 

c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budi­

daya dengan industri pengolahan hasil perkebu­
. nan (IUP); dan 

d. Usaha Produksi Perbenihan Tanaman. 

Pasal 12 
Untuk memperoleh rekomendasi te.knis seb­

agaimana dimaksud dalam Pasal 2, IUP-B sebagaima­

. na dimaksud dalam Pasal .11 huruf a, pemohon harus 

i memenuhi persyaratan: 

a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan pe­
rubahan terakhir yang telah terdaftar di Kement­

erian Hukum dan Hak Asa&i Manusia, komposisi 
kepemilikan saham; susunan pengurus dan bi-

dang usaha perusahaan; 
b. Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP); 

c. Surat lzin Tempat Usaha (SITU); 

d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan 
pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari 

bupati/walikota; 
e. Rekomendasi kesesuaian dehgan perencanaan 

pembangunan perkebunan Provinsi dari 11ubernur; i · 

f. lzin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi i 

dengan peta digital calon lokasi dengan skala 
1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta 

dan file elektronik sesuai dengah peraturan pe- . ' 
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g. 

h. 

rundang-undangan dan tidak terdapa:t izin yang 

diberikan pada pihak lain; 
Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari di­

nas yang membidangi kehutanan, apabila areal 

yang diminta berasal dari kawasan hu,tan; ' 

Rencana · kerja pembangunan kebun termasuk . ! 
rencana fasilitasi pembangunan kebun masyara­

kat sekitar, rencana terrlpat hasil produksi akan 

diolah; 

i. lzin lingkungan dari gubernur atau bupati/waliko­

ta sesuai kewenang,an; 

j. Pernyataan kesanggupan: 
1) memiliki sumber daya ma~usia, sarana, prasa­

rana dan sistem untuk melakukan pengenda­

.lian org.anism·e pengganggu tanaman (OPT); 

2) memiliki sumber daya manusia, sarana, P.rasa­

f. 

· pembangunan perkebunan. P~ovin~i dari gubernur; 

lzin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi . . 
dengan peta digital calon lok:asi dengan skala 

1:100.000 atau 1 :50.000, dalam ·cetak peta 
dan file elektronik sesuai dengan peraturan 'pe­

rundang-undangan dan tidak' terdapat izin yang. 

diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diu, 

sulkan i.mtuk pendirian industri pengolahan hasil 

perkebunan; 

g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui 
oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi 

perkebunan; 

h. Rencana kerja ·pembangunah usaha industr.i pen­

golahan hasil perkebunan; 
i. lzin Lingkunga·t) dari gubernur atau bupati/waliko-

ta sesuai kewenangan; dan 

rana dan sj.stem untuk melakukan peml;>ukaan ' j. 
lahan tanpa bakar serta pengend'>'lian keba- 1 

karan; 

Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemi­

. traan yang diketahui oleh kepala dinas yang me­

nyelenggarakan fungsi perkebunan. 

3). memfasilitasi pembangunan kebun masyara-. 
kat sekitar yang dilengkapi derigan rencana 

kerja dan rencana pembiayaan; dan 
4) melaksanakan kemitraan dengan pekebun, 

karyawan dan masyarakat sekitar perkebu­

nan. 

k. '.Surat pernyataan dari pemohon bahwa status 
perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri 
atau bagian dari kelompok (group) perusahaan 

perkebunan belum menguasai lahan melebihi 

batas paling luas ses.uai peraturan perundang­

undangan. · 

Pasal 13 

Pasal 14 
Untuk memperoleh rekomendasi teknis seb­

agaimana dimaksud dalam Pasal 2, IUP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1.1 huruf c, pemoh.on ·harus 

memenuhi persyaratan: 

a. Profil perusahaan m!jliputi akte pendirian dan pe­
rubahan terakhir yang telah terdaftar di Kement­

erian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi 
kepemilikan satiam, susunan pengurus dan bi-

dang. usaha perusahaan; . 
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

c .. Surat lzin Tempat Usaha (SITU); 

i · Untuk me,mperoleh rekom.endasi teknis seb-

d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan 
pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari 

bupati/walikota; agaimana dimaksud dalam Pasal 2, IUP-P sebagaima­
, na dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, pemohon harus 

memenu.hi persyaratan: 
a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan pe­

rubahan terakhir yang telah terdaftar di Kement­

erian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi 
kepemilikan saham, susunan pengurus dan bi­

dang usaha perusahaan; 

b. Norn.or Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

c. Surat lzin Tempat Usaha (SITU); 
d. Rekomendasi · kesesuaian dengan perencanaan 

pembangunan perkebunan kabupatE1n/kota · dari 

bupati/walikota; 
I , e. Rekomendasi kesesuaian dengan PE!rencanaan 

e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan 

peml:langunan perkebunan provinsi dari gubernur; 
f. lzin lokasi .dari bupati/waiikota yang dilengkapi 

dengan peta digital calon lokasi dengan skala 

1 :100.000 atau' 1 :50.000, dalam cetak peta 
dan file elektronik sesuai dengan peraturan pe­

rundang-undang·an dan tid.ak terdapat izin yang 

diberikan pada pihak lain; 
g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari di-

. i ' 
nas yang menyelenggarakan fungsi kehutanan, 
apabila areal yang diminta berasal d.ari kawasan 

hutan; 
h. Jaminan p~sokan bah~n baku yang diketahui 
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olelJ kepala dina_s yang menyelenggarakan fungsi 
perkebunan; 

i. Rencana _ kerja pembangunan kebun dan unit 

pengolahan hasil perkebunan termasuk ·rencan<1 

fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat 

sekitar; 
j. lzin Lingkungan dari gubernur atau bupati/wallko­

ta sesuai kewenangan; 

k. Pernyataan kesanggupan: 
1 . memiliki sumber daya manusia, sarana, prasa­

rana dan sistem untuk· melakukan pengenda­
lian organisme pengganggu tanaman (OPT);' 

2. memlliki sumber daya manusia, sarana, prasa­

rana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
· lahan tan pa bakar _serta _ pengendalian keba" 

karan; 

3. inemfasilitasi pembangunan kebun untuk ma­
syarakat sekitai yang dilengkapi dengan reri­

cana kerja dan rencana pembiayaan; dan 

4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, 

·karyaVl!an dan Masyarakat Sekitar perkebu­

nan. 
I. Surat pernyataan ?ari -pemohon ba_hwa status 

perusahaan perkebunan sebagai_ usaha mandiri 

atau bagian dari kelompok (group) perusahaan 
perkebunan belum menguasai lahan melebihi 
batas paling 'luas sesuai peraturan perundang­

undangan. 

Pasal 15 

Untuk memperoleh rekomendasi teknis seb­

agaimana dimaksud dalam Pasa.l 2, Usaha Produksi 
Perbenihan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 huruf d, pemohon harus- memen\lhi per­

syaratan: 
a. Akte pendirian usaha dan perubahannya; 

b. Surat kuasa dari Direktur Utarna; 
c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusa­

h<1an; 

d. Norno( Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

e. lzin lingkung<1n' dari gubernur atau bupati/waliko­

ta sesuai kewenangan; 
f. Hak Guna Usaha (HGU); dan 

g. Rekomendasi sebagai produsen benih dari Satuan 
· Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyeleng­

garakan fUngsi pengawasan dan sertifikasi benih. 

Bagian Kelima 

lzin Usaha Peternakan 

Pasal 16 
Untuk memperoleh rekomendasi teknis lzin 

Usaha Peternakari sebagaimana dimaksud dalam _Pas­

al 2, pemohon harus n:iemenuhi persyaratan: 
a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan pe­

rubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementc 

erian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi 

kepemilikan saham, susu_nan pengurus dan bi­

dang usaha perusahaan; 
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
c. lzin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota ses- · 

uai kewenangan; 
d. lzin lingkungan dari gubernur atau bupati/waliko-

ta sesuai kewenangan; 
e. lzin Tenaga Kerja Asing; 
f. lzin· pemasangan instalasi dan·-peralatan; 

g. Upaya Peman_tauan Lingkungan (UPL) sesuai ke- · 

tentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 

lzin Usaha Produksi Obat Hewan 
Pasal 17 

Untuk memperoleh rekomendasi teknis se­
bagai Produsen Obat Hewan sebagaimana dimak­

sud dalam Pasal 2, pemohon har_us memenuhi per­

syaratan: 
a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan pe­

rubahan terakhi_r yang telah terdaftar di Kement­

erian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi 

kepemilikan saham, susunan pengurus dan bi' 

· dang usaha perusahaan; 
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinfin perusa­

haan; 

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; 
d. lzin lokasi usaha/Surat lzin Tempat l)saha (SITU)_ 

yang bE)rada dalam kawasan industri; 
e. lzin Gangguan (HO); 

f. Surat lzin Tempat Usaha (SITU)/domisili yang be-

-- rada di luar kawasan industri; 

g. Hak Guna Bangunim(HGS); 

h. Tanda Daftar .Perusahaan (TOP); 

i. Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP); 

j. Memiliki pabrik-obat hewan, sarana dan peralatan 
untuk melakukan kegiatan usahanya; 

k. Memiliki laborato_rium pengujian mutu dan tempat 
penyimpanan obat hewan; 

I. lzin Tenaga Kerja Asing; 
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m. Memiliki Tenaga .Dokter Hewan dan Apoteker; 

n. lzin lingkungan/Analisis Mengenai Dampak Ling- 1 

kungan (AMDAL); 

o. Rekomendasi Kepala Dinas provinsi dan. kabupat- . 

en/kota; dan 
p. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indone­

sia .(ASOHI) Pusat .. 

BAB II 

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS 

Pasal .18 

Tata cara penerbi{an rekomendasi teknis. lzin 

Usaha di Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2: 
1. Galon investor mengajukan permohonan secara 

tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala 

BKPM melalui Liaison Officer (LO) Pelayanan Ter­
padu Satu Pintu (PTSP); 

2. Liaison Officer memeriksa kelengkapan dokumen 
paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) hari 

kerja sudah memberikan jawaban .menerima atau 

menolak; 
3. Apabila dokumen tidak lengkap, ,.Permohonan 

ditolak dan dikembalikan kepada calon inves­

tor; 
4. Apabila dokumen lengkap, permohonan di terima 

yang selanjutnya oleh TU-PTSP untuk diproses 
secara administraSi paling lama dalam· jangka 

waktu 2 (dual hari kerja sudah. diterbitkan surat 
pengantar kepada Direktur Jende,ral pembina ko­

moditas; 

5. Direktur J~nderal pembina komoditas setelah me­

nerima permohonan, palin\l lama dalam jangka 

waktu 2. (dual hari kerja telah mendisposisi ke: i . 

· pada Ketua Tim .Rekomendasi Teknis untuk di- ! 

lakukan telaahan dan verifikasi secara 'teknis; 

6. Ketua Tim Rekomendasi Tekni.s paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja harus telah selesai melakukan 

telaahan, verifikasi teknis dan. memberikan saran 
dan pertimbangan kepada Direktur J.enderal pem­

bina komoditas; 
7. Direktur Jenderal pembina komoditas ·atau pe­

jabat yang ditunjuk setelah menerima saran dan, 

pertimbangan dari' Ketua Tirn Rekomendasi Tek­
nis paling lama 3 (tiga) hari kerja telah mener­

bitkan rekomendasi teknis atau surat penolakan 

secara tertulis dengan disertai, alasan penolakan 
yang selanjutnya untuk disampaikan kepada Ke: 

pala BKPM melalui TU-PTSP d!!n didokumentasi­

kan. 

Pasal 19 
Standar o'perasional. Prosedur (SOP) Pelay­

anan Pemberian Rekomendasi Teknis lzin Usaha di 

Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal 
seperti tercantum pada Lampiran merupakan bagian 

tidak terpisahkan dengan Pera~uran ini. 

BAB I.II 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Dengan diundangkannya peraturan ini, ke­

tentuan tentang penerbitan rekomendasi teknis izin 
usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman 

modal, sepanjang mengatur mengenai syarat dan tata 
cara pemberian rekomendasi teknis dicabut dan din-

' yatakan tidak berlaku. 

Pasal 21 · 
Peraturan, ini mulai berlaku pada tanggal diun­

dangkan. 
· Agar setiap orang mengetahuinya, memerin­

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo­

nesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pad a tanggal 28 April 201 5 

MENTERI PERTANIAN 
. REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
AMRAN SULAIMAN 

. Diundangkan di Jakarta 
pad a tanggal 5 Mei 201 5 

MENTER! HUKUM DAN HAK AS.ASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 2015 NOMOR680 

( BN) 
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PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA 
NOMOR 15/35/DPAU TANGGAL 29.AGUSTUS 2013 

PERIHAL PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH 
BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA 

, PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 
{Surat Edaran Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia · 

· Nomor 17/19/DPUM, tanggal 8 Juli 2015) 

Kepada 

SEMUA BANK UMUM 

DI INDONESIA 

Sehubungan dengan berlakunya · Peraturan 

Bantuan Teknis, pemberian insentif dan 

pengenaan disinsentif, tata car a publikasi 

atas pencapaian pemberian Kredit atau 1 

Pembiayaan UMKM, kriteria dan tata cara 

pemberian penghargaan (award} kepada 

Bank ·umum, pemantauan terhadap keg­

iatan pelatihan yang diselenggarakan oleh 

Bank Umum Syariah, serta tata cara pe­

nyampaian laporan pemberian Kredit atau 

Pembiayaan oleh Bank Umum. 

Bank Indonesia Nomor 14/22/PBl/2012 tentang Pem­

berian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan 

Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Mehengah (lembaran Neg~ra Re­

publik Indonesia Tahun 2012 Nomor 274, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndc:mesia Nomor 5378} 

sebagaimana telah . diubah dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 17 /12/PBl/2015 (lembaran Negara 

Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 153, Tam­

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5713), dan untuk meningkatkan pemberian Kredit 

2. Ketentuan angka II diubah sehingga berbunyi se­

bagai berikut: 

atau Pembiayaan UMKM m~ka perlu (lilakukan pe­

rubahan atas ,Surat Edaran Bank ,Indonesia Nomor 

15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 perihal Pem~ 

1 
berian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan 

Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha 

Mikro, .Kecil, dan Menengah, sebagai berikut: 

1. Ketentuan butir l.C diubah sehingga berbunyi se-. 

bagai berikut: 

I. UMUM 

C. Dalam rang,ka pencapaian pangsa Kredit 

atau Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum, 

diperlukan ketentuim. pelaksanaan yang 

mengatur mengenai tata .cara penghitun-

gan dan pemantauan atas pencapaian · 3. 

pangsa Kredit atau Pembiayaan UMKM, 

pelaksanaan pola kerja sar:na yang ditetap-

kan, kriteria dan prosedur penyediaan 

II. RENCANA PEMBERIAN KREDIT ATAU PEM-

BIAYAAN UMKM 

·sank Umum menyusun rencana pem­

berian Kredit atau Pembiayaan UMKM den­

gan memperhatikan tahapan pencapaian rasio 

Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total 

Kredit atau Pembiayaan, yaitu: 

1. tahun 2015, paling rendah 5% (lima pers­

en}; 

2. tahun 2016, paling rendah 10% (sepuluh 

·persen}; 

3. tahun· 2017, paling rendah, 15% (lima be­

las persen}; dan 

4. sejak tahun 2018, paling rendah 20% (dua 

puluh persen}. 

Ketentuan angka Ill diubah sehingga berbunyi se­

bagai berikut: 

Ill. PENCAPAIAN RASIO DAN KUALITAS KREDIT 

ATAU PEMBIAYAAN UMKM 
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A: Bank Indonesia melakukan perhitungan 

pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan 

UMKM dan rasio Non Performing Loan/ 

Non Performing Financing (NPL/NPF) se­

cara gabungan untuk seluruh kantor Bank 

· Umum di ·dalam negeri posisi akhir bulan 

Desem.ber tahun bersangkutan yang ber­

sumber. dari Laporan Bulanan Bank Umum 

atau Laporan Stabilitas Moneter dan 

Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta 

laporan Kredit atau Pembiayaan UMKM ·' 

melalui kerja sama pola executing yang 

diterima secara offline dalam hal pelaporan 

online belum tersedia. 

B. Perhitungan pencapaian rasio Kredit atau 

Pembiayaan UMKM ·sebagaimana dimak­

sud dalam huruf A dilakukan dengan for­

mula sebagai berikut: 

Total Kredit atau Pembiayaan UMKM 

Total Kredit aiau Pen'lbiayaan 
x 100% 

C. Dalam melakukan perhitungan pencapa­

ian rasio pemberian Kredit atau Pembiay" 

aan UMKM sebagaimana dimaksud dalam 

huruf B, berlaku ketentuan sebagai berikut: 

1. Total Kredit atau Pembiayaan UMKM 

adalah jumlah baki debet Kredit atau 

Pembiayaan UMKM dalam Rupiah dan 

. valuta asing, yaitu: 

a.' Untuk Bank Umum selain kantor ca­

bang bank yang berkedudu.kan di 

luar negeri dan Bank Campuran, ber­

·asal ·dari pemberian Kredit atau Pem: 

biayaan UMKM kepada pelaku usaha 

yang memenuhi kriteria UMKM yang 

dilakukan secara: 

1) langsung; dan/atau 

2) tida.k langsung yaitu melalui ker­

ja sama dengan pihak tertentu 

menggunakan pola executing, 

pola channeling, atau pembiayaan 

bersama .!sindikasi) ... 

b. Untuk kantor cabang bank yang 

. 

berkedudukan.: di lw1r negeri dan 

Bank Campuran, berasal dari:. 

1) pemberian Kredit atau Pembiay­

aan UMKM kepada pelaku usaha 

yang memenuhi kriteria UMKM 

yang dilakukan secara: 

' a) langsung; dan/atau 

b) tidak langsung melalui kerja 

sama dengan pihak tertentu 

menggunakan pola executing; 

dan/atau 

2) pemberian Kredit atau Pembiay­

aan untuk produk ekspor non mi­

gas. 

lnformasi mer\genai Bank Umum 

yang memenuhi kriteria sebagai 
, ' 

Bank Campuran diperoleh dari otori-

tas ·pengawas bank pada setiap awal 

tahun berdasarkan permintaan Bank 

Indonesia. 

c. Pedoman · rincian komponen Kredit 

atau Pembiayaan UMKM dan/atau 

ekspor non migas yang diperhitung­

. kan sebagai Kredit atau Pembiay­

aan UMKM sebagaimana dimaksud, 

dalam huruf a dan. b. mengacu pada 

Lampiran 1 .a dan Lampiran Lb yang 

merupakan bagian yang tidak ter­

pisahkan dari Surat Edaran Bank In­

donesia ini. 

2. Total Kredit at.au Pembiayaan adalah · , 

jumlah baki debet Kredit atau Pembiay­

aan dalam Rupiah dan valuta asing. 

D. Non Performing Loan/Non Performing Fi­

nancing (NPL/NPF) total Kredit atau Pem­

biayaan adalah penjumlahan Kredit atau 

Pembiayaan dengan kualitas kurang Ian­

car, diragukan, dan macet yang disalur­

kan Bank Umum. Perhitungan rasio NPL/ 

NPF total Kredit a.tau Pembiayaan dilaku­

kan dengan membandingkan total NPL/ 

NPF terhadap total Kredit atau Pembiayaan 

Bank Umum. 

E. NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan .UMKM 

adalah penjumlahan Kredit atau Pembiay-
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aan dengan kualitas kurang lancar, dira­

gukan, dan macet yang disalurkan. Bank 

Umum kepada pelaku usaha yang me-. 

menuhi kriteria UMKM. Perhitungan rasio 

NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM 

dilakukan dengan meinbandingkan NPL/ 

NPF Kredit atau Pembiayaan UM.KM terha­

dap total Kredit atau Pembiayaan 'UMKM 

Bank Umum. 

Yang dimaksud d~ngan NPL/NPF 

adalah NPL/NPF yang dihitung secara 

gross. 

Rasio NPL/NPF Kredit atau Pembiay­

aan UMKM dihitung dengan rumus: 

NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM 

T9teil K.redit Btau Pembiayaan UM!<M 
x100% 

4. Di antara angka V dan angka VI dlsisipkan 1 ang­

ka yaitu angka VA yang berbunyi sebagai berikut: 

VA INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM RANG­

KA MENDORONG PENYALURAN KREDIT 

ATAU PEMBIAYAAN UMKM 

Dalam rangka lebih meningkatkan 

penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada 

UMKM; Bank Indonesia memberikan insen­

. tif dan mengenakan .disinsentif kepada Bank 

Umum yang rnemenuhi kriteria yang ditetap­

kan oleh Bank Indonesia, yaitu berupa: 

A. Pencapaian Rasio Kredit UMKM Digunakan , 

dalam Perhitungan Giro Wajib Minimum 

Loan to Funding Ratio (GWM LFRl 

1 . Bank Umum konvensional yang · ma­

menuhi rasio Kredit UMKM lebih cepat 

. dari target waktu tahapan pencapaian 

rasio Kredit UMKM sebagaimana dimak-· 

sud dalam angka II dapat memperoleh 

.kelonggaran batas atas LFR target. 

2. Bank Umum konvensional yang tidak 

memenuhi rasio Kredit UMKM atau me­

miliki rasio NPL total Kredit dan/atau 

rasio NPL Kredit UMKM lebih dari atau 

sama dengan 5% (liina persen), dikena~ 

kan pengurangan jasa giro. 

3. Kelonggaran batas atas LFR target dan 

pengurangan jasa giro sebagaimana 

dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 

mengacu pada ketentuan Bank Indone­

sia mengenai giro wajib minimum dalam 

Rupiah dan Valuta asing bagi Bank 

Umum konvensional. 

· B. lnsentif terkait Penyaluran Kredit atau 

Pembiayaan UMKM 

Bank Indonesia dapat' memberikan insen­

tif kepada Bank Umum yang menyalurkan 

Kredit atau Pembiayaan UMKM dalam ben, 

tu.k sebagai berikut: 

a. Pelatihan untuk Pejabat Kredit/Account 

Officer Bank Umum 

1.) Pelatihan kepada pejabat kredit/ac­

count officer Bank Umum dilakukan 

untuk · meningkatkan kapasitas Bank 

Umum dalam penyaluran Kredit atau 

Pembiayaan UMKM. 

2) Mekanisme Pelaksanaan 

a) Bank Indonesia mehginformasikan 

rencana penyelenggaraan pela­

tihan kepada pejabat kredit/ac­

count officer .Bank Umum melalui 

s·urat atau media lainnya kepada 

Bank Umum yang menyalurkan 

Kredit atau Pembi,ayaan UMKM. 

b) Berdasarkan informasi sebagaima­

na dimaksud dalam huruf a), Bank 

Umum mengajukan rencana kei­

kutsertaan dalam pelatihan terma­

suk menyampaikan nama pejabat 

kredit/account officer yang men­

jadi peserta pelatihan. 

c) Pendaftaran untuk mengikuti 

pelatih~n dit'!iukan kepada Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia setem­

pat bagi Kantor Pusat Bank Umum 

maupim Kantor Cabang Bank 

Umum yang beroperasi di wilayah 

kerja Kantor Perwakilan Bank ln­

ponesia. 

d) Bank Indonesia menetapkan calon 

peserta, jadwal, lokasi, dan topik· 

pelatihan. 
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3) Bank Indonesia melakukan moni­

toring dan evaluasi terhadap hasil 

pelatihan. Dalam rangka monitoring 
I 

dan evaluasi tersebut, Bank Indo-

nesia meminta Bank Umum untuk' 

menyampaikan laporan perkemban­

gan Kredit. atau Pembiayaan UMKM 

yang disalurkan oleh pejabat kredit/ 

account officer yang mengikuti pela­

tihan. Monitoring dilakukan selama 1 

(sa.tu) tahun.setelah mengikuti pelati­

han yang diselenggarakan oleh Bank 

Indonesia. 

4) Laporan perkembangan Kredit atau 

Pembiayaan UMKM antara · lain 

mem.uat jumlah debitur, jumlah dan 

kualitas Kredit atau Pembiayaan 

UMKM yang disalurkan. Laporan 

tersebut disampaikan secara triwula­

nan dan.diterima Bank Indonesia pal­

ing. lambat pada akhir triwulan yang 
. . ' 
bersangkutan dengan menggunak' 

an format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran 6 yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari 

Surat Edaran Bank Indonesia ini. 

5) Laporah sebagaimana dimaksud i 
pada angka 4) di ata.s disampaikan 

secara tertulis kepada Bank Indone­

sia melalui Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia setempat bagi Kantor 

Pusat Bank Umum dan Kantor Ca­

bang Bank Umum yang beroperasi 

di wil.ayah kerja Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia. 

b. Pelatihan kepada Pendamping/Pembina 

Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) 

1) Bank' Indonesia memberikan pelati­

han kepada pendamping/pembina 

UMK guna meningkatkan pengeta­

huan dan kemampuan UMK atau 

UMK debitur Bank Umum dalam me­

nyusun laporan keuangan, 

2) Pelatihan diberikan kepada pendamp­

ing/pembina UMK dari lembaga/in-
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stansi yang memiliki kerjasama den­

gan Bank Indonesia. 

3) Pelatihan dilakukan dalam bentuk 

Training of Trainer (ToT) kepada 

penqamping/pembina .UMK yang 

antara lain berasal dari perguruan 

tinggi, kementerian teknis atau dinas 

pada pemerintah daerah, · 1embaga 

penyedia jasa, dan perusahaan yang 

memiliki binaan UMK. 

4) Mekanisme Pelaksanaan 

a) Lembaga/instansi. ·yang memiliki 

pendamping/pembina UMK dapat 

mengajukan secara tertulis usulan 

kerja' sama kepada: 

i. Departemen Pengembangan 

UMKM, JI. M.H. Thamrin No. 2 

Jakarta 10350, bagi kemente­

rian/lembaga/instansi di tingkat 

pusat; atau 

ii. Kantor Perwakilan Bank Indo­

nesia setempat bagi pemer­

intah daerah/dinas/univer­

sitas/tembaga pendamping/. 

pembina UMK yang beroperasi 

di witayah kerja Kantor Per­

wakilan Bank Indonesia. 

b) Atas. dasar kerjasama yang dis­

epakati, Barik Indonesia bersama 

tembaga/instansi menyusun ren­

cana kegiatan penyelenggaraan 

pelatihan. 

· c) Lembaga/instansi yang telah 

me.ngikuti ToT harus memberikan. 

pelatihan kepada UMK atau UMK 

debitur ' Bar;ik Umum dan/atau 

menghubungkan UMK dengan 

Bank Umum, 

d) Bank Indonesia. melakukan moni­

toring d.an evaluasi terhadap ke­

giatan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf c). Dah1m rangka . 

monitoring dan• evaluasi tersebut, 

lembaga/i.nstansi menyampaikan 

laporari pelatihan kepada UMK 
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atau UMK debitur Bank Umum 

. dan/atau hasil kegiatan meng­

hubungkan UMK. dengan Bank 

Umum kepada Bank Indonesia. 

Monitoring dilakukan selama 6 

(enam) bulan setelah mengikuti 

pelatihan yang diselenggarakan 

oleh Bank Indonesia. 

e) Laporan pelatihan kepada UMK 

antara lain memuat pencapaian · 

jumlah UMK yang telah dilatih 

oleh peserta ToT. Laporan dis­

ampaikan sec<1ra triwulanan dan 

diterima Bank Indonesia paling 

lambat pada akhir triwul.an yang 

bersangkutan dengan menggu' 

nakan format Lampiran 7 yang 

merupakan bagian yang tidak ter­

pisahkan dari Surat Edaran· Bank 

Indonesia ini. 

f) Laporan sebagaimana dimaksud 

pada huruf e) disampaikan secara 

tertulis · kepada Bank Indonesia 

melalui: 

i. Departemen Pengembangan 

UMKM, JI. M.H. Thamrin No. 2 

Jakarta 10350, bagi kemente­

rian/lembaga/instansi di tingkat 

pusat; atau 

ii. Kantor Perwakilan Bank· .In­

donesia setempat bagi bagi 

pemerintah daerah/dinas/uni­

versitas/lembaga pendamping/ 

pembina. UMK yang beroperasi 

di wilayah kerja Kantor Per­

wakilan Bank Indonesia. 

c. Fasilitasi Pemanfaatan Pemeringkatan 

Kredit (Credit Rating) untuk Usaha Kecil. 

dan Usaha Menengah (UKM) 

1) Dalam rangka mengurangi perma­

salahan asymmetric information .dan 

meningkatkan penyaluran Kredit atau 

Pembiayaan UMKM oleh perbankan, 

Bank Indonesia memfasilitasi Bank· 

Umum agar dapat memanfaatkan 
--""'" 
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jasa pemeringkatan Kredit. UKM oleh 

lembaga pemeringkat yang telah 

mendapat izin dari otoritas yang ber­

wenang. 

2) Dalam . melaksanakan fasilitasi 

pemeringkatan Kredit UKM, Bank In­

donesia berkoordinasi dengan otori­

tas· pengawas bank. 

3) Pelaksanaan pemeringkatan Kredit 

UKM didasarkan pada keija sama 

yang · dilakukan . antara lembaga 

pemeringkat dengan Bank Umum. 

4) Mekanisme Pelaksanaan 

a) Bank Indonesia memfasilitasi per­

temuan antara lembaga pemering­

kat dengan B.ank Umum. 

b) Bank Umum dapat mengajukan 

permintaan fasilitasi pemeringka­

tan Kredit UKM kepada Bank In­

donesia .secara tertulis yang ditu­

jukan kepada: 

i. Departemen Pengembangan 

UMKM, JI. M.H. Thamrin No. 

2 Jakarta 10350, bagi Bank 

Umum yang berkantor pusat 

di wilayah kerja Kantor Pusat 

· Bank Indonesia; atau 

ii. Kantor Perwakilan Bank lndo- · 

nesia setempat bagi Kantor 

Cabang Bank Umum maupun 
. . 

Bank Umum yang berkantor 

pusat .di wilayah kerja Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia. 

c) Bank. melaporkan kepada Bank 

.J Indonesia hasil pemeringkatan 

Kredit UKM yang meliputi: 

i. jumlah UKM yang telah diper­

ingkat; .dan 

ii. jumlah UKM dan nominal Kredit 

yang disetujui, 

dengan menggunakan format se­

bagaimana tercantum dalam Lam­

piran 8 yang merupakan bagian 

yan.g tidak terpisahkan dari Surat 

Edaran Bank.Indonesia ini. 
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d) Laporan sebagaimana dimaksud 

pada huruf c) disampaikan secara 

tertulis kepada: 

i. Departemen Pengembangan 

UMKM, JI. M.H. Thamrin No. 

2 Jakarta 10350, bagi Bank 

Umum yang berkantor pusat 

di wilayah kerja Kantor Pusat 

Bank Indonesia; atau 

ii. Kantor Perwakilan Bank lndo' 

nesia setempat bagi Kantor 

Cabang Bank Um~m maupun 

Bank Umum yang berkantor 

pusat di wilayah kerja Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia. 

d.· Publikasi dan Pemberian Penghargaan 

(Award) kepada Bank Umum 

1) Publikasi Bank Umum 

a) Bank Indonesia memublikasikan 

B.ank Umum yang telah meny­

alurkan Kredit atau Pembiayaan 

UMKM sesuai target yang ditetap­

kan dengan kualitas Kredit atau 

· Pembiayaan terjaga. 

b) Kriteria Bank Umum sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a) adalah 

sebagai berikut: 
i 

(1 )memeriuhi rasio Kredit atau · i 

Pembiayaan UMKM sesuai 

tahapan yang ditentukan; 

(2)memiliki rasio NPL/NPF . total 

Kredit atau Pembiayaan kurang 

2) Pemberian Penghargaan (Award) 

a) flank Indonesia memberikan peng­

hargaan kepada Bank Umum yang 

memenuhi kriteria sebagai beri­

kut: 

( 1 )memiliki pencapaian rasio 

Kredit atau Pembiayaan UMKM · 

sesuai dengan tahapan yang 

ditetapkan; 

{2)memiliki rasio NPL/NPF total 

Kredit atau Pembiayaan kurang 

dari 5% (lima persen); 

{3)memiliki rasio NPL/NPF Kredit · 

atau Pembiayaan UMKM 

kurang dari 5% (lima persen); 

dan 

{4)memenuhi tema dan kriteria 

yang ditetapkan. 

b) Mekanisme Pelaksanaan 

{1)Pemberian penghargaan dilaku­

kan setiap tahun kepada Bank 

Umum yang memenuhi kriteria 

dan tema yang ditetapkan. 

(2)Bank Umum . yang terpilih 

mendapat penghargaan dan 

publikasi eksklusif. 

(3)Publikasi pemberian penghar­

gaan kepada Ban!< · l.lmum di­

lakukan melalui website Bank 

Indonesia dan media cetak 

atau elektronik yang ditunjuk 

Bank Indonesia. 

dari 5% (lima persen); dan c) Tata cara penilaian dalam rangka 

(3)me!lliliki rasio NPL/NPF Kredit 1 · pemberian penghargaan diatur se-

atau Pembiayaan UMKM ! bagaimana angka VII. 

kurang dari 5 % (lima persen). 

c) Publikasi dilakukan 1 (satu) kali 5. Ketentuan angka VII diubah sehingga berbunyi 

setiap tahuri untuk pencapaian i 
rasio Kredit atau Pembiayaan 

UMKM posisi aktiir tahun sebel-

. umnya. 

d) Publikasi dilakukan melalui web­

site Bank Indonesia dan media ce­

. tak atau elektronik yang ditunjuk 

oleh Bank Indonesia. 

sebagai berikut: 

VI. TATA CARA PENILAIAN DALAM RANGKA 

PEMBERIAN • PENGHARGAAN 

A. Dalam proses penilaian, Bank Indonesia . . 
dapat membentuk tim penilai,' atau beker-

jasama dengan pihak ketiga sebagai pen­

dukung pe11ilaian . 

B .. Dalam hat. proses penilaian dilakukan oleh 
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tim penilai yang dibentuk Bank Indonesia 

maka tim penilai paling kurang terdiri dari: 

1. Bank Indonesia; 

2. Kementerianterkait; I 
I
I 3. Pakar/pengamat UMKM atau akademi-

si; dan 

4. Pihak eksternal terkait. 

C. Dalam hal proses_ penilaian dilakukan oleh 

pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank In-

' I 

.'I donesia maka tim penilai terdiri dari Bank· , 

lndonesi.a . dan pihak ketiga sebagai pen-

dukung pehilaian yang paling kurang me­

. menuhi kriteria sebagai. berikut:. 

1. Merupakan badan hukum atau lembaga 

yang resmi; 

2 .. Memiliki kompetensi di bidang UMKM; 

dan 

3. Memiliki reputasi ya_ng baik. 

D. Proses penilaian . sebagaimana dimaksud 

pada huruf C diiakukan sebagai berikut: 

1 . Penetapan tema dan periode penilaian 

oleh Bank Indonesia; 

2, Pengumuman tema dan periode pe­

nilaian. oleh Bq,nk Indonesia; 

3~ Pembentukan tim penilai atau penun­

jukan pihak ketiga sebagai pendukung 

penilaian; 

4. Proses penilaian oleh Bank Indonesia 

atau tim penilai; dan 

.5. Penetapan dan pengumuman pemenang 

oleh Bank Indonesia. 

6. Ketentuan angka VIII diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

vii. PELATIHAN !<EPADA PELAKU UMKM OLEH . 

BANK UMUM SYARIAH 

A., Bank Umum Syariah yang tidak mencapai 

realisasi Pembiayaan l.JMKM sesuai rasio 

yang ditetapkan wajib menyelenggarakan 
1 

pelatihan kepada pelaku UMKM. · Kewa- , 

jiban tersebut mulai berlaku lmt.uk penca­

paian rasio pemperian Pembiayaan UMKM 

tahun 2015. 

B. Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf A ditujukan kepada pelaku UMKM 

yang tidak sedang dan/atau belum per' 

nah mendapat Pembiayaan UMKM. Data 

pelaku UMKM bersumber dari data antara 

lain yang dimiliki Bank Indonesia, Bank 

Umum, Kementerian dan/atau dinas pada 

pemerjntah daerah terkait. 

C. Jµmlah dana yang dialokasikan dalam rang­

ka pelatihan sebagai_mana dimaksud dalam 

huruf A paling sedikit 2% (dua persen) dari 

selisih antara kewajiban. pencapaian rasio 

Pemblayaan UMKM dengan realisasi pen­

capaian · rasio Pembiayaan UMKM pada 

setiap akhir tahun berjalan, dengan jum­

lah paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh milia"r rupiah). 

tontoh 1: 

Pada tahun 2015, total Pembiayaan 

y_ang diberikan Bank A sebesar Rp500 

miliar; 

Bank.A wajib memberikan Pembiayaan 

UMKM sebesar .5% dari total Pembi­

ayaannya yaitu 5 % x Rp500 miliar = 
Rp25 miliar; 

realisasi pencapaian Pembiayaan UMKM 

pada . akhir D1Jsember 2015 sebesar 

Rp20 miliar; 

selisih antara rasio Pembiayaan yang 

· wajib- dipenuhi dengan realisasi penca­

paian pada akhir tahun = Rp25 miliar 

- Rp20 miliar = Rp5 miliar; 

2 % dari selisih antara rasio Pembiayaan 

yang wajib dipenuhi dengan r_ealisasi 

pencapaian pad a akhir tahun = 2 % x 

Rp5 miliar = Rp1 OOjuta. 

Dengan demikian, Bank A wajib menye­

lenggarakan pelatihan dengan dana pelati­

han sebesar Rp lOOjuta. 

Contoh 2: 

Pad a tahun 201 5, total Pembiayaan 

yang diberikan Bank B sebesar. Rp20 

triliun; 

Bank B _wajib memberikan Pembiayaan 

UMKM sebesar 5% dari· total Pembi­

ayaan yaitu 5 % x Rp20 triliun = Rp 1 

triliun; 
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realisasi pencapaian Pembiayaan UMKM 

pad a akhir Desember 201 5 sebesar 

Rp400 miliar; 

selisih antara rasio Pembiayaan yang 

wajib dipenuhi dengan realisasi penca­

paian pada akhir tahun = Rp 1 triliun -

Rp400 milyar = Rp600 miliar; 

.2 % dari selisih antara rasio Pembiayaan i 

yang wajib dipenuhi dengan realisasi \ . 

pencapaian pada akhir tahu,n = 2% x l 

Rp600 miliar = Rp 1 2 mi.liar. 

Dengan demikian, Bank B wajib menye­

lenggarakan pelatihan denga'! dana pelati­

, han sebesar Rp10 miliar. 

D. Pelatihan .. kepada UMKM. dilakukan dan 

dilaporkan kepada Bank Indonesia paling 

la.mbat pada tanggal 30 September tahun 

berikutnya dengan menggunakan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

5 yang merupakan bagian yang tidak ter­

pisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia 

ini. Dalam ha!' 30 September jatuh pada 

hari libur maka pelaporan kepada Bank 

. Indonesia idisampaikan pada, 1 (sa,tu) hari 

kerja sebelurimya. 

E. Topik pelatihan yang dapat diselengga.ra-. : 

kan oleh Bank Umum Syariah antara lain 

merigenai aspek keuangan, aspek pemasa­

ran, aspek produksi, aspek kelembagaan, 

untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM 

yang dapat memperoleh Kredit atau Pem­

biayaan UMKM dari Bank Umum. 

F. Metode pelatihan dapat · dilaksanakan 

dalam bentuk klasikal, magang, studi 

banding, promosi, atau pendampingan. 

G. Laporan sebagaimana .dimaksud pada hur' 

uf D disampaikan secara tertulis kepada: 

i. Departemen Pengembangan UMKM, JI. 

M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, 

bagi Bank Umum yang berkantor pusat 

di wilayah kerja Kantor Pusat Bank In­

donesia; atau 

ii. Kantor Perwakilan Bank Indonesia se­

tempat bagi Bank Umum yang ber­

kantor pusat di wilayah kerja Kantor 

.Perwakil.an Bank Indonesia derigan tem­

busan kepada Departemen Pengemban­

gan UMKM. 

7. Ketentuan angka IX diubah sehingga berbunyi se­

bagai berikut: 

p<. PENY AMPAIAN LAPORAN 

A. Bank Umum menyampaikan laporan real­

isasi pemberian Kredit ~tau Pembiayaan 

UMKM secara online setiap bulannya me­

lalui. Laporan Bulanan Bank Umum atau 

Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem 

Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah. 

dan Unit Usaha Syariah sesuai dengan ke­

tentuan yang mengatur mengenai laporan 

bulanan Bank Umum atau laporan stabili­

tas moneter dan sistem keuangan bula.nan 

B.ank Umum Syariah dan Unit Usaha Sya­

riah. 

B·. Bank Umum m<;>nyampaikan laporan real­

isasi pemberian Kredit atau Pembiayaan 

UMKM melalui kerja sama pola executing 

secara ottline sampai dengan tersedianya 

sistem pelaporan secara online sebagaima­

na dimaksud dalam huruf A, Yang dimak­

sud · dengan penyampaian laporan secara 

offline adalah penyampaian laporan melalui 

sarana elektronik berupa email. 

C. Pelaporan secara offline sebagaimana. di­

maksud pada huruf B dilakukan setiap tri­

wulan untuk posisi Maret, Juni, Septem­

ber, dan Desember dengan menggunakan 

format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indo­

nesia. irii. 

D. L~poran offline sebagaimana dimaksud 

dalam huruf B diterima Bank Indonesia pal­

ing lam bat 10 (sepuluh) hari kerja .setelah 

berakhirnya triwulan bersangkutan. 

E. Bank Umum. dinyatakan terlambat me­

nyampaikan lapornn .realisasi . pemberian 

Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui 

kerja sama pola 'executing secara offline 

Business News 8759130·9-2015 43 



44 

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH 

apabila laporan diterima Bank Indonesia 

setelah batas akhir waktu penyampaian i 

laporan sebagaimana dimaksud dalam hur­

uf D sampai dengan 5 (lima) hari kerja beri­

kutnya setelah batas w.aktu tersebut. 

F. Bank . Umum dinyatakan tidak menyam­

paikan laporan . apabila laporan realisasi 

pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM 

melalui kerja sama pola executing belum 

diterima Bank Indonesia sampai dengan 

berakl)irnya batas waktu: keterlambatan 

penyampaian laporan sebagaimana dimak-

. sud dalam huruf E. 

G. Bank Umum dapat melaku.kan koreksi atas 

laporan realisasi pernberian Kredit atau 

Pembiayaan UMKM melal.ui kerja sama 

pola executing yang telah disampaikan se­

cara offline kepada Bank Indonesia. 

H. Laporan · sebagaimana dimaksud dalam 

huruf B·disampaikan melalui secured email 

kepada: 

1. Departemen Pengembangan UMKM, 

dengan alamat email gwm_umkm_kp@ 

bi.go.id, bagi ·Bank Umum yang berkan­

tor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat 

Bank Indonesia; atau 

2: Kantor Perwakilan Bank · lndone.sia 

setempat dengan alamat email seb­

agaimana tercantum dalam. Lampiran 

9, dengan tembusan ke alamat email 

gwm_umkm_kp@bi.go.id, bagi Bank 

Umum yang berkantor pusat di wilayah 

kerja Kantor Perwakilan Bank lndone-

sia. 

Dalam hal penyampaian lapciran melalui 
I 

email dimaksud tidak dapat dilakukan, 

Bank Umum menyampaikan laporan dalam 

ben.tuk hardcopy dan sciftcopy (compact 

disc/USB) kepada: 

1. Departemen Pengembangan UMKM, JI. 

M.H: Thamrin No. 2 Jakarta 10350, 

bagi .B;mk Umum yang berkantor pusat 

di wilayah kerja Kantor Pusat Bank. ln­

done·sia; atau 

2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-

tempat, bagi Bank Umum yang ber' . , 
kantor pusat di wilayah kerja Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia, dengan 

tembusan kepada Departemen Pengem­
, bangan UMKM. · 

I. Dalam setiap penyampaian laporan. Bank 

menyampaikan 2 (dual email, meliputi 1 

(satu) email· berisi file laporan dalam for­

mat excel baik .xis maupun ,xlsx yang di­

enkripsi. dan 1 (satu) email. berisi password 

untuk membuka file laporan. 

J. Penyampaian email berisi password seb­

againiana dimaksud dalam huruf. I dapat 

dilakukan se.telah pengiriman file laporan. 

K. Penyampaian laporan' pemberian kredit 

atau pembiayaan , kepada UMKM secara 

offline melalui email menggunakan subjek 

email yang disamakan dengan nama file 

~aitu: 

UMKM_ <sandi_bank> <tahunbulan>. 

Contoh: 

Penyampaian pemberian kredit atau pem- . 

biayaan kepada UMKM secara offliile po­

sisi Juni 2015 menggunakan subjek email: 

UMKM xxx 201506. 

L. Bank Umum menyampaikan data nama 

petugas, penanggung jawab laporan dan 

alamat email pengirim laporan realisasi 

pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM 

melalui kerjasama pola executing. 

M. Penyampa,ian data nama petugas, penang­

gung jawab laporan dan alamat email pen­

girim laporan sebagaimana dimaksud pada 

, huruf L kepada Bank Indonesia paling lam­

bat tanggal l5'Juli 2015, 

N. lnformasi data nama petugas, penanggung 

jawab laporan dan alamat email pengirim 

laporan sebagaimana dimaksud dalam hur­

uf M disampaikan Bank Umum secara ter­

tulis yang dialamatkan kepada: 

1. Departemen Pengemtlangan UMKM, JI. 

M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, 

bagi Bank Umum yang berkantor pusat 

di wilayah kerja Kantor Pusat Bank In­

donesia; atau 
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2. Kantor Pe.rwakilan Bank Indonesia se-. 

tempat, bagi Bank· Umum yang ber­

kantor pusat di 11\/ilayah kerja Kantor i 

Perwakilan Bank Indonesia, • dengan 

tembusal') kepada Departemen Pengem- • 

bangan UMKM. 

0. Bank· Umum melakukan pengkinian data 

nama petugas, penanggung jawab laporan 

dan alamat email. pengirim laporan seb­

agaimana dimaksud. dalam huruf L s~tiap 

terjadi perubahan, 

P. Laporan realisasi pemberian Kredit atau 

Pembiayaan UMKM melalui kerja sama 

pola executing yang disampaikan secara 

offline digunakan urituk perhitungan pen­

capaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau 

Pembiayaan UMKM sebagai berik.ut: 

1. posisi akhir b4lan Maret dig1makan 

untuk perhitungan pencapaian rasio 

dan NPLINPF Kredit atau Pembiayaan 

UMKM bulan Mei, Juni, dan Juli. 

2. posisi akh.ir bulan Juni digunakan untuk 

perhitungan pencapaian rasio dan NPL/ 

NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM bu.­

Ian Agustus, September, dan Oktober. 

3. posisi akhir bulan September digunak­

.an untuk pertiitungan pencapaian rasio 

dan NPi../NPF Kredit atau Pembiayaan 

UMKM · bulan November, Desember, 

dan Januari. 

4. posisi akhir bulan Desember digunakan 

untuk. perhitungan pencapaian rasio 

dan NPL/NP.F Kredit atau Pembiayaah 

UMKM bulan Febrl.iari, Maret, dan April. 

Q. Bank Umum y;mg tidak melakukan pembe­

rian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui 

kerja sama pola executing tetap diwajib- . 

kan untuk menyampaik.an laporan realisasi · · 

pemberian Kredit atau .Pembiayaan UMKM 

melalui kerja sama pola executing, dengan 

keterailgan nihil. 

R. Untuk pertama kali Bank Umum menyam, 

paikan laporan realisasi pemberian .Kredit 

atau Pembiayaan . UMKM melalui· kerja 

sama pola executing secara offline kepa-

da Bank Indonesia untuk posisi Juni 2015 

dengan menggunakan format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran 2 yang meru­

pakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Surat Edaran Bank Indonesia ini. 

S. Periode pelaporan sebagaimana dimaksud 

.pada huruf R paling lambat diterima Bank 

Indonesia pada tanggal 31 Juli 2Q15 pukul 

16.00 wiiktu setenipat. 

T. Dala\11 hal laporan diterima Bank Indonesia 

mel.ewati batas wakt.u penyampaian lapo­

ran sebagaimana dimaksud dalam huruf S, 

maka laporan tersebut diperlakukan seb­

agai laporan yang diterima Bank Indonesia 

pada hari kerja berikutnya. 

U. Bank Umum dinyatakan terlambat me­

nyampaikan laporan sebagaimana dimak­

sud dalam huruf T, apabila laporan diterima 

Bank Indonesia pada tanggal 3 Agustus 

2015. 

V. Bank Umum dinyatakan tidak menyampai­

kan laporan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf R, apabila laporan beluni diterima 

Bank Indonesia sampai dengan berakhirnya 

batas waktu keterlambatan penyampaian 

. laporan sebagaimana di01aksud dalam hur­

uf U. 

. W. Penyampaian laporan periode berikutnya, 

berlaku ke.tentuah sebagaimana huruf D, 

· E, dan F di atas. 

X. Kewajiban penyampaian laporan realisasi 

pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM 

melalui kerja sama pola executing secara 

offline berakhir setelah adanya surat pem-. 

beritahuan dari Bank Indonesia. 

8. Ketentuan angka X diubah sehingga berbunyi se­

bagai berikut: 

X. TATA CARA PENGENAAN SANKSI 

A. Dalam hal Bank Umum dikenakan sanksi 

teguran tertulis dan/atau kewajiban mem­

bayar maka inforniasi mengenai penge­

naan sanksi tersebut disampaikan kepada • 

Bank Umum yang bersangkutan dengan 

tembusan kepada' otoritas pengawas bank.· 'I 
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B. Dalam hal Bank Indonesia menerima lapo­

ran secara offline dari Bank Umum melam­

paui batas waktu keterlambatan maka 

Bank Umum dikenakan s~nksi kewajiban 

. membayar karena dinyatakan tidak me­

nyampaikan laporan. Pengenaan sanksi 

· kewajiban mernbayar tersebut tidak diakli~ 

mulasikan dengan. san ksi . kewajiban mem­

bayar karena keterlambatan pelaporan. 

Contoh: 

Untuk penyampaian laporan secara of­

fline untuk posisi September 2015, maka 

Bank Indonesia harus menerima laporan . 

tersebut· paling lam bat 10 (sepuluh) hari 

kerja :pertama bulan Oktober 2015 yaitu 

tanggal 15 Oktober 2015. 

Dalam hal laporan diterima Bank Indo­

nesia pada hari kerja ke-1 5 yaitu taiig­

gal 22 Oktober 2015, maka sanksi 

kewajiban membayar yang dik1ma-, 1 

kan kepada Bank adalah sebesar 5 x 

Rp1 .000.000,00 = Rp5.000.000,00 . 

(lima juta rupiah) karena Bank tersebut. 

dinyatakan teriambat menyampaikan 

laporan s.elama 5 (lima) hari kerja. 

Dalal" hal laporan tersebut diterima 

Bank Indonesia pada hari kerja ke-16 

yaitu tanggal· 23 Oktober 2015 maka 

sanksi keVl(ajiban memtiayar yang. dike­

nakan kepada . Bank adalah sebesar 

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta TU" 

piah) karena Bank tersebut dinyatakan 
1 

Bank Indonesia ini. 

11. Lampiran 4.dihapus. 

12. Lampiran. 5 diubah sehingga menjadi sebagaima­

na t.ercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat ·Edaran 

Bank Indonesia ini. 

13. Menambah Lampfran tentang Laporan Perkem­

bangan Kredit atau Pembiayaan UMKM .yang 

Disalurkan oleh Pejabat Kredit/Account Officer 

Pase a. Pelatihan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran 6 yang rnerupakan bagian yang tidak 

· terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 

14. Menambah Lampiran tentang Laporan Pelatihan 

kepada UMK atau UMK Debitur Bank Umum se­

bagaimana tercantum dalam Lampiran 7 yang 

.merupakan bagi8n yang tidak terpisahkan dari 

Surat Eda ran Ban\< Indonesia ini. 

15. Menambah Lampiran tentang Laporan Pelaksa: 

naan Pemeringkatan Kredit UKM sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran 

Bank Indonesia ini. 

16. Menambah Lampiran tentang Daftar Alamat Email 

Penyampaian Laporan Realisasi Pemberian Kredit 

atau Pembiayaan UMKM melalui Kerja Sama Pola 

Executing sebagaimana tercantum dalam Lam­

piran 9 yang merupakan bagian yang tidak ter­

pisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku 

pad a tanggal 3 Agustus 201 5. 

Agar setiap orang mengetahuinya,. memerin-

tidak menyampaikan laporan. , tahkan pengumuman Surat Ea'aran Bank Indonesia ini 

C. Pengenaan sanksi kewajiban membayar. · dengan penempatannya dalam Berita Negara Repuplik 

oleh Bank Umum dilakukan dengan cara 

pendebetan rekening giro Bank Umum 

yang ada di Bank Indonesia. 

9. Lampiran 1.b diubah sehingga menj~di seb­

agaimana tercantum dalam .Lampiran 1.b yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Surat Edaran Bank Indonesia ini. 

10. Lampiran 2 diubah seh.ingga menjadi sebagaima-· 

na tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran 

Indonesia.' 

Demikian a.gar Saudara maklum. 

BANK INDONESIA, 

ttd. 

YUNITA RESMI SARI 

KEPALA DEPARTEMEN PENGEMBANGAN UMKM 

( BN l 
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PEl:TAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK 
l . . 

I' PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG 
~ DIKENAKAN BEA KELUAR . . . 

(/ifatoran Menteri Perdagangan R.I Nomor 65/M-DAG/PER/8/2015, 
n tanggal 26 Agustus 2015) 
i~ 
p 

DENO I RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTE~"ERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
I . 

Menimb~n, : · · 

a. bah"t..untuk melaksanakan. ketentuan Pasal 2 

ayat, Per.aturan Menteri Perdagangan Nomor 

36/1\ ~G/PER/5/2012 tentang Tata Cara Pene­
tapai arga Patokari Ekspor Atas Produk Perta" 

nian i 1 Kehutanan Yang DikEinakan Bea Keluar 

seb~ nana telah diubah derigan Peratliran Men­

teri Fft
1
agangan Nomor 55/M-DAG/PER/7/2015, 

perlu ngaturan mengenai ·penetapan Harga Pa­

t.okal, 'spar atas produk pertanian dan kehuta-

b. 

c. 

nari ; ~ dikenakan bea keluar; 

bah~kJenetapan Harga Patokan Ekspor atas 
prodit)ertaniari dan kehutanan yang dikenakan 

Bea ,. ar dilakukan setfllah memperhatikan usu­

Ian t~ 'lis dan hasil rapat koordinasi dengari in' 
stan0i iknis terkait; . 

b~h1n.1erdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimai j dalam huruf a dan huruf b, perlu mene­

tapki1feraturan Menteri Perdagangan tentang 

Periji~n Harga Patoka~ Ekspor Atas Produk, 
,Pert)'' dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea 
Kelut · · ·. 

Menging~ · 

1 · UndJi Jndang Nomor 7 Tahun 1 994 tentarig 

Peng'
1
1an Agreement Establishing The World 

Trad'frganization (Persetujuan Pembentukan 

Orga~1si Perdagangan Dunia) (lembaran Neg­
ara ~lblik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 

Tam~in Lembaran Negara ~epublik Indonesia 
Nom~564); 

2. UndaJndang Nomor 1 O Tahun 1995 tentang 

Kepa~an (lembaran Negara Republik Indone­

sia } 1995 Nomor 75, Tambahan Lemba­

ran · ra Republik Indonesia Nomor 3612) se~ 

bagaimana telah diubah d_engan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 (lembaran Negara Re­

publik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tamba-

. han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4661 ); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (lembaran Negara Republik 

lndone~ia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 
16); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (lembaran Negara Republik Indone­
sia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang 
5. 

Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta­

hun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Neg­

ara Repul:!lik Indonesia Nomor 4886); 

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 

tentang Pembentukan Kemanteriari dan Pengang­

katan Menteri Kabinet Kerja Peri ode Tahun 2014-
2019; 

7. Peraturan Presiden Norn or 7 T ahun 2015 tentang 

Organisasi Kemente~ian Negara; 
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 201 5 ten-

9. 
tang Kementerian Perdag~ngan; 
Keputusan Presiden Nomor 19/P Tahun 2015 

tentang Penggantian Beberapa Menteri. Negara 

Kabinet Kerja Periode Tahun 20 14 - 2019; 

1 0. Peratura.n Menteri Perdagangan Nomor 31 /M­

DA.G/PER/7/2010 tentang Organi~<!Si dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan sebag?imana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagan­

gan Norn or 57/M-DAG/PER/8/201 2; 

11. Peraturan Menteri Kel)angan N_omor 75/PMK. 

011/201 2 tentang Penetapan Ba rang Ekspor 

Yan!l Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar 
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sdebagaimpana telahM.· diuba~K'beberapa Nkali tera
1
k
3
h
6
ir
1 

. 

1

, 

engan eraturan enten euangan ombr 

PMK.01012015; 
1 2. Peraturan Menteri Peidagangan Nomor 131M­

DAGIPERl312012 tentang Ketentuan Umum di 

Bidang Ekspor; 

13. Peraturan ['llenteri Perdagangan Nomor 361M­

DAGIPERl512012 tentang Tata Cara Penetapan 

Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian 

dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar seb­
agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 551M-DAGIPER/?/2015; 

14. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 9331M­

DAGIKEPl1012012 tentang Pembentlikan Tim 

Penetapan Har.ga Patokan, Ekspor Atas Produk 

Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea 

Keluar; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

PERATURAN MENTERI PERDAGAN.GAN TENTANG 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS 

PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG 

DIKENAKAN BEA KELUAR. 

Pasal 1 

Penetapan Harg;'I Patokan Ekspor (HPE) 

ditetapkan dengan berpedoman pada harga referensi · 

a. harga referensi Crude Palm Oil 1q .sebesar 
·US$ 610,651MT; , 

b. harga referensi Biji Kakao s1ar US$ 

3.158, 121MT. 
(3) Berdasarkan harga referensi sebagai1a dimak­

sud pada ayat (2), tarif Bea Kelu.rtuk Ke' 
lapa Sawit, Crude Palm Qi/ (CP0);1 produk 

turunannya .sebagaimana tercantun"lam ko­

lom 1 Lampiran Ill dan tarif Bea Kel~ntuk Biji 

Kakao sebagaimaml .tercantum .. da1.kolom 3 

Lampiran II Peratl)ran ·Menteri Keuc" Nomor 
751PMK.011 l2012 tentang Penetl Barang 

Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluarlaiif Bea 
·Keluar sebagaimana telah diubah /rapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri l{'gan No-

. mor 1361PMK.01012015. 

Pasal 3 
Harga Patokan Ekspor (HPE) ur komoditi 

Kayu dan Kulit ditetapkan sebagaima/>rcantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagtidak ter' 

, . I 

pisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 4 , 
. Harga Patokan .Ekspor (HPE) u1 komoditi 

Biji Kakao ditetapkan sebagaimana ter~m dalam . 
Lampira~ I) yang merupakan bagian tidiPisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

yang ditetapk;m berdasarkan harga rata-rata selama Pasal 5 
periodik terakhir sebelum penetapan Harga Patokan Daftar merek RBD Palm Olein d, kemasan 

Ekspor (HPE). . 1 bermerek dengan berat bersih sampai an 20 kg 
dengan Pos Tarif ex. 1511.90.92.0o}BD Palm 
Olein dalam .kemasan bermerek dengarat bersih 

di atas 20 kg 'sampai dengan 25 kg d(>t Pos Tarif 
ex. 1511.90.99.00 ditetapkan sebagaa tercan­

tum dalam Lampi ran Ill yang merupak<jlian tidak 

Pasal 2 
( 1) Tarif Bea Keluar untuk komoditi Kelapa Sawit, · 

Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya 

berpedoman pada harga referensi yang didasar­

kan pada harga rata,rata tertimbang .Cost Insur" 

ance Freight (CIF) Crude Palm Oil (CPO) dari Rot­

terdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia, dan 

untuk komoditi Biji Kakao berpedoman pada har­
ga referensi,.yang didasarkan pada harga rata-rata 

Cos.t Insurance Freight (CIF) Kakao Intercontinen­
tal, Exchange (ICE); New York, satu bulan sebe­

lum penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ses­

uai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah ·sebagai berikut: 

' terpisahkan dari Peraturan Menteri. ini. , 

Pasal 6 
Harga Patokan Ekspor (HPE) s~imana di-

1 b . maksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dig~n se aga1. 

dasar penetapan Harga Ekspor untuk9hitungan 

Bea. Keluar oleh Meriteri Keuangan.' 

Pasal 7 
Harga' P~tokan Ekspor (HPE) slimana di­

_maksud dalam Pasal 3 dari Pasal 4 b~ terhitung 
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dari tanggal 1 September 2015 sampai dengan tang­

gal 30 Septemb"er .2015. 

Pasal 8 
Dalam hal masa berlaku Harga' Patokan Ekspor 

(HPE) telah berakhir berdasarka·n Peraturan Menteri 
ini dan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang baru belum 

ditetapkan, maka Harga Patokan Ekspor (HPE) seb­

agaimana tercantum dalam Lampiran I. dan Lampiran 

II Peraturan Menteri .ini dinyatakan tetap berlaku se-
' bagai dasar penghitungan Bea Keluar sampai ditetap-

kannya Harga Patokan Ekspor (HPE) yang baru. 

Pasal 9 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber­

laku, Peraturan Menteri Perdagangan No.mor 58/M­
DAG/PER/7/201 5 tentang Penetapan Harga Patokan 

Ekspor Atas. Produk Pertanian dan Kehutanan yang 
Dikenakan Bea Keli.iar, dicabut dan dihyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 10 

Peraturan Menteri .ini mulai berlaku pada tang­

gal 1 September 2015. 

Agar setiap orang mengetahuiny.a, memerin­
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo­
nesia. 

Ditetapkan di. Ja!<arta 
pada tanggal 26 Agustus 2015 

a.n. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

Pit. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 

ttd . 
KARYANTO SUPRIH 

Catatan Redaksi : 
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak .dimuat. 

( BN) 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 
NOMOR 97/M-:DAG/PER/12/2014 JENTANG KETENTUAN 

EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN 
(Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 66/M-DAG/PER/a/2015, 

tanggal 27 Agustus 20151 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifi­

tas pelaksanaan ekspor Prociuk lndustri Ke­

hutanan, perlu mengubah Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 97 /M-DAG/PER/12/2014 

tentang Ketentuan Ekspor Produk lndustri Ke­

hutanan; 

b. bahwa berda'sarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per- i · 

aturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Perdagangan . Nomor 

97 /M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan 

Ekspor Produk lndustri Kehutanan; 

Mengingat: 

1. Undang-Undang No.mor 7 Tahul1 1994 tentang 

. Pengesahan Agreement Establishing The World 

Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Neg- ' 

.ara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, i 

Tambaha.n Lembaran Negara .Republik Indonesia 

Nomor 3564); 

2. . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Neg­

ara Republik Indonesia Nomor 36121 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undarig Nomor 1 7 

T ahun 2006 (Lembaran Negara Republik lndone.­

sia Tahun 2006 Nomor 93, Tambanan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 
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tang Kementerian Perdagangan; , 

12. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 j · 

tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara 

Kabinet Kerja Periode Tahun 20.14 - 2019; 

I 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nom0r 388.8) seb­

agaimana . telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun. 2004 tentang Penetapan Per­

aturan . Pemerintah _Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang · (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo­

nesia Nomor 441 2); 

· . 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 /M­

IND/PER/6/2008 tentang · Ketentuan dan Tata 

Cara Pemberian lzin l:Jsaha lndustri, lzin Perlua- ! 

san dan Tanda Daftar lndustri; 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Hepublik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 

16); 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (lembaran Negara Republik lndcine.­

sia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5_492); 

.6. UndangcLJndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang. 

Perdagangan (lembaran Negara Republ_ik Indone­

sia Tahun 2014 Nornor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 ten­

tang Tata Hutan dan Penyusunan RenGana Pen­

gelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan. Hutan (lem­

baran · Negara Republik Indonesia Tahun · 2007 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repub­

lik Indonesia. Nomor 4696) sebagaimana telah 

diubah dengan · Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2008 (lembaran Negara Hepublik lndon.e­

sia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

8. 

'9. 

· Negara,Republik Indonesia Nomor 4814); 

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 ten-

tang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam · · 

Kerangka Indonesia National Single Window; 

Keputus_an Pres id en Norn or 121 /P Tahun 2014 

tentang Pembentukan Kementerian dan Pengang­

katan Menteri. Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 

- 2019; 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang , 

Organisasi Kementerian Negara; 

11. Peraturan Pr~siden Nomor 48 Tahun 2015 ten-

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M­

DAG/PER/6/2009 tentang Keten'tuan Pelayanan 

Perijir:ian Ekspor dan l'mpor Dengan Sistem Elek­

tronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka lndo- · 

nesia National Single Window; 

15. Peraturan Menterj Perdagangan Norn or 31 /M­

DAG/PER/7 /2010 tentimg Organisasi dan Tata 

Kerja Keinenterian Perdagangan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagan­

gan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012; 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M­

DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor 

Rotan dan Prociuk Rotan; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 3/M­

. DAG/PER/3/201 2 tentang Ketentuan Umum di 

Bidang Ekspor; 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Norn or 44/M­

DAG/PER/7 /2012 · tentang Baning Dilarang 

Ekspor; 

19 .. Peraturan Menteri Kehutanan Norn or P. 18/Men­

hut-11/2013 tentang lnformasi Verifikasi Legalitas 

Kayu Melalui Portal Sistem lnformasi Legalitas ' 

Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Men­

hut-11/2014 tentang .Penilaian Kinerja Pengelo­

laan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legali­

tas Kayu. Pada Pemegang lzin A tali Pada Hutan 

Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No"mor 

P.-95/Menhut-11/2014; ' 

21 . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4_6/M­

DAG/PER/8/201 4 'tentang Ketentuan Umum 

Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang 

Perdagangan; 

22. Peraturan Menteri Perda_gangan Nomor 53/M­

DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu 

Perdagangan; 

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 /M-
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DAG/RER/12/2014 . tentang Ketentuan Ekspor 

Prociuk lnciustri Kehufanan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkari : 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERDA­

GANGAN NOMOR 97/M-DAG/PER/12/2014 TEN­

TANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KE­

HUTANAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan cialam Peraturan Menteri 

Perciagangan Nomor 97 /M-DAG/PER/12/2014 ten­

tang Ketentuan Ekspor Prociuk lndustri Kehutanan cii­

ubah ~bag·ai berikut: 

1. Ketentuan,Pasal 13 ciiubah sehingga berbunyi se­

bagai berikut: 

Pasal 13 

( 1 ) Prociuk lnciustri Kehutanan sebagaimana cii­

maksud cialam Pasal 12 ayat (1) yang ciira­

gukan ketentuan cian kriteria teknisnya seb­

agaimana ciimaksuci cialam Lampiran II ciapat . 

ciiekspor setelah ciisetujui cialam ·rapat Tim 

Koordinasi. 

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada 

. ayat ( 1) ciitetapkan oleh Direktur Jencieral 

atas nama Menteri. 

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga Pas­

al 14 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Setiap ekspor Prociuk lnciustri Kehutanan yang· 

berbahan baku kayu ulin harus ciisertai· SPE 

dari Direktur Jencieral setelah menciapatkan 

rekomenciasi ciari Kementerian Lingkungan 

Hiciup dan Kehutanan. 

(2) Untuk memperoleh SPE sebagaimana ciimak­

sud pacia ayat (1 ), perusahaan pemilik ETPIK 

dan ETPIK Non-Produsen' harus mengajukan 

permohonan secara onl·ine melalui http:// 
inatrade.kemendag.go.id dan/atau tertulis 

kepada koordinator pelaksana UPTP dengan 

melampirkan: 

a. fotokopi dokumen ETPl.K dan ETPIK Non-

Produsen; 

b. re~omendasi dari Direktur Jenderal Penge- i· 
lolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian 

· Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan 

c. fotokopi laporan hasil verifikasi produk 

kayu ulin olahan (Prokal.ino) d<1ri Surveyor 

independen. 

(3) K~ordinator pelaksana UPTP atas nama Men­

teri menerbitkan: 

a. SPE paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 

terhitung sejak permohonan sebagaimana , 
I 

dimaksud pada ayat (2) diterima dengan i 
lengkap d<1n benar; atau 

b. penolaka~ permohonan SPE paling lama 

10 (sepuh,1h) hari kerja terhitung sejak per-· ' 

mohonan diterima dalam hal permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

lengkap dan/atau benai. 

(4) Masa berlaku SPE paling lama 1 (satu) tahun 

terhitung sejak t_anggal diterbitkan. 

3. Pasal 17 dihapus., 

4 .. Ketentuan P<1sal 18 diubah sehingga berbunyi se­

bagai berikut: 

Pasal 18 

( 1) IKM pemilik ETPIK dapat mengekspor Produk 

lndustri Kehutanan pada Lampiran I Kelompok 

B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

(1) huruf. b dengan menggunakan Deklprasi 

Ekspor. 

(2) Produk lndustri Kehutanan . sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I Kelompok B 

yang dapat diekspor dengan menggunakan 

Deklarasi Ekspor meliputi Produk lndustri 

Kehutanan yang termasuk dalam Pos Tarif/ 

HS Ex: 4414.00.00.00, Ex. 4416.00.10.00, 

Ex. 4416.00.90.00, Ex. 4417 .00.10.00, 

Ex. 4417.00.90.00, Ex. 4419.00.00.00, 

9401.61.00.00, 9401.69.00.10, 9401.69.00~90, 

9403.30.00.00, ,9403.40:00.00, 9403.50.00.00, 

9403.60.10.00, 

9403.90.90.00. 

9403.60.90.00 dan 

(3) Deklarasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) digunakan sebagai pengganti Doku­

men V'Legal, 

(4) Produk lndustri Kehutanan yang dapat diek-
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spor dengan menggunakan Deklarasi Ekspor. 

sebagaimana dimaksud pad a. ayat ( 1) dapat 

dilakukar ke.semua negara tujuan ekspor. 

(5) Bagi IKM pemilik ETPIK yang sudah memiliki 

S-LK tetap dapat mengekspor Prociuk lndustri 

Kehutanan. sebagaimana dimaksud pada ayat · 

(2) dangan menggunakan Dokumen V-Legal. 

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi se­

bagai berikut: 

Pasal 19 

(1) IKM pemilik ETPIK yang mengekspor Produk 

lndustri Kehlltanan . sebagaimana dimaksud 

daiam Pasal 18 ayat ( 1) harus menyampaikan 

Deklarasi Ekspor kepada Direktur Jenderal 

Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan 

tembusan kepada Direktur Jenderal, Direktur 

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuta­

nan, dan · Direktur Jenderal lndustri Agro Ke­

menterian Perindustrian. 

(2) IKM pemilik ETPIK yang mengekspor Produ.k 

lndustri Kehutanan sebagaimana· dimaksud 

dalam Pasal l8. ayat (1) h?rus mengirimkan 

Deklarasi Ekspor melalui SILK Online ke por-

tal Indonesia National Single Window (INSW) 

secara elektronik melalui http://inatrade.ke­
mendag.go.id Deklarasi Ekspor digunakan 

sebagai dokumen pelerigkap pabean yang di­

wajibkan untuk. pe,nyampaian pemberitahuan · · · 

pabean ekspor kepada kantor pabean. 

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dihapus sehingga 

Pasal 20 berbunyi sebagai. beri.ki.Jt: 

Pasal'20 

(1 ) Setiap 1 (satu) Deklarasi Ekspor hanya dapat 

dipergunakan untuk 1 • (satu) kaii penyampaian 

pemberitahuan pabean ekspor. 

(2) Dihapus. 

7. Ketentuan Pasal .21 ayat (1 J diubah dan ayat (2) 

dihapus sehingga Pasal 2 1 berbunyi sebagai beri­

kut: 

Pasal 21 

( 1) 'Ekspor Prociuk lndustri Kehutanan berupa Pulp 

· ·dan Kertas sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I Kelompok A dan Kelompok B yang 

bahan bakunya bukan kayu dan/atau kertas 

bekas d.ikecualikan dari Perat.uran Menteri ini 

setelah mendapat rekomendasi dari Direktur 

Jenderal lndustri Agro Kementerian Perindus-

. trian. 

(2) Dihapus. 

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (6) diubah sehingga Pas­

al 22 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22 

( 1) Ekspor Prociuk lndustri Kehutanan sebagaima­

na dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat ( 1) hanya 

dapat dilakukan setelah Verifikasi atau· Pen­

elusuran Teknis sebelu.m muat barang .. 

(2) Pelaksanaan V19rifikasi atau Penelusuran Tek­

nis sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ) 

dilakukan oleh Surveyor independen · yang 

ditetapkan oleh Menteri. 

(3) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana 

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Prociuk In-· 

dustri Kehutanan, Surveyor harus memenuhi 

persyaratan:. 

a. memiliki Surat lzin Usaha Jasa Survey 

(SIUJS); 

b. telah mendapatkan akro;iditasi \ sebagai 

Lembaga lnspeksi dari Komite Akreditasi 

Nasional (KAN); 

c. telah mendapatkan sura.t pernyataan 

kompetensi ·sebagai surveyor yang diakui 

mempunyai. kemampuim teknis di bidang 

verifikasi atau penelusuran teknis Prociuk 

lndustri Kehutanan; dan 

d. mempunyai jaringan pelayanan yang .luas 

di Wilayah Indonesia. · 

(4) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Prociuk ln­

dustri Kehutanan meliputi: 

a. kegiatan verifikasi. administratif dan/atau 1 

elektronik, meliputi: 

1. keabsahan dokumen ETPIK dan ETPIK 

Non-Produsen; dan 

2. keabsahan Dokumen V-Legal. 

b. kegiatan verifikasi fisik, meliputi: 

1. jumlah, jenis, merek dan · nomor kema-

san; 

2, jumlah b~rang; 
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3. jenis kayu; 

4. kriteria teknis; 

5. kesesuaian ·Pos Tarif/HS; 

6. melakukan pengawasan pemuatan ke 

dalam peti kemas; jika pengap~lannya 

menggunakan peti kemas; dan 

. 7. melakukan· pemasangan segel pada peti 

kemas .apabila seluruh barang dalam 

peti kemas diperiksa oleh Su
0

rveyor. 

(5) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis seb­

agaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan 

dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk di­

gunakan sebagai dokumen pelengkap pab7an 

yang diwajibkan untuk penyampaian pemberi-. 

tahuan pa bean ekspor kepada kantor pa bean. 

(6) Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) wajib disampaikan oleh Survey­

or paling lambat tanggal 1 5 (lima belas) pada 

ETplK; atau .. 

b. realisasi ekspor tahun sebelumnya dan ren­

cana eksper tahun berjalan, bagi perusa­

haan pemilik ETPIK Non-Produsen. 

(3) l;!entuk ·laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). tercantum dalam Lampiran Ill, Lam­

piran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang· 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
' aturan Menteri ini, 1 · 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan 

tembusan kepada Direktur Jenderal lndustri 

Agro Kementerian Perindustrian, dan Diiektur 

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuta­

nan secara manual dan/atau. online rnelalui 

http://inatrade.kemendag.go.id. 

bulan berik.utnya kepada Direktur Jenderal , fo. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 

dengan tembusan kepada Direktur Jenderal 

lndustri Agro Kementerian Perindustrian dan 

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

(7) Biaya yang timbul atas kegiatan Verifikasi 

atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimak­

sud pada ayat. (4) dibebankan kepada Pemer­

intah. 

9. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) diubah sehingga Pas­

al 23 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 

(1) Perusahaan pemilik ETPIK atau ETPIK Non­

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 wajib melaporkan: · 

a. rencana dan realisasi produksi tahunan, 

dan rencana dan realisasi ekspor tahunan, 

bagi" perusahaan pemilik.ETPIK; atau 

· b. rencana dan realisasi ekspor tahunan, bagi 

perusahaan pemilik ETPIK Non-Produsen. 

· (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan paling 1.ambat akhir bulan Febru­

ari untuk:' 

a. realisasi produksi dan ekspor tahun sebel­

umnya, serta rencana produksi dan ekspor 

tahun berjalan, bagi perusahaan pemilik 

berbunyi sebagai berikut: : 

Pasal 29 

( 1 ) Terhadap ekspor Produk lndustri Kehutanan 

yang merupakan barang contoh, bahan pene­

litian, dan barang keperluan pameran di luar 

negeri dikecualikan dari ketentuan dalam Per­

aturan Menteri ini setelah rnendapat persetu­

juan Direktur Jenderal. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pad a ayat 

(1) diberikan setelah mendapat rekomendasi 

dari kementerian teknis. 

Pasal 11 

.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang­

gal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin­

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

.penempatannya dalam Berita Negara Republik lndo. 

nesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pad a tanggal 27 Agustus 201 5 

MENTERI PERDAGANGAN .REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

. THOMAS TRIKASIH LEMBO NG 

( BN) 

Business News 8759130·9·2015 53 



54 ' 

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN 
TERHADAP IMPOR PRODUK COATED PAPER 

DAN PAPER BOARD 
(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 165/PMK.010/2015,. tanggal 31 Agustus 2015) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE&IA, 

Menimbang: 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan 
femerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tin-
' dakan Antidumping, Tindakan lmbalan, dan .Tin-
dakan Pengamanan Perdagangan, terhadap ba­

rang impor, sela.in dikemikan bea masuk dapat 
dikenakan Tindakan Pengamanan berupa ·penge- . ' 

. naan Bea Masuk Tindakan Pengamanan; 

aturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan .Bea 
Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap lmpor 

Prociuk Coated Paper dan ·Paper Board; 

Mengirigat : 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing the World 
Trade Organization (Lembaran Negara Repub­

lik Indonesia tahun .1994 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3564); 

b.' bahwa berdasarkan hasil akhir · penyelidikan 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (lembaran Negara Republik lndone-Komite Peng<!manan Perdagangab Indonesia 
kerugian serius atau ancaman kerugian serius 

yang dialami oleh industri dalam negeri diaki­

batkan karena terjadinya lonjakan jumlah. impor 

produk coated paper dan paper board; 

c. bahwa sesuai .. hasil penyelidikan dimaksud, . 
Komite Pengamanan Perdagangan lndones.ia telah 

menyampaikan rekomendasi p~ngenaan Tinda­
kan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri 

Perdagangan, yaitu pengenaan Bea Masuk Tinda' 

kan PEJngamanan terhadap impor produk coated 
paper dan paper board; 

d. bahwa dalam .rangka menindaklanjuti hasil pe­

nyelidikansebagaimana dimaksud pada huruf c, 
Menteri Perdagangan melalui surat Norn or 4 70/ 

MDAG/SD/6/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan su­

rat Nomor · 567/M-DAG/SD/7/2015 tartggal 13 

Juli 2015 menyami;iaikan keputusan dan usulan. 

penetapan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pen­

gamanan terhadap impor produk coated paper 
dan paper board; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ke­
tentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang No­

mor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan seb­

agaimana telah diubah dengan UndangUndabg 
Nomor · 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Per-

. sia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lemba­
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) se­

bagaimana telah di.ubah dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun '2006· (lembaran Negara Re­

publik Indonesia Tahuri 2006 Nomor 93, Tamba~ 
han Lembaran Negara Republik Indonesia Noml)r 
4661); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 ten­

tang Tin.dakan Antic;l.umping, Tindakan lmbalan, 
dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (lemba-. 

ran Negara F!epublik 1.ndonesia Tahun 2011 ·No­
mor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5225); 

Memperhatikan : 

1 . Surat Menteri Perdagangan Norn or 4 70/M-DAG/ 

SD/6/2015 tanggal. 5 Juni 2015 hal Permintaan 
Pertimbangan atas Rekomendasi KPPI tentang 

Pengenaan Tindakan Pengamarian Perdagangan 
(TPP) terhadap lmportasi Barang "Coated Paper 

dan Paper Board"; 

2. Surat Menteri Perdagangan Nomor 567 /M-DAG/ 
Sl)/7/2015 tanggal 1 J Juli 2015 hal Keputusan 

atas Basil Akhir Penyelidikan Pengenaan Tinda­
kan Pengarria.nan Perdagangan terhadap Barang 

lmpor "Coated Paper dan Papei Board"; 

3. Laporan Akhir Komite Penganianan Perdagangan 
-- -~·----------·-·-"" 
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Indonesia tentang Basil Penyelidikan Tindakan 

Pengamanan Perdagangan terhadap lmpor Produk 
Kertas dan Kertas Karton Dilapisi, Tidak Terma­

suk Kertas Uang, dengan Nomor Harmonized 

System (HS) 4810.13.11.00,4810.13.19.00, 
4810.13.91.90, 4810. i 3.99.90, 
48,10. 14. 11.00, 4810.14. 19.00, 

4810.14.91.90, 4810.14.99.90, 

4810.19.11 ,oo, 4810.19.19.90, 

4810.19.91.90 dan 4810.19.99.90; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEN­

GENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN 

TERHADAP IMPOR PRODUK GOA TED PAPER DAN . 
PAPER BOARD. 

Pasal 1 
Terhad,ap impor produk coated paper dan pa­

per board berupa kertas dan kert,~s karton, dilapisi 
satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) 

atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan 

pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, tidak diwarnai, 

tidak. dihias atau tidak dicetak permukaannya dari je­
nis yang digunakari untuk menulis, mencetak, atau 

keperluan grafik lainnya, atau· dicetak, dari jenis yang 

digunakan u.ntuk. aparatus yang merekam sendiri, ti­
dak termasuk kertas termo-sensitif, dal'am gulungan 

atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur 

sangkar) qari berbagai ukuran, dalam keadaan tidak 
dilipat, dengan gramasi 80 (delapan puluh) gsm sam­

pai dengan 400 (empat ratusJ gsm, tidak mengandung 
serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau 

kimia mekanik, atau mengandung serat tersebut tidak 

lebih dari 10% (sepuluh per seratus) menurut berat 

keseluruhan kandungan seratnya, tidak termasuk cast 

coated paper, yang mencakup nomor. Harmonized 
System (HS) ex.4810. 13.'11 .00, ex.4810. 13.19.00, 

ex.4810.13.91.90, ex.4810.13.99.90, 
ex.4810. 14. 11.00, 

ex.4810.14.91.90, 
ex.4810. 19. 11 .00, . 

ex.4810.14. 19.00, 

ex.4810.14.99.90, 

ex.4810.19.19.90, 
ex.4810.19.!!1.90, dan ex.4810. 19.99.90 dikena­

i kan Bea Masuk Tindakan Pengamanan. 

Pasal 2 

Bea Masuk Tindak1m Pengamanan sebagaima­
na dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) 
tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 

' 

Besaran Bea Masuk 

No Periode Tindakan Pengamanan 

Terhadap Nilal lmpor 

1 Tahun·P~rtama, dengan Peri-

ode l (satu) tahun sejak tang- 9% 

gal berlakunya Peraturar:'I 

Menteri ir:ii. ' 

2 T ahun Kedua, dengan Periode 

l (satu) tahun setelah tanggal 7% 

berakhirnya Tahun ·Pertama. 

3 T ahun Ketiga, dengan Peri ode 

1 (satu) tahun setelah tanggal 5% 

5% .berakhirnya Tahun Kedua. 

Pasal 3 

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaima­

na dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap im.­
portasi dari semua negara, keclJali terhadap produk 
coated paper · dan paper ·board yang berasal dari 

negara-negara sebagaimana tercantum dalam Larr1pi­

ran yang merup11kan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 4 
( 1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan se­

bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan: 

a. T!!mbahan bea masuk umum (Most Favoured 
Nation); atau 

b. Tambahan bea masuk preferensi berdasarkan 
skema-skema perjanjian perdagangan barang 

internasional yang berlaku, dalam hal impor 

dilakukan dari negara-negara• yang termasuk 

dalam skema-skema perjanjia.n perdagangan 
barang internasional dimaksud dan memenuhi 

· ketentuan dalam. skema-skema perjanjian 

perdagangan barang internasional. 
(2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema 

perjanjian perdagangan barang internasional 
tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tinda­

kan Pengamanan atas importasi dari negara­

negara yang termasuk dalam skema-skema 

perjanjian perdagangan barang internasional 
sebagaimana dimaksud pad a ·a·yat ( 1) huruf b 

merupakan tambahan bea masuk umum (Most 
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Favoured Nation). 

Pasal 5 

Terhadap impor produ.k coated paper dan pa­
per board yang berasal dari negara-negara yang dike' 

cualikan dari pengenaan !;lea Masuk Tindakan Pen- , 
gamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan 

negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan 
dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat ( 1 l huruf b, importir wajib menyerahkan doku­

men Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin). 

Pasal 6 

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Ma­
suk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor 

barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor 

i dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor 
Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlaku­

nya Peraturan M!)nteri ini. · 

Pasal 7 

( 1) Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) ta­

hun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan 
Menteri ini. 

i (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tu­

juh·) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin­

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini .dengan 
1 

• pehempatannya dalam Serita Negara Republik Indo­
nesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Agustus 2015 
MENTERI KEUANGAN F!EPUBLIK INDONESIA, 

ttd, 

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 1 September. 2015 
ME;NTERIHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

Y ASONNA H. LAOL Y 

SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 2015 NOMOR 1308 

LAMPIRAN 

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN 

DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN 
PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK 

GOA TED PAPER DAN PAPER BOARD 

NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA . 

1 . Albania 37: The Gambia 

2. Angola 38, .Georgia 

3, Antigua and Barbuda 39. Ghana . 

4. ArQentina 40. Grenada 

5. Armenia 41. Guatemala 

6. Bahrain, Kingdom of 42. Guinea 

7. Bangladesh 43, . Gu.inea.-Bissau · 

8, Barbados . 44. Guyana 

9. Belize 45, Haiti 

10. Benin 46, Honduras 

11. Bolivia; PIUrinational 47, India 

~tate of 48, Indonesia (Bataml 

12, ·Botswana 49. Israel 

13. Brazil 50. Jamaica 

14. Brunei Darussalam 51. Jordan 

15, Burkina Faso 52. Kenya 

16. Burundi 53. Kuawit, the State of 

17. Caba Verde 54. Kygyz .Republic 

18. Cambodia 55, Lao People's 

19. Cameroon Democ·ratic Republic 

20. Central African Republic 56, Lesotho 

21, Chad 57. Liechtenstein 

22. Chile· 58. Macao, China 

23. Colombia 59. Madagascar 

24, Congo 60 .. Malawi 

25. Costa Rica 61. Malaysia 

26. . Cote d'Ivoire 62. Maldives 

27. Cuba 63. Mali 

28. Democratic Republic 64, Mauritania 
. 

of the. Congo 65. Mauritius 

29: Djibouti . 66. Mexico . 

30. Dominica 67, Moldova, Republic of 

31, Dominican Republic 68. Mongolia 

32. Ecuador . 69, Montegro · 

33, Egypt 70. Monorocco 

34. El Salvador 71. Mozamb,que 

35. Fiji 72, Myanmar 

3.6. Gabon 73. Nar'nibia 

. busine;,s News 8759/J0-9·20: 5 

. 



PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH 

NO. NA.MA NEGARA NO. NAMANEGARA 
.. . NO. NAMANEGARA NO . NAMANEGARA 

74. Nepal 91. Samoa . 106. Tonga 114. Vanuatu ' 
75. Nicaragua 92. Saudi Arabia, 107. Trinidad and Tobago · 115. Venezuela, ·solivarian 

76. Niger . Kingdom of 108. .TuniSia Republic of 
77. Nigeria 93. Senegal 

' 
109. Turkey 116. Viet Nam 

78. Oman . 94. Sierra Leone 110. Uganda 117 . Yemen 

79. Pakistan . 95. Solomon Islands 1.11. U.kraine 118. Zambia 
80. Panama 96 .. South Africa 112. United Arab Emirates i 19. Zimbabwe 

81. PaPua New Guinea 97. Sri Lanka 113. Uruguay 
. 

82. Paraguay .98. Suriname 

83. Peru 99. Swaziland 

84. Philippines 100. Chinese Taipei MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

85. Qatar . 101. Tajikistan . . ttd . 

86. Russian FBderation 102. Tanzania BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 
87. Rwanda 103. Thailand 

88. Saint Kitts .and Nevis· 104. The F_ormer Y~goslav I BN I 
89. Saint Lucia Republic of 

9d. Saint Vincent and the MaCedonia (FYROMI 
Grenadines 105. Togo 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA· 
, REPUBLIK INDONESIA KE DALAM .MODAL L~MBAGA 

PEMBIA YAAN EKSPOR INDONESIA 
(Peraturan Perrierintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015, 

tanggal 20 Agustus 2015) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 
a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas modal Lem­

baga Pembiayaa.n Ekspor Indonesia guna mendu­
kung program ekspor nasional, perlu melakukan 
penambahan penyertaan modal Negara Repub!ik 
Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapa-

' tan dan Belanja Negara Tahu.n Anggaran 2015; 
b. bahwa berdasarkan pertlinbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk mela.ksariakan 
ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang No­
mor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapa­
tan- dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un-

dang .Nomor 3 Tahun 2015 tentang F'erubahan. 
atas Undang~Undang Nomor 27 Tahun 2014 ten­
tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
:rahun Anggaran '2015, perlu menetapkan Per­
aturan Pemerintah tentang Penambahan Penyer­
taan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam 
Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 

Mengingat: 
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re­
publik lndoAesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba­
han Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
4355); 
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3. Undang-Undang Nomor 27 T;ahun 201.4 tentarig 
Anggaran. Pendapatan dan 1;3elanja Negara Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indo­
nesia Tahun 2014 Nomor 25g, Tambahan Lemba­
ran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) se­
bagaimana. telah diubah .dengan Undang-Undang 
Nomor 3 T ahun 201 5 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor '27 Tahun 2014 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2015 (Lernbaran Negara Republik Indo­
nesia Tah.un 2015 Nomor 44, Tambahan Lemba­
ran Negara Republik Indonesia Nomor 5669); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENA)VIBAH­
AN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDO­
NESIAKE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN 
EKSPOR INDONESIA. 

Pasal 1 
Negara Republik Indonesia melakukan penam- · 

bahan penyertaan modal Negara ke dalam modal 
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang didirikan 
berdasa.rkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Lembaga Pembiay;aan Ekspor Indonesia. 

Pas;al 2 
( 1 ) Penambahan penyertaan modal Negara seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 1 ,bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 201 5. ! . 

(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara 
sebagaimana . dimaksud pada ayat. ( 1) sebesar 
Rp1 .OQ0.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 

Pasal 3 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. · 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin­

tahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini den­
gari penempatannya dalam Lembaran Negara Repub­
lik Indonesia. 

DiWtapkan di Jakarta 
· pada tanggal 20 Agustus 2015 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,' 

ttd. 
· JOKO WIDODO 

Dlundangkan di Jakarta 
pad a t~nggal 21 Agustus 201 5 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
YASONNA H LAOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 2015 NOMOR 196 

( BN l 

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN 
PEMBA Y ARAN IURAN BAGI PESERT A PEKERJA 

BUKAN PENERIMA UPAH DAN·PESERTA BUKAN.PEKERJA 
(Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

Nomor 32 Tahun 2015, tanggal 7 Juli 2015) 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA. 

DIREKTUR UT AMA SADAN PENYELENGGARA 

JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 

taran Dan Pembayar~n Juran Bagi Peserta Pekerja 

Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja, 

maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara 

Pendaftaran Dan Pembayaran luran . Bagi Peserta Pe-

Menimbang : kerja Bukan Pi:nerima Upah Dan Peserta Bukan Pe-

Eiahwa untuk mendukurig implem!'ntasi Per- kerja dengan Peraturan Direksi; 

aturan Bad an Penyeleng'gara Jaminan. Sosial Kesehat-

an Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaf- Mengingat,: 
' . ---···--··. ··--················································ 
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1 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasi.­

onal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara Jami­

nan Sosial (lembaran Negara Republik. Indonesia 

Tahun 2011. Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

1. Jaminan Keseh.atan adalah jaminan berupa per­

lindungan kesehatan agar peserta memperoleh 

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlind­

ungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kese­

hatan yang diberikan kepada setiap orang yang 

telah membayar iuran· atau iuiannya dibayar oleh 

pemerintah. 

2. Bada11 Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehat­

an yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan 

adalah badan hukum yang dibentuk untuk meny-
1 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 
. . ' 

elenggarakan program Jaminan Kesehatan. f · 

Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lemba-

ran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No­

mor 29) sebagaiinana telah diubati dengan Per­

aturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 ' 

3. luran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang . 

yang · dibayarkan secara teratur oleh Peserta, 

Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk pro­

gram Jaminan Kesehatan. 

Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pres- 4. Peserta adalah setiap oran!), termasuk, orang as­

ing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di ·iden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Jaminan Kes.ehatan (lembarim Negara Indonesia, yang telah membayar iuran. 

Republik Indonesia Tahl,in 2013 Nomor255); 5. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang 

4. Peraturan Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bekeria. atau berusaha atas risiko sen.diri. 

Kesehatan Nomo" 1 Ta.hun 2014 tentang Peny- · 6. Bukan Pekerja adalah setiap orang yang mendaf-

elenggaraan Jaminan Kesehatan (Serita , Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 ); 

·. 1 5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara· Pendaftaran Dan Pembayaran luran Bagi 

Peserta Pekerja Bukan Penenma Upah Dan Peser­

ta Bukan Pekerja (Serita Negara Republik Indone­

sia Taho,m 201 5 Nomor 634); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

PERATURAN DIREKSI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN 

IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA 

UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA .. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direksi Sadan Penyelenggara 

tarkan diri menjadi Peserta BPJS Kesehatan. bu, 

kan sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah atau 

. Peserta Pekerja Bukan Pen.erima Upah. 

7. Manfaat adalah faedah j~minan sosial vang men­

jadi hak Pe.serta dan/atau anggota keluarganya. 

8. Nomor induk Kependudukan, selani,utnya disii:ig­

kat NIK, adalah nomor identitas Pendu~uk yang 

bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pacja 

seseorang yang terdaftar sebagai P~r:iduduk Indo-

nesia. I 

9. · Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah 

kartu identitas keluarga yang rnemuat data ten' 

tang narna, susunan dan hubungan dalarn keluar­

gal serta identitas anggofa keluarga. 

1 O. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat 

KTP, adalah' identitas resrni Penduduk sebagai 

b.ukti diri yang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana 

yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

BAB II 

Jaminan Sosial Kesehatan ini yang dimaksud dengan: PENDAFTARAN PESERTA 
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Bagian Kesatu 

Persyaratan Umum 

Pasal 2 

( 1) Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan 

Pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan anggota 

· keluarganya sebagai Peserta Program Jaminan 

Kesehatan paling lambat 1 Januari 2019. 

(2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada · 

ayat ( l ), meliputi seluruh anggota keluarga seb­

agaimana terdaftar pada KK. ·. 

(3) Anggota keluarga yang terdaftar pada Kartu 

Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sekurang-kurangnya terdiri atas; 

a. istri atau suami yang sah dari · Peserta; .dan/ 

atau 

b. anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat 

yang sah dar! Peserta. 

(4) · Anggota keluarga yang terdaftar pada Kartu ke­

luarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

wajib didaftarkan menjadi peserta BPJS. Kesehat­

an apabila: 

a. bukan merupakan keluarga inti sebagaimana 

. dimaksud ayat (3); 

b. telah meninggal yang .dibuktikan dengan 

menunjukkan akta kematian; 

c. telah terdaftar. sebagai peserta BPJS Kese­

hatan yang dibuktikan dengan menunjukkan 

Kartu Peserta BPJS Kesehatan; . . 

d. telah bercerai yang di.buktikan dengan menun­

jukkan akta cerai; a~au 

e. telah memiliki Kartu Keluarga sendiri yang di­

buktikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga 

baru: 

(4) Dalam hal hanya terdapat satu nama dalam Kar: 

tu Keluarga · sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan berhalangan untuk mendaftarkan dirinya 

karena alasan yang sah, pendaftaran dapat di­

lakukan oleh o.rang yang ditunjuk oleh yang ber­

sangkutan dengan melampirkan surat kuasa yang 

telah ditandatangani di atas materai .cukup. 

(5) Berhalangan untuk menciaftarkan dirinya karena 

alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) meliputi: 

a. sakitl. lanjut usia danlatau memiliki. keterba­

. tasan fisik/C:acat yang dibuktikan dengan su­

rat keterangan dokter yang menyatakan yang 

bersangkutan tidak dapat mengurus pendaft­

aran; atau _ 

b. berdomisili jauh dan berada pada daerah ·ter­

penCil/sangat · terpencil dengan akses terba­

tas. 

Bagian Kedua. 

Tata Cara Pendaftaran Peserta 

Pasal 3 

( 1) Pendaftaran Peserta. Pekerja Bukan Penerima 

Upah dan Peserta Bukan Pekerja dilakukan den­

gan mengisi Formulir Daftar lsian Peserta (Formu-· 

lir DIP) yang memuat : 

a. nomor KK; 

b. NIK masing-masing anggota keluarga; 

c. nama lengkap; 

d. tempat tanggal lahir; 

e. jenis· kelamin; 

f. status perkawinan; 

g. alamat sesuai KTP; 

h. alamat penagihan; 

i. nomor telepon; 

j. kewarganegaraan; 

k. iuran 'yang dibayar; 

I. alamat e-mail; dan 

m. Fasilitas Kesa.hat.an Tingkat Pertama. 

(2) Nomor KK, Nomor NIK masing-masing anggota 

keluarga, nama lengkapl tempat tanggal lahir je­

nis kelamin, .status perkawinan, alamat sesuai 

KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .hur­

uf a, huruf b, huruf .c, huruf d, huruf e, huruf f, 

· dan huruf g merupakan identi.tas yang teroantum 

dalam Kartu Keluarga danlatau KTP. 

(3~ Alamat Penagihan · sebagaimana · dimaksud pada 

ayat (1) huruf h merupakan alamat yang digunak-' ' . 
an untuk pengiriman tagihan ya,ng dapat berupa 

alamat KTP atau alamat domisili Peserta. 

(4) Nomor telepon sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf i merupakan nomor telepon aktif/tele­

pon genggam yang dapat dihubungi setiap saat. 
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(5) luran yang dibayar sebagaimana dimaksud pad!! 

ayat ( 1) huruf k merupakan besaran iuran per 

orang per bulan sesuai manfaat pelayanan ruang 

perawatan di kelas yang dipilih. 

(6) Ruang kelas perawatan .di kelas yang dipilih seb­

agaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah 

setelah satu tahun. 

(7) Alamat email sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) huruf I merupakan al am at email a kt if yang 

dapat digunakan untuk menerima tagihan iuran 

jaminan kesehatan. 

(8) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaima­

na dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang telah. 

bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

Pasal 4 

Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima 

Upah dan Peserta Bukan Pekerja dapat dilakukan me­

lalui: 

a. Kantor Cabang .atau Kantor Layanan Operasional 

Kabupaten/Kota atau unit pelayanan lain yang di­

tentukan oleh BPJS :Kesehatan; 

b. Website BPJS Kesehatan; dan 

c. Bank atau pihak lain ·yang bekerjasama dengan . ' 

. BPJS Kesehatan, 

. Pasal 5 

( 1 ) . Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Pen·erima 

Upah dan Peserta Buka.n Pekerja yang dilakukan 

melalui Kantor Cabang atau Kantor Layanan Op­

erasional Kabupaten/Kota atau unit pelayanan 

lain yang . ditentukan oleh BPJS Kesehatan seb­

agaimana dirpaksud dalam pasal 4 hunifa dilaku-
' ' 

kan dengan cara: 

a. menyerahkan Formulir OiP yang t~lah diisi 

dengan lengkap dan benar serta telah ditan­

datangani. 

b. menyerahkan (satu) lembar pas foto tertia-

ru benN.arna ukuran 3 x 4 om untuk setiap 

peserta yang telah ditempelkari pada Formul.ir 

DIP. 

c. memperlihatkan dokumen penduk\.mg sebagai" 

beiikut:' 

1. asli KTP dan KK; 

2. asli Paspor dan Surat ljin Kerja 'yang diter­

bitkan instansi yang berwenang bagi war­

ga negara asing; 

3. nomor rekening bank yang tercantum pada 

halaman pertama buku tabungan, bagi 

peserta yang memilih manfaat perawatan 

kelas I dan Kelas IL 

, d. menandatangani pernyataan persetujuan un­

tuk mematuhi syarat dan ketentuan yang ber­

laku. 

e. menandatangani surat kesediaan pembayaran 

iuran melalui · aatodebet dan · menyediakan 

dana dalam rekening untuk kebutuhan iurap 

BPJS Kesehatan setiap akhir _bulan untuk 

peserta yang memilih manfaat perawatan ke-

. las I dan II. 

(2) Syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaima­

na dimaksud pad a ayat (1) huruf d meliputi per­

nyataan persetujuan untuk: 

a. pengguna · layanan pendaftaran BPJS Kes­

ehatan h_arus memiliki usia cukup secara hu­

kum untuk melaksanakan kewajiban hukum 

, yang mengikat dari setiap kewajiban .apapun 

yang mungkin terjadi akibat penggunaan· lay­

anan pendaftaran BPJS Kesehatan; 

b. mengis_i dan memberikan data dengan benar 

dan dapat dipertanggungjawabkan; 

c. mendaftarkan diri dan anggota keluarga men­

jadi peserta BPJS Kesehatan;. 

d. membayar iuran selambat-lambatnya tanggal 

10 (sepuluh) setiap bulan; 

e. melaporkari perubahan status data peserta 

dan anggota keluarga, meliputi perubahan 

fasilitas kesehatan. susunan keluarga/jumlah 

peserta, dan anggota keluarga tambahan; 

f. menjaga identitas peserta (Kart(J BPJS Kes­

ehatan atau e-ID).agar tidak rusak, hilang atau · 

di~anfaatkan oleh orang yang tidak berhak; 

g. melaporkan kehilangan atau .kerusakan i~en­

titas peserta yang diterbitk~n oleh BPJS Kes­

ehatan kepada BPJS Kesehatan; 
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h. menyetujui rnembayar iuran pertama · paling 

cepat 14 (empat belas) hari .kalender dan pal­

ing lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah 

virtual account diterima, untuk mendapatkan 

hak dan manfaat jaminan kesehatan; 

i. menyetujui untuk mengulang proses pendaft­

aran ;;ipabila: 

1) belum melakukan pembayaran ·iuran perta­

ma sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kai­

ender sejak virtual account diterima; atau 

2) melakukan perubahan data setela.h 14 

(empat belas) hari kalender sejak virtual 

account diterima dan belum melakukan · · 

pembayaran iuran pertama; 

j. menyetujui pencetakan kartu baru dapat di• 

lakukan setelah ,pembayaran · iur.an · pertama 

atas seluruh iuran anggota keluarga yang me­

miliki virtual account sebagaimana yang di­

daftarkan; dan 

k. menyetujui t.idak meningkatkan kelas per­

awatan dengan memba,var sendiri selisih bi­

·aya perawatan untuk· Peserta yarig memilih 

manfaat perawatan. kelas 111. 

Pasal 6 

(1) Pendaftaran Peserta. Pek·erja Bukan 'Penerima 

Upah dan. Peserta Bukan Pekerja melalui Website 

BPJS. Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal. 4 huruf b dilakukan dengan cara: 

a. mengisi Formuli.r DIP elektronik yang memuat 

daftar isian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1 ); 

b. mengunggah ·pas foto benivarna terbaru un­

tuk setiap Peserta; 

c. mengisi nomor. rekening bank yang tercantum 

pada halaman pertama buku tabungan; bagi 

peserta yang memilih manfaat perawatan ke­

tas I dan Kelas II; dan 

d. membubuhkan P.ernyata:an persetujuan untuk 

·mamatuhi syarat dan ketentuan yang berlaku 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

(2) Pas foto sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) 

huruf b adalah fiie pas foto berwarna yang menun-

jukkan wajah. caJon peserta . dari wajah hingga 

dada dengan format JPG berukuran maksimai 

50KB. 

Pasal 7 · 

( 1 ) Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima 

Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang dilakukan 

. melalui Bank atau pihak lain yang bekerjasama 

· dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4. huruf c dilakukan dengan cara: 

a. menyerahk;;in file pas· foto berwarna yang 

menunjukkan wajah calon peserta dari .wajah 

hingga dada dengan format ·JPG ben.ikuran 

· maksimal 50KB; 

b. mernperlihatkan dokumen pendukung sebagai . 

berikut: 

1 . asli KTP dan KK; 

2. asli Paspor dan Surat ljin Kerja yang diter­

bitkan instansi yang benrvenang bagi war­
' ga negara asing; 

3. nomor rekening bank yang· tercantum pada 

halama~ pertarna buku tabungan. bagi 

peserta yang memilih manfaat perawatan · · 

kelas I dan Kelas II dan wajib menandatan­

gani surat kesediaan pembayaran iuran 

rnelalui autodebet serta menyediakan dana 

dalam rekening untuk kebutuhan iuran 

BP JS Kesehatan setiap akhir bulan 

(2) Menandatangani . pernyataan persetujuan untuk 

mematuhi syarat dan ketentuan yang bedaku se­

bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). 

Pasal 8 

(1) Setelah menerima ·formulir DIP yang telah diisi 

· lengkap l;>eserta kelengkapannya, BPJS Kesehat­

an rnemberikan nomor virtual account. 

(2) Pese.rta Bukan Pe.kerja yang berasal dari Penerima 

Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun 

. TNI. penerima Pensiuri Polril Veteran dan Perintis 

Kemerdekaan yang telah merigisi dan menyerah­

kan Formulir DIP beserta kelengkapannya dapat 'i 

langsung mengambil kartu pesene: 

BAB Ill 
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. PENDAFTARAN BAYI YANG AKAN DILAHIRKAN 

Pasal 9 

(1) Peserta BPJS i<esehatan dapat mendaftarkan 

bayi yang. akan dilahirkannya, sebagai Peserta. 

· (2) Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat , 
.didaftarkan sejak terdeteksi adanya denyut jan­

tung bayi dalam kandungan, yang dibuktikan 

dengan. melampirkan surat keterangan dokter 

atau bidan jejaring. 

(3) Surat keterangan dokter ata.u bidan jejaring se-

bagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 

oleh dokter atau bidan jejaring pada Fasilitas. ' (7) 

Kesehata~ Tingkat Pertama yang bekerja sama 

dengan BPJS Kesehatan tanpa melalui pemer­

iksaan penunjang diagnostik lainnya termasuk 

ultrasonografi. 

b: melakukan perubahan data bayi selambat­

lambatnya 3. (tiga) bulan .setelah kelahiran 

Yl!ng meliputi nama. tanggal lahir, jenis kela­

min. dan NIK; dan 
' c.' menyetujui untuk mengulang proses pendaf-

taran apabila belum melakukan .pembay·aran 

iuran pertama sampai dengan 30 (tiga pu­

luh) hari kalender sejak HPL dan berlaku tata . 

cara pendaftaran .dan pembayaran iuran bagi 

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan 

Peserta Bukan Pekerja. 

Setelah menerima formulir. DIP yang telah diisi 

lengkap beserta kelengkapannya, BPJS · Kes­

ehatan memberikan nomor virtual account dan 

Peserta melakukan pembayaran iuran pertama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a. 

(4) Surat keterangan dokter atau bidan jejaring seb­

agaimana dimaksud pada ayat (2) paling se.dikit 

memu,a,t: 

(8) Jaminan pelayanan kesehatan dari bayi seb­

.agaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak 

iuran pertama dibayar. 

a. deteksi adanya denyut jantung bayi dalam 

kandungan; 

b. · usia bayi dalam kandungan; dan 

c. har.i perkiraan l~hir (HPL). 

(9) Dalam hal Peserta. tidak melakukan pembayaran 

iuran pertama atas bayi sebagaimana dimaksud 

pada ~yat ,(7) 5ampai dengan 30 (tiga puluh) hari 

kalender setelah H. PL maka data bayi tecsebut '· i 
(5) Peridaftaran bayi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan : 

a. mengisi Formulir Daftar lsian Peserta (Formu­

lir DIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
' 

ayat(1); 

b. menyerahkan surat ketetangan dokter atau 

bidan jejan'ng sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2); dan 

c. menandatangani pernyataan persetujuan un­

tuk mematuhi syarat dan ketentuan yang ber­

laku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5· 

ayat (2). 

(6) Selain menandatangani pernyataan persetujuan un­

tuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku se­

bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Peserta 

menandatangani pernyataan persetujuan untuk: 

a. melakukan pembayaran ,iuran pertama paling 

cep<!t setelah bayi dilahirkan dalam keadaan . 

hidup dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
' 

kalender sejak HPL; 

akan dinonaktifkan. 

(10)Dalam hal bayi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak didaftarkan selambat-lambatnya 14 (em­

pat belas) hari kalender sebelum dilahirkan maka 

berlaku tata cara pendaftaran dan pembayaran 

iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah 

dan Peserta Bukan Pekerja. 

BAB Ill 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 10 

( 1 ) Pembayaran iuran pertarria sebagaimana dimaksud 

dalam Pasai 5 ayat (2) huruf h dapat segera dilaku­

kan setelah memperoleh virtual account, bagi : 

a. bayi baru lahir yang merupakan anak dari 

Peserta PBI yang didaftarkan sebagai Peserta 

Pekerja Bukan Penerima Upah dengan hak 

manfaat pelayanan di ruang perawatah Kelas 

Ill; 

b. bayi baru lahir yang merupakan anak dari pen-
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duduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Dae­

rah sebagai Peserta · Pe,qirja Bukan Pene.rima 

Upah dengan hak manfaat pelayanan di ruang 

perawatan Kela.s Ill; 

c. Peserta . dan bayi baru lahir dari Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang 

ditetapkan oleh Menteri Sosial dan telah di­

daftarkan sebagai Peserta BPJS Kesehatan 

dehgan hak manfaat pelayanan di ruang per­

awatan Kalas Ill; atau 

d. Peserta dan bayi baru lahir dari Peserta 

Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peser­

ta Bukan Pekerja yang mendaftar sebagai 

. peserta BPJS Kesehatan dengan hak man' 

faat pelayanan di ruang perawatan Kelas 

Ill dengan menunjukkan surat rekomendasi 

. dari Dinas Sosial setenipat sebagai orang 

. tidak mampu dan/atau keterangan'lain yang 

dibutuhkan. 

(2) Surat rekomendasi dari Dinas Sosial sebagaima­

na dimaksud pad a ayat ( 1) huruf d harus ditan-

, datangani oleh Kepala Dinas Sosial · setempat 

atau pejabat yang mewakili dalam hal ini Sekre­

taris Dinas Sosial atau Kepala Bidang Dinas So­

sial yang menangani masalah kemiskinan dan 

dilengkapi dengan. keterahgan lain yang meli­

puti: 

a. · surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/ 

Kepala Desa yang dibuat berdasarkan surat 

pengantar dari Ketua RT/RW; dan 

b. bukti bayar tagihan· listrik dengan daya maksi­

mal sebesar 900 watt. 

(3) Dalam hal nama pada bukti bayar tagihan. listrik 

. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sama 

dengan nama peserta maka harus melampirkan 

surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani 

oleh: 

a. peserta; 

b. pemilik rumah/pemilik rumah kontrak; dan 

c. ketua RT setempat. 

Pasal 11 

Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan h1,1ruf d berlaku i · 

ketentuan: 

a. tidak wajib menc.antumkan alamat e-mail; 

b. 'tidak dapat meningkatkan kelas perawatan baik 

dengan melaku kan perubahan iuran sesuai ruang 

ke.las perawatan yang lebih tinggi atau membayar 

sendiri selisih biaya perawatan; dan 

c. tidak mendaftarkan seluruh anggota keluarga seb­

agairriana terd'aftar pada KK dalam h.al memenuhi 

kriteria yang ditentu.kan oleh.Direktur Teknis. 

Pasal 12 

Pendaftaran seluruh ang.gota keluarga seb­

agaimana terdaftar pada KK sebagaimana dimaksud 

d1;1lam Pasal 2 ayat (2) dikecualikan bagi calon peserta. 

yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Direktur 

Teknis . 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tang­

gal 1 Juli 2015. 

Aga( setiap Duta Badan Periye~enggara Jami­

nan Sosial Kesehatan mengetahuinya, memerintah­

kan pengumuman Peraturan Direksi ini dengan pen­

empatannya dalam Lembaran Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pad a tanggal 7 Juli 201 5 

DIREKTUR UTAMA· 

,BADAN PENYELENGGARA 

JAMINAl!J SOSIAL KESEHATAN . 

ttd. 

FACHMI .IDRIS 

LEMBARAN BADAN PENYELENGGARA 

JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 

TAHUN 2015 NOMOR 44, 

( BN l 


